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ATAS RAHMAT ALI.,AH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit berperan
penting d6.rr mgmiliki potensi besar dalam pembangunan
perekonomian daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara;
bahwa untuk menindaklanjuti diktum kedua angka 13 huruf a
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi
Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-
2024, perht disusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Rencana Aksi Daerah perkebunan
Kelapa Sawit Berkelar{utan Kabupaten Aceh Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 8888)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO6 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22
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tentang Cipta Keda menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tembehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOS9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara Republik
Indonesia Talrun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan
(kmbaran Negara Republik lndoaesia Tahun 2014 Nomor 3Og,
Tambahan lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5613]
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentatg Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6930);

10. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6630);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2O2t tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 3I, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan,Ad
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6635);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana
Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 10i, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

15. Peraturan Presiderr Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 10);

16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem
Sertifikasi Perkebunal Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 7S);

17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN lOT.L4Ol
9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor l18O)
srs$qgaimans telah beberapa keli terakhir diubah tera-khir
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2L/PERMENTAN/
OT.l4Ol9/2O13 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 796);

1 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor O l / pERMENTAN 
/ KB. 1 2Ol

ll20l8 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan
Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

2 0. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 8 / PERMEI.ITAN/ RC.O4O /
4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan pertanian
Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 559);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2O2O tentang
Penyelenggaraan Sertifrkasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 13771;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Daftar Us$a dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis Da:rrpak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan
Lingkungan Hidup Atau Surat pemyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 26Zl;

23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang perkebunan
(I,embaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan.Y
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Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perkebunan (l,embaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 93);

24.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Aceh Tahun 2OL2-2O92 (Lembaran Aceh
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan lembaran Aceh Nomor 9);

25, Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013- 2033 (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

26, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2O20 tentang perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2O2l Nomor l,
Tambahan kmbaran Aceh Nomor 123);

27, Qanun Aceh Nomor I Tahun Tahun 2O23 tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
r37l;

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2O24 tentang peta
Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Tahun
2023-2045 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 9);

29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2O24 tentang
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
(Berita Daerah Aceh Tahun 2024);

30.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2-2O22
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O13 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangu.nan Jangka panjang Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun
2014 Nomor 9);

32.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 teatang
Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor
2l;

33. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 lentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2O2y2O26 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor
13);

34.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakedaan
Bagi Peke{a Rentan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahu n 2024
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TEI.ITANG RENCANA AKSI
DAERAH PERKEBUNAN KEI,APA SAWTT BERKELANJUTAN
KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat RAD KSB

adalah

^f



-5-

adalah dokumen pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang
disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak
dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh

Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang
selanjutnya disingkat Disbunnakkeswan adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perkebunal.

6. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati
untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara.

7. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi,
alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran
kelapa sawit.

8. Pekebun adalah orang perseorang€rn warga negara Indonesia
yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak
mencapai skala tertentu.

9. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan
hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha
perkebunan dengan skala tertentu.

1O. Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang tidak
berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh
rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil
tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga
perkebunan rakyat.

11. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutal adalah
pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara
berkelanjutan dengarr memperhatikan aspek ekonomi, sosial
budaya dal ekologi.

12. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm OtllBPOl yang selanjutnya disebut Sertifikasi
ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap
usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan
jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola
perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria
ISPO.

13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang
selanjutnya disebut STDB adalah keterangan budidaya yang
diberikan kepada pekebun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2
RAD KSB memuat tujuan, sasaran, issue strategis, arah kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara.

Bagran Kesatu .At
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Bagran Kesatu
Maksud dan T\-rjuan

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pemangku
kepentingan, untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di
Kabupaten Aceh Utara.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan
kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, swasta dan mitra
pembalgunan untuk melakukal sinkronisasi program dan
memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran RAD KSB ini adalah menerapkan program, kegiatan, dan
sub kegiatan dengan indikator yang terukur untuk:
a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku usaha

perkebunan kelapa sawit dalam proses budidaya, pengolahan
hasil panen dan pemasaran;

b. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai
ekosistem penting, dan/ atau tutupan hutan alami, khususnya
yang terdapat di dalam kawasan pengembangan perkebunan;

c. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara
membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar Perangkat
Daerah, antara lain Perangkat Daerah yang membidangi
Pertalian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
aparat keamanan daerah;

d. meningkatkan daya dukung lingkungan yang baik di
perkebunan kelapa sawit yang dapat mengurangi kerawanan
bencana, khususnya banjir, abrasi dan longsor;

e. mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan sosial
ekonomi yang dihadapi masyarakat sekitar perkebunan kelapa
sawit;

f. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana
pengembangan pembangunal perkebunan kelapa sawit
sehingga tidak perlu lagi rnembuka hutan; dan

g. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan
produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada
pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di
kawasan perkebunan.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

(1) RAD-KSBberasaskan :

a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;

d. keberlanju ^^..4
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d. keberlanj utan;
e. keterpaduan;
f. kebersamaan;
g. keterbukaan;
h. elisiensi;
i. kearifan lokal; dan
j. kelestarian.

(2) Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha
Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan
dirinya.

(3) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan
secara independen dengan mengutamakan kemampuan
sumber daya dalam negeri.

(4) Kebermanflaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraa-n rakyat.

(5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan dengan
memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial
budaya.

(6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan
memadukan aspek sarana dan prasarana produksi
perkebunan, pembiayaan, budidaya perkebunan, serta
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(71 Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
yaitu penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan
secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling
ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha
perkebunan.

(8) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan
pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.

(9) Efrsiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h yaitu penyelenggaraaa perkebunan harus
dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan
manfaat sebesar-besar5ra dari sumber daya dan memberikan
peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional
kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

(1O) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus
mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan
budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat setempat.

(1 1) Kelestarian .AI
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(11) Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan Perkebunan
harus menggunakan sarala, prasarana, tata cara, dan
teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup,
baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 6

(1) RAD KSB disusun dengan merujuk pada 3 prinsip utama
sebagaimana telah diatur dalam Panduan Penyusunan dan
Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit,
yaitu:
a. integrasi;
b. sinkronisasi; dan
c. partisipasi.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu
serangkaian program dan kegiatan yang akan dilakukan
mengacu dan/ atau terintegrasi ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan,
Perangkat Daerah lain yang terkait dan multi pihak yang
mendukung pembangunan dan pengembangan kelapa sawit
berkelanjutan di Aceh Utara (swasta, l,embaga Swadaya
Masyarakat/ ffon Gouernment Organisation, praktisi dan
perguruan tinggi), juga dengan memperhatikan aspek
keistimewaan khusus Aceh sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O06 tentang Pemerintahan
Aceh.

(3) Sinkronisasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b,
yaitu serangkaian program dan kegiatan yang akan dilakukan
saling terkait dan tersinergi antara satu bidang dengan bidang
lainnya.

(4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu
serangkaian program dan kegiatan disusun dan dilaksanakan
dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Integrasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
c. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
d. Pembiayaan.

Pasal 8

RAD KSB disusun dengan sistematika sebagai(1) Dokumen
berikut:
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV

:PENDAHULUAN
: INTEGRASI PROGRAM DAN KEGI.ATAN
: PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI
:PENUTUP

(2) Dokumen A f
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(2) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan lagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Integrasi Program dan Kegiatan RAD KSB dikelompokkan menjadi
5 (lima) Komponen, yaitu:
a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
b. peningkatal kapasitas dan kapabilitas pekebun;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan

meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Bagian Kedua
Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Pasal 10

Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a diarahkan untuk :

a. mendapatkan data dasar dan informasi usaha perkebunan
kelapa sawit yang akurat dan diperbaharui secara berkala di
Kabupaten Aceh Utara dengan melibatkan Perangkat Daerah
yang membidangi perkebunan, pengumpulan data darr
informasi serta pihak lain yang dinilai berkompeten;

b.memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi melalui
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan
Kebun Kelapa Sawit;

c. melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan
pemangku kepentingan lainnya;

d. meningkatkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam
Hubungannya dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

e. membentuk Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi-
Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan;

f. meningkatkan kepatuhan hukum bagl pelaku usaha
perkebunan kelapa sawit secara koordinatif; dan

g.meningkatkan infrastruktur yang mendukung peningkatan
kualitas usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara berkelanjutan
di Aceh Utara.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Pasal 11

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal t huruf b diarahkan untuk:
a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam

penggunaan benih bersertifi kat;

b. meningkatk"r.A t
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b. meningkatkan jumlah pekebun agar menerapkan prinsip
budidaya yang baik (Good Agriaitural Proctices/ GAP) melalui
penyuluhan, pelatihan dan pendampingan;

c. meningkatkan kelayakan pekebun dalam mengakses
pendanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan;

d. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan
pekebun mela,lui pendampingan untuk meningkatkan posisi
tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran;

e. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh perkebunan
dan pendamping pekebun di kawasan sentra produksi kelapa
sawit; dan

f. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya
manusia keluarga pekebun, buruh perkebunan kelapa sawit
dan buruh pabrik kelapa sawit melalui pemberian beasiswa,
bantuan social dan dukungan pendidikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pemantaual Lingkungan

Pasal 12

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf c diarahkan untuk:
a. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kenakeragaman

hayati, pengendalian pencemaran, dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana; .

b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara
membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar Perangkat
Daerah yang membidangi pertanian dan perkebunan,
lingkungan hidup, kehutanan dan aparat keamanan daerah,
serta pelibatan masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan;

c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dalam
kawasan perkebunan kelapa sawit termasuk optimalisasi lahan
terlantar;

d. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Mitigasi
penurunan emisi gas rumah kaca secara terintegrasi di
perkebunan kelapa sawit dan pelibatan masyarakat; dan

e. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan
produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada
pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga sumber air
bersih di kawasan perkebunan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Pasal 13

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal t huruf d diarahkan untuk :

a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam
memfasilitasi pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan
bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan penangzrnan sengketa lahan perkebunan kelapa
sawit di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) melalui mediasi,
implementasi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA),

p.ngri.o"rr .A f
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pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan
pendampingan pendampingan pengusulan penerbitan Surat
Tanda Daftar Budidaya (STDB);

c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status lahan perkebunan
kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan
legalisasi lahan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan
melalui mediasi, implementasi TORA, pengakuan keberadaan
Masyarakat Hukum Adat (MHA);

d. melegalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang
terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa
lahan; dan

e. melaksana]<an regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait
pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan Kerja
KarSrawan (K3) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek).

Bagian Keenam
Dukungan Percepatan Pelaksanaal Sertilikasi ISPO dan

Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Pasal 14

Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan
peningkatan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana
dimaksud da,lam Pasal t huruf e diarahkan untuk:
a. meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi ISPO secara luas

kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan
sosialisasi;

b. mempercepat pelaksanaan serLifikasi ISPO untuk pekebun
melalui pembinaan maupun pengembangan model kerjasama
pemerintah dan swasta ataupun dengan pihak lain; dan

c. meningkatkan hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan
partisipasi dalam promosi produk unggulan melalui parneran
dan misi dagang.

BAB VI
PEI{YELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI
DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKEI,ANJUTAN

Pasal 15

Penyelenggaraan RAD KSB meliputi:
a. koordinasi pelaksanaan RAD KSB;
b. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
c. pembiayaan.

(1) Untuk melaksanakan
Daerah RAD KSB.

Pasal 16

RAD KSB dibentuk Tim Pelalsana

(2) Tim Pelaksana Daerah RAD KSB sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pelaksana Daerah RAD KSB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku
usaha dan para pemangku kepentingan perkebunan kelapa
sawit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Para p.-rrrgk .A t
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(4) Para pemangku kepentingan yang telah ditetapkan oleh Bupati
sebagai pelaksana daerah harus berupaya secara maksimal
melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati.

BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan RAD KSB melalui Tim Pelaksana Daerah RAD
KSB.

(2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan
RAD KSB.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukal
dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
hasil yang dicapai yang dilakukan secara periodik setiap 6
(enam) bulan.

(4) Evaluasi sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menilai hasil (outcomel dan dampak dari pelaksanaan
program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan
RAD KSB dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Tim
Pelaksana Daerah 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan mei
dan november tahun berl'alan atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.

(6) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB
disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim
Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit
Berkelanjutan (RAN KSB) secara berkala setiap 6 (enam) bulan
atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(7) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan juga kepada Gubernur
melalui Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Provinsi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelalsanaan RAD KSB dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang undangan.

KE"rENrBuiR }^on-*,"
Pasal 19

Perubahan program dal kegiatan RAD KSB sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran Peraturan Bupati ini dapat
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X.Ar
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BAts X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Drtetapkan di Lhoksukon
pada tanEgal 2sN ber 24M

23 Jumadil Awal 1446 H
a\

A EH UTARA,

v
o RA

Diundangkan di Lhoksukon
pada ungga 12.5N ber 2024 M

U "t

Lr-l

o.

€F! u

23J

P-.

umadil Awal 1446 H

ARIS DAERAH
EH UTARA,

ALBAR
c 1

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARATAHUN 2024 NOMOR 3'



KATA PENGAflTAR

Keberada.En sektor perkebunan memiliki peranan yang penting dalam
p€rubangunan Kabupaten Aceh Utara karena merupakan kegiatan ekonomi yang
dapat dijadikan seleh satu andalan dalam mensejahterakan masyarakat. Melalui
peningkatan pcndapatan petani dan penyebaran sentral produksi Perkebunan
membcrikan pcluang pengcmbangan agroindustri dan pcnyediaan bahan baku
industri dalam negeri untuk mendukung kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungal hidup.

Pembangunan kelapa sawit dewasa ini harus berorientasi berkelanjutan
(susrainabrlitgr) dengan tetap menyeimbangkan ekonomi (pro.ft), eosial budaya
tpple), daa lingkungan (plnneti. Hal iai membutuhkan komitmen dan konsistensi
bersama para pihak. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkclanjutan (RAD-KSB)
Kabupaten Aceh Utara ini menrpakan dokumen daerah sebagai langkah-langkah
menuju program keberlanjutan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara dan dapat
dipedomani bersama oleh para pihak.

Lho 5 November 2024
?.{

H UTARA,

^

Semoga dokumen RAD'KSB ini dapat berkontribusi dalam mewujudkon
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara dan merupakan
dokumen hidup yang dapat terus disempurnakarr melalui input dan masukan dari
para pihak. Akhimya kami mctgucapkan tcrima kasih kepada scrnua pihak yang
telah bcrkontribuai dalam penyusunao RAD-KSB Kabupaten Aceh Utara ini.

*

M.Si ^o
}lil {
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DAT"TAR SINGI(ATAN DAN ISTILAII

APBA : Anggaran Pendapatan Bela:tja Aceh

APtsK : Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten

CPCI : Cntde Palm Orl (Minyak Sawit Mentah)

Disbunnakkeswan : Dinas Perkebunan, Petemaka:r dan Kesehatan Hewan

Distanpan : Dinas Pertanian dan Pangan

Disperindagkop & UKM : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

DLHK : Dinas Lingkungan Hidup dan IGbersihan

DPM Transnaker : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

BKPH : Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan

BPN : Badan Pertanahan Nasional

INPRES : lnstruksi Presiden

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

SDG : Sumber Daya Genetik

SKPK : Satuan Keq'a Perangkat Kabupaten

PDB : Produk Domestik Bruto

Perbup : Peraturan Bupati

Kepbup : Kepuhrsan Bupati

Pemda : Pemerintah Daerah

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

Setdakab : Sekretariat Daerah Kabupaten

RAD KSB : Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

Renstra : Rencana Strategis

RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPD : Rencana Pembangunan Daerah

TPD : Tim Pelaksana Daerah

TP3D : Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah

Hak Guna Usaha (HGU) : Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan
miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh
neBara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau
petemakan (UUPA Nomor 5 Tahun 1960)

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
yang layek ekonomi, layak sosial budaya, dan rama_h
lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Permentan 38 Tahun 2020).

Sertifikasi ISPO : Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan deogan
pemberian jamina:r tertulis bahwa produk dan/atau tata
kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip
darr kriteria ISPO (Permentan 3E Tahun 2O2O).

Multipihak : Meliputi pemerintah sesuai jenj€ing, instansi/badan/
satua unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha
perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang

-vl -



bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup,
rnasyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.

Peremajaan (Replantingfi : Kegiatan penggantian suatu macam tanaman
perkebunan tua/tidak produktif dengan tanaman
perkebunarr yang sarna darr dapat dilakLrkan secara
seleldif maupu.n menyelu.ruh

Perkebunan : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya atanat, sumber
daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi
daya, panen, pengolahan dan pemasararr terkait Tanaman
perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2OL4 tentang
Perkebunan).

Tanaman perkebunan : Tanaman semusim atau tanaman tahunan yangjenis dan
ttuan pengelolaann5ra ditetapkan untuk usaha
perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2OL4 tentang
Perkebunan);

Kegiatan Perkebunan : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber
daya manusia, sarana produksi, alat dan rnesin, budi
daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait
Tanaman Perkebunan (UU 39 Nomor Tahun 2OL4 tentang
Perkebunan};

Pekebun : orang perseorangan warga negara Indonesia yang
melaktrkan usaha perkebunan dengan skaJa usalra tidak

[:?ffi?"*-*"fr1""t'' 
(uu 3e Nomor rahun 2oL4

Ferusatraan perkebunan : tsadan usaha yang berbadan hultnrm, didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia
yang mengelola Usaha perkebunare dengan skala tertentu
(UU 39 Nomor Tahun 2AI4 tentang Perkebunan);

Perkebunan Besar : Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola
secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum
baik negara dan s\rasta (Standarsasi penatagunaan
Tanah Tahun zOLg Direktorat Penatagunaan Tanah);

Perkebunan Rakyat : Perkebunan yang tidak berbadan hukum yang
diselenggarakan atau dikelola oleh ralqyat/pekebun yang
dikelompokkan dalam usatra kecil tanaman perkebunan
rakyat dan usatra rumatr tangga perkebunan ralryat
(Standarsasi Penatagunaan Tanah Tahun 2019 Direktorat
Penatagunaan Tanah);

Perkebunan Kelapa Sawit : Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber
daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi
daya, p'anen, pengolahan, dan pemasarafl kelapa sawit
(Permentan 38 Tahun 2O2Ol.

Usalra Perkebu,nan Kelapa Sawit : Usaha yang menghasilkan barar,rg dan/atau jasa
Perkebunar,r Ketrapa Sawit (Perrnentan 38 Tahun 2A2Al.

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidayayarlg selanjutnya disebut STDB
adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada
pekebun (Permentan Nomor 98 Talrun ZOI3I.

Sengketa Tanah : Perselisihari pertanahan arrtara orang perseorarrganr
badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

-vii-
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BAB I
PEITDAIIULUAIT

1.1. l.atar Belrkeng

Pemerintah Aceh telah menetapkan sawit sebagai salah satu komoditas unggulan
pendorong pertumbuhan ekonomi. Kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi dalam
hal Nilai Tukar Petani (NTP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kelapa sawit
memiliki peran strategis untuk mengakselerasi pencapaian indikator pembangunan Aceh,
terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan
kesejahteraan petani, peningkatan IPM, penciptaaan lap.angan kerja, dan peningkatan
PAD Aceh melalui hilirisasi.t Provinsi Aceh berkontribusi sebesar 3.360/o terhadap luasan
lahan darr 2.14% produksi luasan kelapa sawit dan produksi crude pahm oil (CPO) nasional.
Luas total perkebunan sawit di Aceh adalah 473.485,1 ha dengan produksi minyak savrit
(CPO) sebesar 966.O44-ton2. Lahan sawit tersebut tersebar di 19 dari 23 kab/kota di Aceh,
dimana sekitar 52% diantaranya merupakan kebun sawit rakyat dan sekitar 48olo dimiliki
perusahaan.

Kabupaten Aceh Utara merupakan salatr satu kabupaten penghasil kelapa sawit utama di
Aceh. Berdasarkan data Dinas Pertanian dein Perkebunan Aceh tahun 2023, Kabupaten
Aceh Utara berada pada urutan ke-6 (enam) sebagai daerah penghasil kelapa sawit di Aceh
setelah Nagan Raya, Aceh Timur, Singkil, Tamiang, dan Aceh Barat. Aceh Utara memiliki
lahan kelapa sawit seluas 3O.57L,2 ha atau 60/o dari total luas lahan pekerbunan kelapa
sawit di Aceh.

Tabel 1. Luasan Kelapa Sawit di Kabupaten lKota sentra Sawit di Provinsi Aceh

Sumber: Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, 2O23

Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhoksukon sebagai ibukotanya tersebut berjarak lebih
kurang 304 km dari Kota Banda Aceh (Ibukota Provinsi Aceh). Berdasarkan Peta
BAKOSURTANAL SKALA 1 : 50.00O, secara geogralis Kabupaten Aceh Utara terletak pada
posisi 96A47' '970 31 'Bujur Timur dan 040 43'- 05016' Lintang Utara. Batas wilayah
Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalatr:

. Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;

1 Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanutan Provinsi Aceh 2023-2045 fl"ampiran Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 9 Tahun 20241

No. Kabupaten/Kota Perkebunan
Perusahaan (ha)

Perkebunan
Ratryat (ha)

Total Luasan
(ha)

I. Daerah Penghasil Sawit Utama
1 Nagan Rava 43.965,9 52.228.0 96.193,9
2 Aceh Timur 44.586,6 28.453,0 73.O39,6
3 Aceh Sinekil 31.082,3 32.463,0 63.545,3
4 Aceh Tamiang 34.698,3 23.105,0 57.803,3
5 Aceh Barat 24.73r,3 10.965,0 35.596,3
6 Aceh Utara L2.386,2 18.185,0 30.57L,2
7 Subussalam 10.849,5 19.014,0 29.863,5
8 Aceh Barat Daya 6.77L,5 19.853,0 26.624,5
9 Aceh..Iaya 2.825.5 16.180,O 19.OO5,5
10 Aceh Selatan t.847,O 11.546,0 13.393,0
11 Bireun 4.257,7 4.126,O 8.383,7
L2 Langsa 5.589,3 7L6,O 6.305,3
13 Aceh Tenggara 2.658,O 2.658,O 5.316,0

_-lL Daefah Penghasil Sawit lainnva
L4 Simeulue 3.734,0 3.734,0
15 Aceh Besar 1.399,O 1.399,0
16 Bener Meriah 1.300,0 1.300,o
L7 Pidie Jaya 134,0 958,0 1.092,0
18 Pidie 110,0 110,0
19 Lhokseumawe 209,O 209.O

TOTAL 226.383,1 247.LO?,O 473.485,L
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. Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur;. Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah;. Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Kabupaten Aceh Utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 2000mdpl. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : SO.OOo 1B.&OSURTANAL), yang
menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara seb-aran
utamanya menurut selang ketinggian, yaitu :r Q - 500 m dpl : 245.0L4,4L Ha, atau 9O,ST o/o;

. 500 - 1.500 m dpl : L7.147,40 Ha, atau 9,38 yo;

. 1500-2000 mdpl : 135,29 Ha, atau 0,05 o/o.

Secara administratif, Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 76 mukim, dan
8_52 gampong. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara hasil pencatatan Dinas
Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2S adalah sebanyak
624"582 jiwa, terdiri dari 312.500 jiwa penduduk laki-laki dan 315.043 jiwa penduiuk
perempuan- Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Utara Tatrun 2023 mentapai Lg9jiwa per km2 dengan Lqju pertumbuhan penduduk/tahun = Z,6Lo/o. Namun, p.rrd.rdrk
yang tersebar di27 Kecamatan tersebut berbeda kepadatan antar wilayahnya.'Itecamatan
dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Dewantara yaitu 1 . 1 8-8 jiwa per km2
sedangkan wilayah yang tingkat kepadatan terjarang adalah Kecamatan Gereudong pase
yaitu 22 jiwa per km2.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1. L-6LL7 Tahun 2022 tentang
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayatr Administrasi Pemerintahal d.an Rrlau
ditetapkan bahwa Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 krn2 atau
270.525,5 Ha. Dokumen Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara 2023-2043 menyebutkan
balrwa tersebar di bagran pedalaman wilayah d.engan luasan mencapai L62.672 Ha atau
3L a/o dari luas wilayatr kabupaten merupakan kawasan dengan peruntukan perkebunan.
Pemanfaatan utama kawasan perkebunan tersebut 

"aaUft kegiatan budidaya
perkebunan, baik perkebunan ralqrat maupun perkebunan besar.

Data terkini dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh
Utara (Juni 2024)., tercatat bahwa Aceh Utara memiliki lahan kelapa ""*it seluas
5O.L44,37 ha yang pengelolaannya dilakukan oleh perkebunan swasta, pTpN I dan
ggrkebunan rakyat. Artinya berdasarkan luas lahan, lahan perkebunan di Aceh Utara
310/o edalah latran perkebunan sawit yang melingkupi L9o/o luas wilayah kabupaten.

Tabel 2. Luas lahan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2OZ3

No. Jenis Perkebunan Luas Lahan (Ha)

I Perkebunan Swasta 19.424,00
2 BUMN (PT.Perkebunan Nusantara I) 7.150,00
3 Perkebunan Ralqyat 18.lg5,OO

Total 44.759,OO

sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh lJtara,2o24

Pengusahaan kelapa sawit secara komersial oleh perusahaan swasta telatr dilakukan sejak
awal tahun 198O. . Ditandai dengan pemberian izin HGU bernomor T4/HGUIDA|Z1
kepada [rI. Bahruni Plantation (BAPCO) untuk membuka perkebunan Kecamatan'Matang
Kuli seluas 1.224,70 l.a. Sampai saat ini telah beroperasi 13 perusahaan perkebunan
kelapa sawit seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel. 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara, 2O2S

No Nama Perusahaan Lokasi Luas Lahan
(Ha)

1 PT. Perkebuaan Nusantara I Gampong C9J Girek Kec. Cot Girek 7.150,00

2 PT. Satya Agung Gampong Uram Jalan Kec. Geureudong Pase
4.800,00
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3. PT. Bahruni Plantation (BAPCO) Gampong Kebun Piralc Kec. Paya Bakong 1.019,O0
4 PT. Narata Indah Lhok Asan Kec, Pase 80o,00
5. !T.Elg4g Kolam Adi Prarama Panton Kec. Kuta Makrnur 6s2,00
6 PT. BlangAra Company Aman Kec. Lhoksukon 951,00
7 PT. Moli Mas Gampong Buket Sentang dan Blang Aman Kec.

Lhoksukon 326,O0

8 PT. Dunia Perdana Nisam, Nisa:rr Antara, Meurah Mulia,
Pase dan 2.623,OO

9 PT. Buket Nibong Palm Gampong Buket Jrat Manyang Kec. Tanah
Jambo Aye 104,O0

10. XlQ lirak Jaya Gampong Blang \4ane Kec. Paya Bakong 200,00

11 KPN Bina Atakana Gampong Plu Pakam dan Ulee Buket Kec. Tanah
Luas 1i2,00

12. KSU Kawah Sejati/PT. Agronad 9?:np_olg Baree Blang Kec. Meurah Muta 587,00
13. PT. Gunci Geubrina Gunci Kec. 100,00

TOTAL L9.424,OO

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara,2024

Dalam perkembarlgannya,guna memenuhi kebutuhan pengolahan hasil panen, maka
didirikanlah Pabrik_-K91apa Sawit (PKS). Pada tahun 2076 dibangunlah pKS pertama di
Aceh Utara, yaitu PKS PTPN I di Kecamatan Cot Girek. Tercataiada 4 pKS y*"S telah
beroperasi di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: PTPN I, PT. Ika Bina Agro Wise**j rrlS"ry"
Agung, dan ft. Seramo Agro Persada. Untuk lebih jelasnya dapit dilihat pada tabel
dibawah ini.

Tabel 4. Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit/Pabrik Kelapa Sawit (pKS)yang beroperasi
di Ihbupaten Aceh Utara, 2OZ3

NO
NAMA

PERUSAHAAN
LOKASI

KEBUN/KECAMATAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN

(ruP) PRODUKSI/BULAN KAPASITAS
(Ton/Jam)

LUAS
LAHAN

(Ha)

I
PT.
PERKEBUNAN
NUSANTARA I

COT GIREK KEC.
COTGIREK

525/BP2T/386/2016 TBS 12.192 TON 45 7,51

TGL. IO Maret 2016 cPo 2,462 TON

PK 566 TON

2 PT, IKA BINA
AGRO WISESA

OAMPONG GUHA
UTEUE
KEC. KUTA MAKMUR

MB. 9120306621+83 TBS 13.383 TON 45 20.00
TGL,6 DES 2Oi9 cPo 2.102 TON

PK 511 TON

3
PT. SATYA
AGUNG

DS. URAM JALAN
KEC. GEUREUDONG
PASE

NO. 525/DBPMTSP I 2693 / 2Or I TBS 9.523 TON 40 15,00
TG; 10 SEP 2018 cPo 1.741TON

PK 5OI TON

4
PT. SERAMO
AGRO
PERSADA

ALUE LEUI{OB COT
GIREK

MB :0220207830348 TBS 11.613 TON 30 20,o0
TGL. 8 MARET 2O2I cPo 2.111TON

PK 534TON

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh lJtxa, ZOZ4

Gampong Blang
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Gambar 1. peta Tutupan Lahan di Kabupaten Aceh utara

Tingkat kemiskinan di daerah kabupaten dibandingkan dengan areal pengusahaan
perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Aceh masih sangat tinggiz. Berdasarkan data
BPS (2023), tingkat kemiskinan rata-rata masyarakat Aceh adalah sebesar t4,64 pada
Maret 2A22 dan pada Maret 2023 turun menjadi 14,45 %. Mengacu pada data yang
tersedia per kabupaten/kota Maret 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Utara
masih berada di atas angka provinsi, yaitu sebesar 16,86 o/o (L0?,O2jiwa) atau 2,4lo/alebih
besar dari rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten. Aceh Utara berada pada peringkat ke-
14. Kondisi ini perlu dicermati dan menjadi tantangan tersendiri, dengan potensi kelapa
sawit yang besar tetapi masyarakatnya masih banyak pada garis kemiskinan. Merujuk
pada data Badan Rrsat Statistik (BPS) dan analisis Satgas Pensasaran percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koodinator pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penurunan angka kemiskinan ekstrem pada tahun
2023 menjadi sebesar 0,52 persen atau 3.350 jiwa bila dibandingkan dari tahun
sebelumnya 2,94 persen atau 18.650 jiwao.

2 Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Aceh 2O2g - 2A26.
Sekretariat RAD KSB Provinsi Aceh, 20243 httPs: / /www.4g,ehprov.go.id/berita/katesori/pemerintahan/aneka-kemiskinan-
ekstrem-di-aceh-utara-diklaim-turun-ini-peni elasan -pj
bupati#:-:text*Sementarao/o20bilaTo20melihatTo2Okemba[To2Oaneka.olehyo20SatEasyo2op
3KE%20Kementerian%2OPMK.
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Tabel 5. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Aceh (ribu jiwa) , 2O2!-
2023

No. Wiiayah
2tJ2l 2022 J

Maret Maret Maret
oa Jiwa

Iribul
Yo Jiwa

{ribul
Yo Jiwa

frihul

a/o Jiwa
lribu)

e/o Jiwa
fribu)

o/a Jiwa
frib,u)I 1E,9E 18,25 1E,37 17,W

2 Accn SrrgEil
Aceh S€latsn

ZU,JO 25,48 19,1U 24,33
ceh u€latan 13, iE 12,43 30,'/rE

4 29,3t i2,83 28,42

6
03,o9
32,72

13,91
14,50

b2,t6
31,50

7 Barat 16,E1 39,E3 i7,93 38,46
I.+,05 60,26 I3,36 5E,18
19,59 u6,53 t4,79 E5,67

IO Bireuen 13,25 63,02 12,51 60,29
r09,49 r6,86 107,02

15,44 24,Ot)
Garo Lues r9,64 1E,61 18,87 19,u9

I3,3/+ r+0,03 l2,o I s8,25
15 Nagan l(aya 18,23 30,71 17,38 29,63
16 ]3,23 l2,63 12,51

t9, l6 28,69 IE.39 27,93
Jaya 19,55 31,79 IU,45 30,4I

19 7,6t 20,95 7,13 r9,90
20 15,32 5,33 14,66 5, t4
2L Langsa 10,96 19,78 10,62 19,41
22 11,i6 23,3E 10,84 23,U3
23 t7,65 14,,+6 I6,94 17,06

15,33 834,24 15,53 850,26 I4,64 E06,82 t7,75 E I8,47 14,45 806,75

Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi Aceh, Tahun 2023

Sejak tahun 2OL2, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara bergerak sangat
fluktuatif. Pemerintah selalu menargetkan ekonomi kabupaten terjadi ai a:tas 4 persEn,
namun pertumbuhan ekonomi kabupaten pernah terjun ke angka -11,59 perse; pada
tahun 2015, dari angka 1,59 persen pada tahun 2AL2. Angka ,ertumbuhan ini sangatjayh dari angkayang diprediksikan dalam renc€rna pembangunan kabupaten bahwa pJda
tahun 2015, ekonomi Kabupaten Aceh Utara ditargetkan tumbuh sebesar 5,3 peisen.
Ekonomi Kabupaten Aceh Utara sempat naik menjadi 4,77 persen pada tahun 201g,
kemudian tumn lagi menjadi -0,59 persen pada tatrun 2021, dan pada tahun 2022latu
naik lagi ke angka 4,63 persen. Selama periode 2Ol8-2O22, struktur perekonomian Aceh
Utara (berdasarkan klasifikasi 9 sektor), didominasi oleh 4 sektoi lapangan usatra,
diantaranya: Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa pertanian.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara menurut Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) 2010 selarna tahun 2OL7-2021 ber{luktuasi dengan rata-rata
pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional. Pada tatrun 2O2O, pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dari 3,48 menjadi 0,98 akibat
dampak dari pandemi Covid-19, tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Aceh
dan nasional. Pada tahun 2O2I kembali mengalami penumnan sebesar -O,SS akibat
penurunan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Ditinjau dari distribusi
persentase Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB),
strulrfur perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2}l7-202t masih did.ominasi oleL
lelftor primer (pertanian, kehutanafl dan perikanan) dengan kontribusi terendah sebesar
32,30 persen pada tahun 2O2L dan tertinggi 36,36 persen pada tahun 2O2O. .( Sumber :
Badan htsat Stafisfik Kabupaten Acehtltara Tahun 20221.

Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2S
memasukkan Kelapa Slwit sebagai salah satu komoditas andalan utama daerah pada sub
sektor perkebunan. Adapun 3 komoditas perkebunan andalan daerah lainnya, adalah:
kakao. kelapa dalam, dan pinang. Produksi perkebunan kelapa sawit ralgrat mengalami
peningkatan dari tahun 2Ol7 sebesar 204.113 ton menjadi 319. 181 ton pada tahun eOZ f .

F

$, mDer mDer

3

IJ,4I

15,26

t aflle Aceh
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Tabel,6. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh
Utara, 2OL7- 2O2L.

No. Tahun Kql,apa Sawit
Luas Lahan (ha) Produksi {ton) Produktivitas

1 2017 17.754 204.1 13 11,49
2 2018 18.185 205.269 1

3 2019 18.185 205.269 LL,29
4 2020 18.185 205.145 17,28
5 2021 18.185 319. 181 17,55

Rata-Rata 18.101 207.795 12,59

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara,2O2A

Ditinjau dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara, sektor pertanian
men3rurnbang kontribusi terbesar yaihr lebih dari 30 persen. Pada tahun 2O2A sektor
pertanian men5rumbang kontribusi tertinggi yaitu 36,36 persen rlamun kemudian pada
tahun 2O2L menu nn ke nilai terendah selama 5 tahun terakhir (32,30 -persen).

Tabel.T.Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usatra Pertanian
Ke-hutanan dan Perika.nan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OL7 - 2O2L

No. Uraian 20t7 20LA 20t9 2020 202L
1 PDRB ADHB Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (Milyar Rupiah)

5.947,64 6.34r,92 6.7L4,77 7.164,35 7.492,14

2 PDRB ADHK Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan da-re

Perikanan (Milyar Rupiah)

4.522,90 4.702,79 4.894,40 5.O46,48 5.054,11

3 Distribusi Persentase PDRB
ADHB Lapamgan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan {Persen}

34,2L 33,92 34,13 36,36 32,30

4 Lqiu Pertumbuhan PDRB
ADHK Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan (Persen)

5,24 3,98 4"O7 3,1 1 o,15

Srrmber : Badan Fusat Statistik Kabrrpaten Aceh Utara Tahrrn 2O22

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian khususnya perkebunan dan
peternakan yang telah dilaksanakan saat ini, secara umum masih banyak persoalan
mendasar yang hams dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat,
meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya
ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air serta terbatasnya akses
petani terhadap permodalan.

Pembangunan kelapa sawit yang berkelaqfutan menjadi pilar utama dalam pencapaian
Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan Perkebunan Kelapa
Sawit di Aceh Utara memiliki arti penting dan memberikan kontribusi signifikasfl bagl
pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan
tingkat kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.

Usaha perkebunan kelapa sawit rakyat tersebar di 23 kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Aceh Utara. 51% lahan kebun terletak di 4 kecamatan sqja, yaitu Kecamatarr
Cot Girek seluas 2597 ha (L4o/o dari total luas kebun), disusul Kecamatan Kuta Makmur
seluas 2388 ha (13 %) , Kec. Lhoksukon seluas 2229 ha atau 12 %l dan Kecamatan
Langkahan seluas 2.188 ha (12%). Namun dari segi jumlah keluarga pekebun, ternyata
2313 KK atau 22o/o nya adalah masyarakat dari Kec. Lhoksukon, 1.739 KK atau L7 o/o

nya berasal dari Kec. Tanah Jambo Aye yang terbanyak melakukan usaha perkebunan
kelapa sawit. 1.183 KK (11%) dari Kec. Banda Baro, dan 50% KK sisanya tersebar di 20
kecamatan lainnya. Nilai produktivitas tertinggi adalah perkebunan ralqyat dari Kuta
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Makmur, yaitu sebesar
Samudera.

17.500 kg/ha dam terendah produktivitas kebun ralryat dari

Tabel 8. Luas Lahan, produksi dan produlrtivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Aceh Utara per Kecamatan Tahun2}23

No. Kecarnatan
Luas Areal J rmlah

(Ha)
Produksi

(Ton)
Produlrtivitas

{Kg/Hal

Jumlah
Petarri
(KK)

Penyerapan
Tenaga Kerja
(org/Ha/Th)TBM TM TR

I Muara Batu

2 Sawang 102 730 l9 851 11.388 r5.600 768 1.702
3 Dewantara 50 50 47 100
4 Nisam 123 649 5 777 10.189 15.700 529 1,554
5 Nisam Antara 56 300 109 465 5.070 16.900 20 930
6 Banda Baro 25 7 32 64
7 Kuta Makmur 125 2.000 263 2.388 3s.000 17.500 1.183 4.776
8 Syamtalira Bayu 5 441 8 454 7.O12 15.900 330 908
I Geureudong Pase L02 800 50 952 12.432 15.540 52s 1.904
lo Samudera 18 18 252 14.OOO 36
11 Meurah Mulia 40 300 t2t 461 4.740 15.800 126 922
t2 Tanah Pasir
13 Lapang
t4 Tanah Luas 65 246 130 44L 4.059 16.500 325 882
15 Syamtalira Amn 2 2 4
L6 Matang Kuli L07 25L 358 t.766 16.500 322 7t6
t7 Pirak Timu 65 200 115 380 3.280 16.400 190 760
18 thoksukon 707 1.000 t.122 2.229 16.520 16.520 2.313 4.458
19 Baktiya 314 587 410 1.311 9.686 16.500 608 2.622
20 Seunuddon

2t Tanah Jambo Aye 70 l.tL7 442 1.629 18.431 16.500 1.739 3.258
22 Cot Girek 200 2.000 397 2.597 34.376 17.188 i95 5.194
23 Langlahan 700 1.468 20 2.188 24.222 16.500 479 4.376
24 Baktiya Barat 97 3 100 1.504 15.500 62 200
25 Paya Bakong 223 193 7 423 3.18s 16.500 s05 846
26 Nibong 15 25 2 42 375 15.OOO 36 84
27 Simpang Kramat t2l 224 65 410 3.763 16.800 229 820

Jumlah 2.508 12.511 3.539 18.558 207.248 t6.t67 10.531 37.i 16

No. Kecarrratan Jumlah Petani (KK) Luas Areal (Ha)

1 Nisam Antara L7 29,270A
2 Kuta Makrnur 156 280,0000
3 Cot Girek 20 LL,6227
4 Langkahan 85 7L,8709

Total 278 540,5636

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pekebun kelapa sawit adalah melalui
pemberian Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB merupakan bukti administrasi
legal dari usaha Pg$ebuqan yang dimiliki pekebun. STDB diberikan sebagai upaya
penguatan tata kelola perkebunan rakyat, dan sebagai bagrag dari pendatJas untut<
merrdukung statistik perkebunan; persyaratan PSR; persyaratan IS-pO; kelengkapan
mendapatkan bantuan APBN atau pendtrnaan lainnya; bahan penJrusunan irebijakir; dan
lgntngkatan daya saing perkebunan. Sejauh ini dari 10531 plte-tun, baru ZZb pekebun
di 4 kecamatan atau 3% dari jumlah pekebun sajayang telatr memiliki STDB (lihafTabel.Sl

Tabel. 9. Jumlah Petani Sawit/Pekebun yang telah mendapat Surat Tanda Daftar
Budidaya (STDB)

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, 2A24
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Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi hal penting ya*g hanrs diearika*
langkah-langkah strategis penanganannya. Melalui kegiatan p""ingk"t"" produktivitas,
maka keuntungan ekonomi dapat ditingkatkan dan kehirlanjutan kJlestarian Iingkqngan
dapat terus terjaga. Froduktivitas yang lebih tinggi d"p*t mengurangi kebutuf,an
lahan, mengurangi deforestasi, melestmikan biodiveisitas, dan *"igrrrorgi emisi dan
polutan. Peniagkatan produktivitas kelapa sawit juga mendukung industrialisa,si sawit
yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Produktivitas tanaman perkebunan ra}ryat belum mencapai hasil ya6g optimal bila
dibaadingkan dengan pencapaian oleh perusahaan perkebunan. Guna meningkatkan
produktivitas ini maka Dinas Perkebunart, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kahupaten
Aceh Utara perlu melakukan terobosan berupa Program dan Kegiatan yang iapat
meningkatkan produktlvitas tanaman perkebunan ra-Lyat diantar;y* p"*"lih"r*ro
tanaman dan pengembangan kornoditi tanar-nan rnelalui berbagai srrrnber prrrdanaag yang
ada. Salah satu yang telah dilakukan yaitu pendanaein peremqiaan dan pemeliharaan
kelapa sawit rakyat mulai Tahun 2A],9 s/d 2O21 telah nrencapai i S.Otg hektar.

Presiden Republik Indonesia melalui Instnrksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OIg tentang
Rencana Aksi Nasional Ferkebunan Kelapa Sawit tserkelanjutan Tahun ?Alg - Wt4 butir
kedua nomor 13a telah memberi mandat kepada pemerintatr daerah tingkat provinsi d,an
kabupaten pada 26 previnsi penghasil kelapa sawit diberikan rnandat untuk mer$rusun
Rencana Aksi Daeratr Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSBI dan memb'entuk
Tim Pelaksana Daerah (TFDI dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

Pelaksanaan Inpres tersebut selaras dengan beberapa item Tuju*n dan Strategi
Pembaaguaan daerah yarlg tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
A,ceh Utara 2C.23 - 2A26, yaitu:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertaniaE sfuar 4,ZOa/o (dari O,15% pada

tahun 2V22 menjadi 4,35a/o di tahun 2}26il metalui Peningkatan produksi dan
produktivitas hasil pertanian, Peningkatan nilai tambah produk pertarrian,
pengernbangan industry rarnah lingkungan dan Sertifikasi indekJ geografi* t ornoA;ti
spesifi k Aceh Utara, serta Fenyusunan regulasi pengembangan t<omoJitai yang berbasis
lahan berkelaqiutan;

b. Me*urunk€$ tingkat kerniskinarn melalui Meningkatal Pendapatan Masy€rakat dern
penLtrunan tingkat pe.algangguran terbttka;

c. Mening|<atkan kualitas lingkungan (air, udara, tutupan lahan, pengelolaan DAS dan
sempadan untuk pengend,alian banjir ctau perlindungan keanekaragarnan hayati),
terrnasuk mitigasi risike interaksi negatif satwa liar dengan manusia;

d. Me'ningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahao dan kesiapsiagaan
rnenghadapi bencana.

Dengan berpedornan pada Arnanah trnpres 6/2OL9 dan petunjuk teknis trai*nya, rnaka
disusunlah dokumen RAD KSB Kabupaten Aceh Utara Tairun daze-zoz6 ini.

1.2. !fiaEsridl, TuJiinn, dlt S*rEa
Fonytrsunarr RAD KSB Kabupatefi Aceh tltara ini dlmaksudkarr untttlr:
a. Mernberikan arah, pedoman b.a*i pemangku kepentingan unttik rneningkatkan

homitment, sineryi, koordinasi, dan homunikasi Criarn mencapai tujuan
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Ikhupaten Aceh Utara;

b. Menyediaken instrumen yang rnembantu untuk melaktrkan monitori*g dan
evaluasi dari kegiatan-kegiatan terk*it kelapa $a$dt berkelanjutan yarrg tetah
dilakukan di Kabupaten Aceh Utara.

Adapun Tltjuan yarlg ingn dicapai melalui Penyusunan RAD KSB Kabupaten Aceh
Uter'a ini adalatr;
a. Metaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Rencana Aksi Nasional

Perkebunarr Kelapa sawit tserketarliutan Tahun 2o19 - 2az4;
b. Meningkatkan pennbangtrnan perkebunan kelapa sawit berkelar,rjtrtm provinsi Aceh

yang lebih terarah dan tmintegritas dalam pelaksanaann)ra, serta mendapat
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dukungan para pemangku kepentingan;
c. Menjalankan Program strategis provinsi Aceh rahun zalg-zoz4;
d. Mewujudlcan Tujuan Strategis Pemhangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh

Utara.

Sasaran RAD KSB Kabupaten Aeeh Utara ?ahun 2az3r2}Z6 adalah menerapkan
program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini antara lain untuk:
a. Menjadi ac'tlan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui peningkatan

kapasitas dan kapabilitas pekehun, penyelesaian status dan legalisasi lahan,
pemanfaatan kelapa sawit sebagai er:ergi baru terbarukan dan peningkatan
diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit UertelanjuLn;

b. Meningkatkan perlindungan terhadap kawasen bernilai ekosistem penting
khususn5ra yang terdapat datam kawasan pengembangan pert<ebunan;

e. Mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan oara membakar melalui
koordinasi dan konsolidasi antar OFD;

d. Meningkatkan daya dukung lingkungan yang baik di sektor perkebunan sawit yang
rlaFrat mengurangi kerawanan bencanra, khsususnya banjir dan longsor;

e. Mempercepat proses penyelesai*, S"ebagai persoalan sosial ekonomi yang dihadapi
masyaralcat sekitar perkebunan kelapa sawit;

f. Mendukung komitmen penunrnan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan
mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalarn rencana pengembangan
pemba*gunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan;

g. Mendorong peningkatan nilai tarnbah ekonorni, pemanfaatan produk kelapa sawit,
dan limbah sawit yang berkontribusi pada peftgurangan emisi GRK dan menjaga
sumber air bersih di kawasan perkebunan.

1.3. Xl*sar Hukua
Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi acu€rn datarg
penJrusunan RAD KSB di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repr:blik Indonesia Tahun 1g4S;
2. Undang-Undang Nomor 5 ?ahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok

Agraria (Lcmharan Negara Republik [ndonesia Ta]run 1960 Nomor 1O4];
3' Undang-Undang Nomor I Telflun 19?0 tentang Ke$elarnatan Ke{a (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negar,a
Republik lndonesia Nomor 2g18h

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumkrdaya AIam
Hayati dan Ekosistemnya {Lembaran Negara Republik Indsnesia Ta}run IggO
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor S4I9I;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Ig92 tentang Kesehatan sehagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor t05, Tambahan
Lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 68S?);

6. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehut€rnan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3SS8] sebageimilla telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang penetapan
Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73};

7. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 ter,Itang Sistem Jar:rinan Sosiat Nasional
(Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2AA4 Nomor 150, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Norcor 11 Talrun 2006 tentang Penrerintahan Aceh (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 62, Tambahan Ler,nbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4683];

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AA7 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2007 Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47251 sebagaimana tetah diubatr dengan Undang-
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Undang Nsmor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturap pemerintatr
Penganti Undang-Undang l{omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia fafrun ZAZ} Nomor 4I,
Tarnbahan [,ernbaran Negara Republik Indonesia Nornor ffiEoh

10. Undang-Undang Nornor 32 ?ahun 20Og tetrtang Ferlindung"o **n Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lemharan Negara Republik lndonesia-Tahun zOOE Nomor
14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SoSg) seb+gaimana
telah diubah dergan Nomor 6 Tahun 2023 tenta*g Penetapan peraturur
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun zWZ tentang Cipta Kerja
Menjadi u-ndang-undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia tatrun zais
Nornor 4L, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856];

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintaharr Daerah
(temharan Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tarrbahan
Lembaran Negara Repr.lblik lndorresia Nornor 55S?] sebagairnar:a telah diubah
beberapa kali teral<hir dengan Undang-Undang Nsmsr 6 Tahun ZOZS tertang
Penetapan Peratrrran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2a22 tentang Cipta Kerja Ivlenjadi Undang-Undang ll,embaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nepuUlit
hedonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor $9 Tahun 2OL4 tentang Perkehunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia ?ahun 2OL4 Nomor 308, Tambahan Lernbaran Negara
Repubtrik Indonesia Nomor 5613) sebegaimana telah diubah dengan Unding-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan karaturan pemerintah
Pengganti Undarrg-undang Nomor 2 Tahun 2CI22 tentang Cipta Kerja Meajadi
Undang-Utdang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOZJ Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ss6h

13. Undang-Undang Nomor lO Tahun ?;024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A24 Nomor 1O8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 693O);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tatrun zAZt tentang Fenyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lenrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZAZL Nomor 32, Tambahan- Lembaran Neg;a Republik
Indonesia Nomor 653a);

15. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Terhun 2A2I tentemg penyelenggaraan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indone,sia Tahun ZOZI tqomoi SS i
Tambahan Lembaran Negara Repubtik h:donesia Nomor 6635h

16. Peraturan Pemerintah Norror 38 Tahun 2029 tentang Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik t*donesia Talrun ZOZA Nomor
1o1, Tambatran Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6gsa};

17' Peraturan Presiden Nornor L8 Tahun 2A2O tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Nasional ?atmn 2A2O*2A24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2O2O Nomor 1O|;

18. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2O2O tentang Sistem Serttfikasi perkebunan
Kelapa Sawit Berkelaqiutan Indone$ia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 75);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 18O, Tarzrbahan Lemharan Negara Republihlndonesia Nomer
18O);

20. Inshtrksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - ze24;

21. Instruksi Presiden Nomor L Tahun 2023 tentang Pengar.usutarnaan Pelestarian
Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan;

22. Peraturaa Menteri Pertanian Nomor l3l/Permentaf,/oT.1,4all2l2a]3 tentang
Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 15)

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifrkasi,
Kodefikasi, dart Nomenklatur Pereneanaan Pembangunan dan Keuangan Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor rc47l;
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24' Peraturan lvlenteri Pertanian Nernor 38 Tahun 2O2O tentang penyelenggara€El
serttfilesi krkebunan Kelapa sawit tserkelanjutan Indonesia;

25. Feraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun ZAZI
tentang Daftas Usatra dan/atau Kegiatan yang Wqiib Merniliki A*alisis Darnpak
Lingkungan Hidup, upaya Pengelolaan Ling!<ungan Hidup dan uGy"
Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Flidup (Berita Negara nipuUfif.
Indonesia Tahun 2021 Nomor ZGZI;

26- Peraturan Menteri Lingkung€n Flidup dan Kehutanan Nomor I Tahun Zg,9.I
tentang Tata Hutan dan Pen;rusunan Rencana Pengelolaan Hutan , Serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan produksi;

27. Keputusan Merrteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2O2A
tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Ferkebunan Kelapa
Sewit Berkelanjutan Tahun 2019 - ZOZ4;

28. Keputusan Menteri Dalam Nrgeri Nomor 90O.1.15.5-131? Tahun 2O2S teotang
Perubahan Atas Kepmendagri 050=5889 Tahun 2;fr21 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Erventarisasi Pemutakhiran Ktasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur
krencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525151331SJ tentang panduan
PenSrusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit tserkelagjutan;

3O. Qanun Aeeh Nomcr 9 Tahur't 2012 tentang Rencana Pembangqn*n Jangka
Panjang Aceh Tahun 2012-2Cr32 (Lembaran Aceh Tahun ZOLZ Nomor 9,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);

31. Qanun Aeeh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
Tahun 2013 - 2033 (l,ernbaran Aceh Tahun 2*t4 Nomor 1, ?ambahan Lembaran
Aceh Nomor 62);

32. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun A!fi tentang Perubahan .Atas eanun .Aceh Nomor
6 Tahun 2012 Tenta*g Perkebunan (Lembaran Aeeh Tahun ZOLZ Nomor 9,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9S);

33. Qanun Aceh Nornor 13 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aeeh (Lernbaran Aeeh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah de-ngan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun
2CI19 tentang Perubahan Atas Qarrun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Aeeh (Lembararr Aeeh Tahun ZAI1 Nomor
?1h

34. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2A2O tentang Perlindungan dan pemberdayaan
Fetani (Lembaran Aceh Tatrun 2AZI Nomor 1, Ta:nbahan kmbaran Aceh Nomor
123);

35. Peraturan Gubernur Irlomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Strategi dan Rencana Aksi
Penunrnan &nisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh
(Berita Daerah Aeeh Tahun 2Ol+ Nomor 2);

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 terrtang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh (Berita Daerah Aceh fahun 2016 Nomor
Zal;

37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang PoIa Kemitraan Dalam
Pengelolaan Linglmngen Hidup (tserita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor Sg);

38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan
Tanggung..Iawab Sosid dan Lingkungan Perusatraan di Aceh (Berita Daerah Aeeh
Tahun z}rc Nomor 69);

39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1O Tahun 2Al7 tentang penanganan Konflik
Tenuriatr dalarn Kawasan Hutan Aceh {Berita Daerah Aeeh Tatrtrn ZA\T Nornor 9};

4O. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Feta Jalan
Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh ?ahun 2A23-ZA4S Ferita
Daere& Aeeh Tahun 2A2+ Non*or 9);

41. Peraturan Gubernur Aeeh Nomor 17 Tahun 2Ci24 tentang Rencana Akei Daerah
Perkebunan Ketapa Sawit Berkelanjutan (Berita Daereh Aceh Tahun ZAZ4I;

42. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor TTatrun 2013 tentang RencanaTata Ruang
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (I"embaran Kabupaten Aeeh Utara
Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh utara Nornor 19gI;
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43' Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tatrun 2AL4 tentang Rencana
Pembangunan Janeka parjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OOS-2O2S
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun ZOt4 Nomor 9);

44. Qantln Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Talrtrn 20t24 tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar,an Daerah Kabupten
Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2|;

45. Peraturan Bupati Aeeh Utara Nomor 13 Tatrun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 202}-2A26 (Berita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OZZ Nomor 13|;

46. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2A24 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2Z);

47. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 5OO/271/2A2I tentang Pembentukan Tim
Pernbina Pernbangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2l;

48. Keputusan Bupati Aeeh Utara Nomor 525/58/2O24 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 525/563l2A23 tentang Pembentukan Tim
Pen5rusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Ketapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Aceh Utara.

1.4. PrlEBlp Penyu*uean RAD KSB Aceh Utara
Pen5rusunan RAD KSB Aceh Utara irri disusun dengan merujuk pada B prinsip utarna
sebagaima*a telah diatttr dalam buku Panduan Pen5msunan dan Penerapan Rencana
Aksi Daeratr krkebunan Kelapa Sawit, yaitu:
L. Integrasi

RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu
dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD/RPD dan Renstra OPD yang mernbidangi
sub sektor Perkebtlnan, OFD terkait dan rnulti pihak yang rnendukung
pembangunan dan pengernbangan kelapa sawit ber*elanjutan di Aceh Utara
(sekor stnrasta, LSMINGO, praktisi dan perguman ti'rgg}. RAD KSB Kabupaten
Aeetr Utara juga merr-rperhatikan/mengedepanka* aspek keistimewaan khusus
Aceh sesuai derrgan UU Nomor 11 Tahun 2OO6 terrtang Pernerintatran Aeeh.

2- Srnlcroniscsr
RAD KSB merupakan rencarla aksi di tingkat daeralr yang tersinkronisasi antara
satu bidang derrgan bidang lainnya terrnasuk pengaftrsutamaan gender.

3. Parhisrposr
RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan
mengikutsertaka* pertisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan
kelapa sawit berkelanjutan.

I-5. Tahapan Pcrr;ru*uren RAI! fSB Acch Utara
Secara umum proses pen)rusunan RAD KSB Aceh Utara rnengacu pada k€tentuan
Pedornan Pen5rusunan dan Penerapan RAD KSB, meliputi: pembentukan tim
penyusun, persiapan penyusunarl, perumusan rencana aksi, konsultasi/uji pub[ilL
dan penetap€rn rencana aksi.
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Inisiasi penJrusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara dilakukan sebagai respon daeratr
atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OL9 tentang Rencana Aksi Nasional
Perkebunarr Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2OLg - 2024 yarig mengamanahkan
kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit untuk menJrusun
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit di daerahnya masing-masing. proses
Pen5rusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten
Aceh Utara dimulai dengan kegiatan sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang RAD
KSB, dilartjutkan dengan diskusi dan rapat persiapan yang menghasilkan SK Bupati
Aceh Utara Nomor 525/863/2023 tentang Pembentukan Tim Pen5rusun RAD KSB Kab.
Aceh Utara tertanggal 29 September 2023. Pada tanggal 15 Januari 2024 Tim
Penyusun RAD KSB Aceh Utara melaksanakan Lakakarya Penyusunan RAD-KSB Aceh
Utara. Adapun rangkaian proses kegiatannya dapat digambarkan dalam diagram alur
seperti dibawatr ini:

Sosialisasi Peraturan
dan Kebijakan tentant

RAD KSB

Sosialisasi

5K Tim Penyusun

RAD KSB

+ Lokakarya
Penyempurnaan draft

Dokumen RAD KSB

Gambar 3. Alur Proses Pen]rusunan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara

Secara rinci, Tahapan Kegiatan Pen5rusunan dan Penetapan RAD KSB Kabupaten Aceh
Utara dapat diurai dengan kerangka waktu sebagai berikut:

Tabel 10. Tahapan Kegiatan Pen5rusunan dan Penetapan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara

tPenetapan RAD KSB

(Peraturan Bupati) BAD KSB

Finalisasi dan Layout
Dokumen RAD KSB

Penerapan RAD
Kab. Aceh Utara

2023-2026

Konsultasi draft RAD KSB

dengan Sekretariat RAN KSB

Review Akhir Tim
Penyusun atas draft
Dokumen RAD KSB

Konsultasi draft RAD
KSB dengan Sekretariat

RAD KSB Provinsi

Penulisan draft Dokumen
RAD KSB Aceh Utar6

FGD Tim Penyusun RAD
KSB: "Pelengkapan Data &

MAtriKS RAD KSB"

Diskusi & Rapat-rapat
Pra Penyusunan RAD

l(ab. Acrh Utara

Pembentukan dan Pengusulan
SK Tim Penyusun RAD KSB

Kab. Aceh Utara

Penetapan SK Bupati

Kab. Aceh Utara 2023-2024
Tim Penyusun RAD

Data.
Bahan Penulisan Dokumea

RAD KSB Aceh Utara

Kick Off Meeting: "Lokakarya
Multipihak untuk menyusun

RAD KsB Aceh Utara

1 Pembentukan fim Penlrusun RAD KSB Aceh Utara

2 FGD Persiapan Kick Off Penyusunm RAD KSB Aceh
Utara

3 Lokakarya Kick OffPenyusunan RAD KSB Aceh Utara

4 Pengumpulan Data

5

Minggu II Januari

Minggu II Januari

Minggu II Januari

Minggu II Jarr.- I
Feb.

MingguIII-IFeb. Ketua Pokja
+Sekretariat

Diskusi per Pokja (Konsolidasi Data + Pelengkapan
Matriks RAD KSB)

6 Penyusunan draft t Dolmmen RAD KSB (Narasi &
Matriks)

Minggu IV Jan - III
Feb.

Tim
Perumus

NO. KEGIATAN WAKTU {20/241 PIC
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7 Konsultasi dg Sekretariat RAD KSB Aceh

I Konsultasi dg Sekretariat RAN K$B

9 Revisi draft Dokumen RAD KSB

10 Konsultasi Publik

Minggu IV Feb.

Minggu II Maret

Minggu II - IV April

Minggu II Mei

Minggu II - IV Mei

Mei - J:uli 2O24

Tim
Pemmus

Tim
Perumus

Tim
Perumus

Ketua Tim
Penyusun

Ketua Tim
Penyusun

Biro Hulin:m

11 Finalisasi Dokumen RAD KSB

12 Penyusunan Perbup

- Perencanaan

- PenSrusunan draft Perbup

- Pembahasan draft Perbup Tingkat Kab

- Fasilitasi Konsultasi dg Biro Hukum Provinsi

- Persetujuan Penandatangan Perbup ke Mendagri

Secara substansi, hampir semua komponen yang tersedia dalam form RAD KSB (sesuai
aratran RAN KSB) merupakan kebutuhan bag' percepatan pembangunan KSB di Aceh
Utara. Program dan kegiatan yang dituangkan datam RAD KSB disusun dengan
berpedoman pada Renstra OPD dan dilengkapi dengan uraian progam-kegtatan yang telah
dieusun melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2I
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeratr. Pada beberapa
kegiatan pentingyang dicantumkan tanpa merujuk 2 (dua) ketentuan diatas, maka dibuat
kesepakatan program-kegiatan melalui usulan peserta diskusi forum multi pihak dan Tim
Pen5rusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Adapun detail program dan kegiatan
yang akan dilalrukan melalui RAD KSB Aceh Utara 2023-2026 dituangkan dalam tabel
matriks singkronisasi rencana aksi dan table matriks rencara aksi daerah sesuai dengan
petunjuk teknis pada Buku Pedoman Pen5rusunan dan Pelaksanaan RAD KSB dari
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.



-16-

PENYUSUNAN MAIRIffi PERUMUSAN RAD I(sB

A.

trtxi

s8ttfltPEffi EtDsm fll,20tsl KEpr Eil0AGRt 0r0.6tw2021

Gambar 4. PenSrusunan matriks perumusan RAD KSB menumt arahan Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri .
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BAB II
IIT?EGITASI PROCRAtr DAT TEGIA?AI{

Penyusunan RAD KSB berpegang pada prinsip integrasi. Program dan kegiatan dalam
RAD KSB Aceh Utara disusun mengacu pada RPD Ikbupaten Aceh Utara fatrun Za2g-
2026 dan Renstra OPD yeng rnembidangi perkebunan, Renstra OPD terk*it de,, mutrti
pihak yang mendukung perrrbanguTltdan pe.ngembangen kelapa sawit berlce*enjutan
di Aeeh Utara (sektor swasta, LSM/NGO, praktisi dan perguruan ting). RAD- KSB
Itabupaten Aceh Utara juga memperhatikan aspek keistimeivaan khusus Aceh sesrrai
dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pem,erintahan Aceh. Eleberapa program dar,r
kegiatan yang tidak tertuang dalarn dokurnen RENSTRA OPD narnun penting untuk
dimasukkan ke dalam RAD KSB diintrodusir dari prografir dan kegiatan yang ada pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9oo.1.tB.s-tgtZ Tihtm -zT2g 

ten-tang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-Sggg Tahun 202I
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisa.si Pemutaktriran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencenaan Pembangunen dan Keuangan Daerah
rnenjadi rqiukan utama.

Pembangunan perkebuaan kelapa sawit_berJcelanjutan merupakan salah satu upaya
ir*plernentasi dari meneapai Misi V dari RPD Kabupaten Aceh titara 2AZg- A0?6, y"li*
merrfokuskan peningkatan el*onomi atas dasar optlmatisasi potensi daerah, pu"ir"lt*r,
iklim investasi, panberdayaan gampoilg yang berorientasi pada pencapaian. T\rjuan
utarnayangingin dicapai adalah; l) menumbuhkembangkan ekonbmi kiralyatan irrrrsberbaeis pertanian tanaman pangarl, perkebunan, peternakan, perr'kanan 

-da;
kelautan, 2| menurnbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agroindustri,
dan 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yangmerata.

Secara umurr,l, RAD KSB Aceh Utara diarahkan untuk dapat mengatasi berbagai
perrnasalahan yarrg dihadapi, seperti :

1. Maeih kurang terampilnya petugas dan petani di bidang perkebunan dan
Peternakan. Petugas teknis yangdimaksud yaitu tennga telnris Inseminator Buatan
(IB|, tenaga teknis budidaya dan Peagendalian OPT dan tenaga teknis laboratorium
veteriner.

?. Terjadi fluktuasi harga komoditas perkebunan.
Akibat terjadinya fluktuasi haqga ksmoditas perkebunan, maka pekebun kurang
merawat tafiamannya.

3, Produlrtivitas tanarrran perkebunan rendah
4- Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah diakibatkan kurangnya

penaupukan, saraaa dan prasarane yang kurang memadai dan pencegahan h-ama
penyakit sehingga perlunya pemeliharaan.

Puryl*.terbagai dokunren rencana pembangunan strategis daeratr, Renstra opD dan
hasil diskusi Tim, Penyusun RAD KSB Aceli Utara, ma[a disusunlah prograrn dan
kegiatarr RAD KSB Aceh Utara 2A23-2A26 sebagaimana uraian dibawah ini- Uraian
rinci kegiatan dituangkan dalam bentuk matriks iinkronisasi dan matriks rencana aksi
padalamfiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

1.6. KonPorsa Feagu*t*a l)at*, Poaguetea lGoordlae*i dea lafra*tnrktur
Pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sangat
membutuhkan adanya ketersediaan data akurat, koordinasi para pu*rogiu
kepentingan secara baik dan_ didukung oleh ketersertiaan infLstmt<tur yInS
layak. Tim Penyursun RAD KSB Aceh Utara telah mengidentifikasi Issue str;egi;
terkait Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur sebagai bedt[t:
a. Minimnya ketersediaan data terkait perkebunan kelapa sawit, seperti data

petani/pekebun, luas lahan, kawasa.n potensial untuk pengembangan
komoditas kelapa sawit, data kawasan ekosistem penUng ti s.Llta.
perkebunan, data koridor satwa" data konflik satwa-manusia, kerawanan
bencara, data kebakaran lahan, ketenagarcerjaan dan lain-lain;

b. Belum ada system satu data terkait luaslahan, jumlatr produksi, produktivitas
dan sumbangan kelapa sawit bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan
penerimaan asli daerah;
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c. Regulasi berkaitan dengan pengelolaan sektor perkebunan dan hilirisasi belum
tersedia secara lengkap dan belum tersosiarisasi dengan baik;

d' Pembentukan produk hukum daerah yang behrm optimat sesuai ketentuan
perundaag undangan yang belakr;

e. Kepatuhan HUIrrun Bagi Pelakrr Usaha dalam Usaha Perkebunan Kelape $awit
masih lernah;

f. Koordinasi para pe'rnangku kepentinga:: belum terbangun dengan beik;
g. Minimnya Infrastrulcttr penunjang di sentral produksi Oan inAustri hilirisasi

bagi komoditas kelapa salrit;
h- Masih terbatasnya keterse4iaan jalan yang dapat menjamin aksesihitritas

produksi dan digtribu*i Perkebunan kelapa sawit;i. Minimnya sar&na prasarana pendukung kegiatan produksi, pe,ngolahan pasca
pa$en, distribusi dan pemasaran usatra perkebunan kelapa iawi1.

Adapun kondisi strategis yang akan disasar adalah:
a. Ketersediaan basis data (kuantitas dan kualitas) yang akurat dan tepat sscara

berkesinambungan terkait: luas lahan, produksi, 
*produktivitae, 

pekebun,
perkebunan, pabrik kelapa sawit, kebiiakan daerah, infrastrukur p.r,a*,51s
dan potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit;

b, Terbangunnya koordinasi yang kuat para pemangku kepentingan (OpD,
Perusahaan Perkebunan, LSII,I, Perguruan Tinggi aan para pihak terkait
lainnya) dalam mengimptementasikan berbagai iegulasi- berkaitan dengan
pengelolaan dan hilirisasi sektor perkebunan;

c. Meningkatnya Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usatra dalam Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif;

d. Ketersediaan- infrastruktur jalan dan prasarana pendukung penting lainnya
bagi peningkatan produlrtivitae dan pendapatan par; -pelaku 

uu*ha
perkebunan kelapa sal,rit.

Melalui RAD KSB tersebut maka disusunlah prograrn dar,r kegiatan yang
dikelor,rpo.kkan menjadi 7 (tujuh) langkah strategis, yaiiu:
1) Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk Dukrngan Tata Kelola

krkebunan yang L€bih Baik.
2| Pembinaan psly6lenggaraan Informasi Geospasial Tematik {IGT] futupan Kebqn

Kelapa Saurit
3) Peningkatan Sosialisasi Regulaei dan Kebijakan Terkait Usatra perkebunan

Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi Pekebun dan Pemangku Kepentingan l.ainnya
4) Peningkatan Sinergi antar Perangkat Daerah dalam Hub-ungan;lya dengfin

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
5) Pembentukan Tirn Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi-pihak KeInFa

Sawit Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten /Kota Pengfiasil Kelapa Sawit
6) Peningkatan Kepatuhan Ftrukum BaSi Pelaku Usaha dalaan Usatra perkebunan

Kelapa Sawit Secara Koordinatif
7) Pembangunal dan Peningkatan Jalan, Sarana dan Rrasarana lainnya untuk

Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Uraian program dan kegiatan turunan dari 7 lengkah strategis diatas adalah
eebagai berikut:

1'6'1. Pengu*t*a Dete Dcrar PerIeDuB&E Eclans Sqrdt urltuk DuLrugcE Tetc
Kelola Ferkebunrn yang lrebth Bstk.
Ketersediaan data yang akurat dqn berkualitas mertrpakan prasyarat penting
dalam prose: manajemen (perencailaan, petaksanaan, monitoring-evatuasiJ
dan pengamlil"" keputusan yang tepai dan efektif. Pengump-utan da;
pengelolaan data yang baik dan bisa diakses oleh semua pihak biperlukan
untuk menghindari inkonsistensi dan duplikasi data, sehinsga data tersebut
menjadi sumber informasi objektif bagi penggunanya. Selain itu, data yang
baik juga sedianya mernberi ruang aksesibilitas yang cukup Uagi iarapemangku kepentingan untuk dapat menggunakannya_

Sejauh ini, Kabupaten Aceh Utara belum memiliki data dan informasi yang
akurat dan terkonsolidasi terkait perkebunan kelapa sawit. Hal tersebul
dimungkinkan karena bel,um adanya wali data yang disepakati di tingkat
daerah, belum maksimalnya pelaksanaan petunjuk teknis merrg-nai
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1.5. 1. r.

1.6.1.2.

1.6.r.3.

No. P59gam Kesiatan
1 Penyediaan dan

Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pertanian

Pemutakhiran data base perkebunan
kelapa sawit dengan melakukan
pendataan pekebun di 23 kecamatan
lokasi perkebunan kelapa sawit
Identi{ikasi dan pendataan kelompok
yang disiapkan unhrk pendampingan

ISPO
Pengawasan Penggunaan Juklak dan
Juknis Pendataan Perkebunan Kelapa
Sawit di 23 kecamatan lokasi
perkeblipan kelapa sawit.

2 Survei,
Pengukuran dan
Pemeta,a.n

Suwei, Pengukuran
dan Pemetaan Tanah
lnstansi Pemerintah,
Swasta, dan
Masyarakat Gampons

dan Pengukuran Tanah Hak
Milik Masyarakat dan Pembuatan peta,
Lokasi Tanah Hak Milik masyarakat
gampong di kawasan pengembangan

3 Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Penyelengaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
untuk komoditas kelapa sawit
Membangun metadata persil kebun

4 Pangendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan

Pencegahan
Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan
pen)rusunan prolil emisi GRK pada
Pelaku Usaha Perkebunan

5 Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi
Fenanaman
Modal

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
yang Terintegrasi
pada tingkat
Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyqlian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berueaha
Terintegrasi Becara Elelctronik untuk
perkebunan kelapa sawit.

6 Pengelolaan
Aplikasi
Informatika

Fengelolaan E-
gornmmentdi
Lingkup Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan
Daerah untuk perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan

Pembuatan Aplikasi E-STDB

1,6.2. l-eayclenggareln Infornasl Gempashl Tematlk (ICTI Tutupan Kebun
Itulrpe Srstt
Ketersediaan data perkebunan perlu ditampilkan aecara spatial eehingga
akurasi data yang dihasilkan dapat lebih almrat dan berbasis *r"g.
fenyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun Kelapa
Sawit akan dilaksanakan melalui:

pengelolaan data kelapa sawit s€rta rnasih kurangnya sumber daya
pendukung, termasuk kapasitas teknis tenaga pengelola aatanya.

{drygn langkah strategis yang akan dilakukan guna Penguatan Data Dasar
Perkebunan Kelapa sawit untuk Dukungan Tala Keloli perkebuna.n yang
Lebih Baik adalatr:

Pelaksanaan Juklak dan Juknis Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit di
tingkat kabupaten;
Membangun data base perkehunan kelapa sawit Kahupaten Aceh Utara
melalui Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tutupan Kebun
Kelapa Sawit dan Aplikasi e-STDB;
Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan rokasi kebunnya, yffig
diperbaharui secara berkala.

Pelaksanaan aksi penguatan data dasar Perkebunan kelapa sawit untuk
mendukung tata Kelola Perkebunan yang lebih baik akan aitatutan melalui
10 sub kegiatan yang ada dalam 6 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

Sub Kesiatan



L6.2.1. Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagqi instansi
terkait perkebunan kelapa sawit

L.6.2.2. Menyusun pedoman atau norma, standar, prosedur dan laiteria INSpK)
pemetaan partisipatif

1.6.2.3. Melakukan pemetaan partisipatif bagi OpD terkait, perusahaan dan
masyaraket di lokasi Perkebunan.

Pelaksanaan aksi Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial rematik
(IGT) Tutupan Kebun Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 4 sub kegiatan yang
ada dalam 3 program kerja OPD terkait, sebagai berilort:
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No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Peny:luhan

Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian

Melakukan pelatihan fasilitator
pemetsan partisipatif bagi OPD
terkait, Pelaku Usaha, mitra dan
masyarakat di lokasi perkebunan
Melakukan pemetaan pat'ti sipatif di
lokasi perkebunan kelapa sawit
rakyat

2 Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Penyelenggaraan Statistjk
Sektoral di I in8krrp
Daerah Kabupaten/ Kota

Membangun metadata persil kebun

3 Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/ Kota

Pemutakhiran data potensi
investasi daerah pada Sistem PIR
(Potcnsi Investasi Rcgional)

No. Progrem Kegiatal Sub Kegiatan
I Penyuluhen

f+rt.anian
Pelaksanaan
Penl'uluhan Pert8nian

Sosialisasi Regulesi dan Kebijakan
Terkait Useha Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelaqjutan bagl Pekebun dan
Pemangku Kepentingan Lainnya

1'6.3. Peatngletan Soriellrarl Regulesi &ll Keblekaa TcrLrlt urehe psrkcbuagn
Kclape Serft BertcleaJutea begt Pckebun d.n Pcan'"ghu Kcpca$agta
lalnnya

Para pihak terkait perlu mendapat pengetahuan dan pema}aman yang cukup
tentang peraturan dan kebijakan tentang peraturan perundang-u:rdangan da:r
kebijakan tentang Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan sebagai p-domal
ke{anya. Langkah startegis yang akan dilakukan adalah:

1.6.3.1. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi
dan rencana sosialisasi

Pelaksanaan aksi Peningkatan sosialisasi Regulssi dan Kebijakan Terkait
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku
Kepentingal Lainnya akan dilakukan melalui L sub kegiatan yang ada dalam
Program Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut:

1.6.4. P-enlngtatan Ahergt sntir Pcranglat Deergh dtLrl tlubwryaaaya deagaa
Ulehe Perkebunrn trlehpe Sawlt
Permasalahan utama yang selalu muncul dalam eveluasi kegiatan
pembangunan adaleh lemahnya koordinasi para pemangku kepentingan.
Dalam setiap tahap manajerial, koordinasi selalu menyadi permasalallan
penting yang harus mampu dikelola dengan baik. Kesuksesan koordinasi akan
menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai
tujuan yang diharapkan. Melalui koordinasi yang baik antar para pihak
tcrsebut akan memudahkan dalam melaksanakan rencana aksi dairah tielapa
sawit yang sudah disusun, juga dapat meminimalisir terjadinya kesalatran dan
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konflik sehinega proses pencapaian tduan pengelolaan
berkelanjutan dapat berjala.n dengan efektif.

kelapa sawit

1.6.4.1. Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit
secara berkala

yang dilakukan

7.6.4,2. Sinkronisasi data darr informasi pada masing-masing kementerian / Lembaga

Pelaksanaan a-ksi Peningkatan Sinergi antar perangkat Daerah dalam
Hubungannya dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit akar dilakukan melalui
16 sub kegiatan yang ada dalam 9 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Sub tan
1 Koordinasi dan

Sinkronisasi
Perencalaan
Pembangunan
Daerah

Koordinasi
Perencalaan Bidang
Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya
AIam)

Koordinasi Tim Pelaksena
Daerah (TPD) Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan sebagai
Pusat Koordinasi Perkebunan
Kelqpa Sawit Aceh Utara

Koordinasi
Perencanaan Bidang
brfrastruktur dan
Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah B Infrastruktur

2 Pencegahan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/ Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan lklim

Pemulihan Pencemaran
dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim pade
Pelaku Usaha Perkebunan
Secara Periodik
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pel a ksa-naan Pencegahal
Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksenekan terhedap media
Tanah Air, Udara dan Laut
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penghentian Sumber
Pencemaran
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Rehabilitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Restorasi

Pengarusutamasn
Gender Dan
Pemberdayaan
Perempuan

Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi

4 Pengendalian Izin
Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha
Industri (lUD, Izin
Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan
Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
K4bulraten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pcngawasan terhadap Perizinan
Berusaha sektor perindustrian
yang menjadi kewenangan
Kabupaten/ Kota

Pembinaan dan
Pengawasan terhadap
Izin lingkungan dan
izin perlindungan
dan pcngclolaan

Pengelolaan,
Pembinaan dan
pengawasan terhadap
ussha dan /atau yang
kegiatan izin ligkungan
dan izin PPLH

Koordinasi dan singkronisasi
p€ngawasan

Pengendalian
Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan
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lingkungan hidup
(PPLH)

diterbitkan oleh
pemerintah daerah
kabupaten lkota,

6 Pengeadalian
PeLaksanaan
Penanaman Modal

Pengendatian
pelaksanaan
penanaman modal yang
menjadi kewenanganan
kabu.paten/kota

Koordinasi dan sinkronisasi
pernantaua$ pelaksanaan
penanaman modal

7 Pengeanbangan lklim
Penanaman ModaJ

Fasilitasi Rencana
Hilirisasi Investasi
Strategis di Wilayah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pen5rusunan Rencana.
Hilirisasi Investasi Strategis di
Wilayah Kabupatcn I Kot*

I Ferekonomian dan
Fernbangunan

Femantauan Kebijakan
Surnber Daya Alane

Koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan pertanian,
kehutanan, kelautan, perikanan
dan perkebunan

I Penatagunaan Tanah Penggrrnaan Tanah
yang Hamparannya
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi Pemetaan Zlona Nilai
Tanah Kewenangan
K.abupaten lKota

1.6.5. Pembentutan Tlm Pelaksana Daerah dalam Bentuk Fonrm Multi-Pthak
Kelapa Sawlt Bertelaqtutan di Kabupaten Aceh Utara

1.6.5.1.Membentuk Tim Pelaksana Daeratr (TPD) dalam bentuk forum multi-pihak
kelapa sawit berkelanjutan di fingkat Kabupaten (Kabupaten Aceh Utara)

Pelaksanaan aksi Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum
Multi-Pihak Kelapa Savrit B.erkelanjutan di Kabupatere Aceh Utara akan
dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana Pertanian , sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Sub Keeiatan
1 Program Penyediaan

dan Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Pengunaan
Sarana Pertanian

Pembentukan Tim Penyusun RAD
KSB Kabupaten
Penyusunan RAD KSB Aceh Utara
Pembentukan Tirn Pelaksana Daerah
(TPD) RAD KSB Kabupaten

I'6'6. Pembangunen dsn Pcnlngkaten Jalea, serte trnfrestnrktur lelnnya untuk
Mendukuag Peotngkatan Kualltas Usaha Perkebuner Kelapa Sesit.
Pembangunan infrastmktur merupakan salah satu aspek penting dan vital bagi
sektor perkebunan kelapa saudt. Adanya pemenuhan kebutuhan aksesibilitas,
terutaJrra ketersediaan jaringan jalan akan memudatrkan proses distribusi sarana
produksi dan pemasaran. Aksesibilitas yang baik akan mengurangi waktu dan
biaya trensportasi, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha
perkebunan. Permasalahan utama dalam hal infrastnrktur di perkebunan
kelapa sawit Aceh Utara adalah akses ketersediaan sarana transportasi (jalan)
untuk mengeluarkan hasil kebun masih kurang Untuk itu dalam RAD KSB ini
telah disusun program dan kegiatan stretaegis yang akan dilakukan, yaitu:

1.6.6.1.Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di wilayah
perkebunan kelapa sawit

l.6.6.2.Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan di
wilayah perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan aksi Pernbangunan dan Peningkatan Jalan, serta InfrastruIctur
lainnya untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usatra Perkebunan Kelapa
Sawit akan dilakukan melalui I sub kegiatan yang ada dalam 3 program kerja
OPD terkait, sebagai berikut:
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Penyelenggaraan

Jalan
Penyelenggaraan Jalan
KabupatenlKota

Rehabilitasi Jalan
Rekonstruksi Jalan / Peningkatan
Struktur
Femeliharaan Rutin Jalan

2 Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana
PertaniaJr

Pembangunan Prasarana
Pertanian

Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan Usaha ?ani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Embung Pertanian
Pembrrngurnan, Rehabilitasi dari
Pemeliharaan tsalai Pe.nyuluh di
Kecamatan
Penyediaan prtlsaxana pengolahan
hasil perkebunan

3 Penyediaan dan
Pengeurbangan
Sarana Pertanian

Pengawasan Penggunaan
Sarana Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukr,rng Pertanian Sesuai
Dengan Kornoditas. Teknologi dan
Spesifik Lokasi
Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Peningkatan Kualitas
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

L,6.7. Peningkaten
Perkobuaan,

Kepatuhan Hukum Begt Peleku Usehe d*tam Useha
Kelapa Sawit Secara Koordinatif

L.6.7 .1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan
kepatuhan hukurm

L.6.7.2.Meningkatkan jumlah dan kompetslsi Penyidik Pegarrai Negeri Sipil (ppNS)

Pelaksanaan aksi Peningkatan Kepatuhan Hukum Bagr Pelalm Usaha dalam
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif akan dilakukan melalui 8
sub kegiatan yang ada dalam 4 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:
No. Program Kesiatan Sub Kegiatan
I Peningkatan

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten lKota
dan Peraturan Bupati/Wali
Kota

Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Pengawasan Atas
KepatUhdn Terhadap
Felaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten /Kota

Pengembangan Kapasitas
dan Karier PPNS
Kerja Sarna Antar l,ernbaga
dan Kemitrasn dalagn
Pelaksanaan Penegakan
Peraturan Daerah

2 Pelayanan
Penanaman Modal

Pelayanan periZinan dari
non perizinan secara
terpadu satu pintu dibidang
penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah
kabupaten /kota

Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinau dan
Non Perizinan Per:anaman
Modal

3 Fembinaan dan
Pengawasan
terhadap izin
lingkungan dan izin
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
(PPLH)

Pengelolaan, Pembinaan dan
pengawasan terhadap
usaha dan/atau yg kegiatan
izin liglorngan dan izin PPLII
diterbitkan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota

Pengawasan usaha dan
atau kegiatn yg izin
lingkungan hidup, izin
PPLH yg diterbitkan oleh
pemerintah daerah
kabupaten/kota
Penerapan sangsi upaya
dan rencana PPLH

4 Penanganan
Pengaduan
Linglirngan Hidup

Penyelesaian Pengadtran
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
KabupatenlKota

Pembentukan dan
Peningkatan Kapasitas
Penyidik P.NS LHK Daerah
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1.7. Kompoae! Pcatagkatan Ihpaettas d*n Kapabilltas peLebun

Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh
Utara sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas
pekebun. Beberapa permasalahan penting yang perlu diupayakan
penyelesaiannya terkait kapasitas dan kapabilitas tersebut adalah:

a. Pergetahuan dan ketrampilan pekebun dalarrr-* hal Good Agrtattture Practices
(GAP) masih rendah, mencakup kemampuan: telo:is perem4iaan, pembenihan,
persiapan lahan, penanamarl, pemeliharaan (perawatanpemupukan,
penarlganan hama dan penyakit) dan pemanenan;

b. Pemberdayaafl pekebun untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun;
c. Fenggunaan tekrologi masih rendaLr;
d. Perryediaan sarana dan prasarana perkebunan;
e. Penggunaan teknologi;
f. Kapasitas sumberdaya manusia petani dalam pengunaan teknologi;
g. Banyak lahan pekebunan rakyat yang belum produktif;
h. Masih banyalcnya pekebun yang belum bergabung dalam kelompok tani;
i. Rendahnya kapasitas kelompok tani.

Target peningkatan produktivitas kelapa sawit menurut Renstra
Disbunnakkeswan 2023-2026 adalah rata-rata sebesar 1,5 ton/ha/tahun,
sehingga jika tahun 2022 produktivitasnya sebesar 11,60 ton/ha maka di akhir
tatrun 2026 produktivitas kelapa sawit Aceh Utara diharapkan akan mampu
mencapai L9,14 ton.ha/th.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pada
komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun ini adalah:
a. Pekebun memiliki pengetahuan dan ketrarnpilan tentang Pmktik Budidnya

gang Baik;
b. Pendeimpingan dan pemberdayaan pekebun untuk meningkatkan pendapatan;
c. Pekebun mampu menggunakan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha

perkebunannya;
d. Peningkatan jumlah pekebun yang bergabung dalam kelompok tani;
e. Kelornpok tani pekebun sawit rnemiliki kapasitas kelernbagaan yang kuat;
f. Dukungan sosial untuk peningkatan kesejahteraan keluarga pekebun;
g. Ketersediaan penyuluh perkebunan dan sarana prasaran pendukungrya.

Langkah strategis, program dan kegiatari yang akan dilakukan sebagai upaya
mengatasi permasalahan diatas, adalah:

1.7.1. Peningtatan Kapaaitas dan Ikpabllttae Pekebun dalam Penguuaan Beuih
Bercertiflkat

1.7.L.1. Melalnrkan Sosialisasi tentang Penggunaan Benih Bersertifikat bagi Pekebun
L.7 "L.2. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih

bersertilikat sampai lokasi tanam

Pelaksanaan aksi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam
Penggunaan Benih Bersertilikat akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang
ada dalam 2 program kerja OPD terkait, sebagai berikut:

ilo. Program Kegiatar Sub Kesietan
1 Penyuluhan

Pertanian
Pelaksnnaan
Penyuluhan
Pertanian

Penyelenggaraan penyuhrhan
tefltang peflgrrrraan benih
bersertifikat bagi pekebun

2 Perryediaan dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Penggunaan Sarana
Fertaflian

Pengawasan penyediaan dan
peredaran benih bersertifikat sampai
ke lokasi tanam
Perbanyakan Benih Bersertifikat
Perkebunan Berbentuk Anakan
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L.7.2. Peninglatan Kapasltaa den lkpabilites Pekebun Dalam Menerapkan
Praktik Budidnya Yang Beik (c,@d Agrtcultttrar praaficeslcApf
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian RI
menjelaskan bahwa GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem serti{ikasi
proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah
lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen arnan dikonsumsi,
kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usertratani memberikan keuntungan
ekonomi bagi petani.

Hasil penelitian Fachrudin et al., (212ll menunjukkan, penerapan GAP dalam
kegiatan pengelolaan kebun dan kegiatan panen tandan buah segar (TBS)
marnpu memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani
kelapa sawit. Selain itu, menurut Shofi et at. (2OL9), penerapan GAP dari segi
produsen merupakan suatu konsep yang menjamin kesejahteraan petani,
keluarga dan pekerjanya, sedangkan dari segi konsumen mendapatkan produk
yang berlimalitas dan bernilai gtzi yang arnan. Konsep GAP juga menjamin
kelestarian lingkungan hidup, sehingga mampu mewujudkan industri sawit
yang lestari dan berkelanjutan. Melalui Penerapan Sistem GAP pada usaha
perkebunan Kelapa Sawit Diharapkan dapat meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman kelapa sawit; meningkatkan mutu hasil tanaman kelapa
saurit; serta mendorong pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah
satu penghasil bahan bakLl industri. Pemerintalr melalui Kementerian Pertanian
Republik Indonesia telah mengatur pedoman budidaya kelapa sawit yang baik
melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013. Cakupan
kegiatan budidaya yang dimaksud meliputi lahan, benih, perneliharaan hingga
proses panen. (Naila Husnayain,2022. Adopsi Sistem GAP pada Industri Sawit
Indonesia,https:/ 1forbil.id/kebijakan/adopsi-sistem'eap-pada-industri-sawit-
indonesia I naila-husnavain / )

Dalam upaya peningkatan kapasitas pekebun egtr mampu Menerapkan Praktik
Budidaya Yang Baik rnaka akan dilakukarl kegiatan 2 langkah startegis, yaitu:

L,7.2.1. Menyusun Pedoman Teknis Pemantauan Dan Evaluasi Penerapan Hasil
Pelatihan GAP

1.7.2.2. Melaksanakan pelatihan GAP (termasuk penerapan grading dan tracing TBS)
di tingkat kabupaten/kota baik oleh pemerintah maupxn kemitraan para
pihak secara periodik.

Pelaksanaan aksi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Dalam
Menerapkan Pralftik Budidaya Yang Baik (Good Agrianltural Praetbes/GAP)
akan dilakukan metralui 3 sub kegiatan yang ada dalam Program Penyuluhan
Pertanian, sebagai berikut:
No. ProEram Kegratan Sub Kegiatan
I Penyuluhan

Pertanian
Pelaksanaan
Penyrrluhan
Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan tentang Praktik
Budidaya Yang Baik (Good Agricultural
Practices/GAP} bagi pekebun
Melakukan Pelatihan tentang Praktik
Budidaya Yang Baik (Good Agriculturai
Practices i GAn bagi Penyuluh
Perkebunan I Matri Kebun
Melakukan Pelatihan tentang Praktik
Budida}ra Yang Baik (Good Agricultural
Practices IGAP) bagi Lernbaga Pekebun

1.%3. Peclagketrn r&rss pendialaa pcrernqlean tanaana bl*t pe*ebun
1.7.3,1. Meningkatkan sosialisasi akses pendanaar,r dari perbankar,l/trernbaga

keuangan lainnya
1.7.3.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit ralryat
Pelaksernaan Peningkatan akses pendanaan peremajaan taflaman bagr
pekebun akan dilakukan melalui 3 sub kegjatan yang ada dalam Program
Fenylluhan Fertaniar,r pada Dinas Perkebunan, Peternakar,r dan Kesehatar,r
Hewan Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut:
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No. Program Kegiatan
1 Peay'uluhan

Pertanian
Pelaksanaan
Penyuluhan
Pertanian

Melakukan penyuluhan kepada pekebun
mengenai akses pendanaan dari perbankan
/lembaga keuangan lainnya untuk
kegiatan peremajaan tanaman kela

mendukung
pa sawit

Melakukan pelatihan bagi pekebr:n dalam
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit
rakyat
Pendampingan bagi kelembagaan pekebun di
Kecamatan sentra produksi kel,apa sawit dalam
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
rekomendasi teknis perem4iaan kelapa sawit

t

1.7.4. Pcrccpatra Psmbcnt-Lan d.r Pelguetan Kelembageen pekebua

1.7.4.7. Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun
1.7.4.2. Memperkuat kelembagaarr pekebun

Pelaksanaan aksi Percepatan Pembentukan dan penguatan Kelembagaan
Pekebun akan dilakukan melalui 9 sub kegiatan yang ada pada 6 program ferja
OPD terkait, sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Sub Ke tan
1 Penyuluhan

Pcrtanian
Pelaksanaan Penyuluhan
Pcrtanian

Mclaksanakan pendampingan
teknis Pembentukan Kelembagaan
Ekonomi Petani
Melakukan pendampingan
Pembentukan Badan Usaha Milik
Petani

Pelatihan dan Pendampingan untuk
Penguatan Manajemen Administrasi
Organisasi bagi Kelompok Pekebun

2 Penguatan
Badan Hukum
Koperasi

Pemberian pendampingan
dan penyuluhan pendirian
koperasi

Fasilitasi Pendampingan dan
Penyuluhan Pendirian Koperasi

J Pendidikan
dan Latihan
Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian bagi
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Melakukan pelatihan tentang
perkoperasian bagi pengurus
kelompok tani.

4 Pemberdayaan
dan
Perlindungan
Koperasi

Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
yang keanggotaannya
dalam daerah
kabupaten/ kota

Fasilitasi Akses Permodalan
Koperasi yang Keanggotaannya
Daerah Kabupaten/ Kota

5 Pengawasan
dan
Pemerikeaan
Koperasi

Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan
Pinjam/ Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanflya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kote

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan
dan Pengawesan Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/ Kota

6 Pemberdayaan
Usaha
Menengah,
Usaha Kecil,
Dan Usaha
Mikro (UMKM)

Pemberdayaan usaha
mikro yang dilakukan
melalui pendataan,
kemitraan, kemudahan
perizinan, penguatan
kelembagaan dan
koordinasi dengan para
pemangku kepentjngan

Pelatihan pengembangan usaha
mikro dan kewirau sahaan bagi
pengurus kelompok pekebun

Pembinaar dan pendampingan
terhadap usaha mikro kelompok
pekebun

Sub Keeiatan



1.7.5.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang
perkebunan, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan
perusahean secara berkala

1.7.5.2. Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyu.luh
pertanian bidang perkebunan, meliputi: Aparatur Sipil Negaa (ASN), swadaya
masyarakat, dan perusahaan

1.7.5.3. Melakukan penguatan peran Balai Penyrluh pertanian (Bpp) sebagai salah
satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan aksi Peningkatan Penyu.luhan pertardan di Kawasan Sentra
Produksi Kelapa Sawit at<an dilakukan mclalui 6 sub kegiatan yang ada dalam
2 progrett ke{a Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Aceh Utara, sebogai berikut:
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1.7.5. PcntngEatan Pcryuluhan Pcrtatrian dl Kassean Bcntra produket Kelapa
Sarlt

No. Program Kegiatan Sub tan
I Pcnyuluhan

Pertanian
Pelaksanaan
Penyuluhan
Pertanian

Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas
Penyuluh Pertanian lMantri Kebunl
Pcningkatan Kapasitas Kelembagaa'r
Penyuluhan Pertanian di Kecarnatan dan Desa
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana penyuluhaa pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah
Lapang kelompok tani tingkat kabupaten/ kota
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
di Tingkat Kabupaten/ Kota

2 Penyediaan dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Penggunaan
Sarana
Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Balai Peny'uluhan Pertanian (BPP)

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian BPP

No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
I Perlindungan

dan Jaminan
Sosial

Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Kabupatcn/ Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga

Perlindungan sosial bagi
pekerja perkebunan sawit
yang belum terdeJter
sebagai peserta program
jaminan sosial

Mendorong Pelaku Usaha
perkebunan untuk memberiken
BPJS Ketenagaked aan bagi
pekerjanya yang belum terdaftar
sebagai peserta program jaminan
sosial

a Pcngelolaan
Pendidikan

Penycdiaan Pendidikan
layanan khusus bagi
keluarga petani sawit,
buruh perkebunan kelapa
sa\rit dari buruh pabrik
kelapa sawit

Penyediaan beasiswa bogr peserta
didik dari keh:arga petani sawit,
buruh perkebunan kelapa sawit
dan buruh pabrik kelapa saurit
pada Pendidikan Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Keiuruan

1.7.6. Pengueter KorcJehtcra.n den Kualltas Sumber Daya Meauaia Keluarga
Pctanl Sevlt, Buruh Perkebuarn Kelepe Sartt den Buruh pabrlk Kelapa
Sartt

t.7.6.L. Pemberian beasiswa, bantuan social dan dukungan pendidikan bagi keluarga
petani sawit Buruh Perkebunan Kelapa Sawit dan Buruh pabrik Kelapa Sarvit

Pelaksansan aksi Penguatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Keluarga Petani Sawit, Buruh Perkebunan Kelapa Sawit dan Buruh pabrik
Kelapa Sawit akan dilakukal melalui 4 sub kegiatan yang ada dalam 2 program
ke{a OPD terkait, sebagai berikut:



1.8. Peagelolaen dea Pemratauaa Lfagkuaga.a

Prinsip pembangunan berkelanjutan menempatkan keselarasan antara fungsi
ekonomi dan ekologis sebagai syarat dasar keberhasilan dari berbagai kegiatan
dan program yang dilakukan. Indikator utamanya adalah adanya peningkatan
pendapatan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungar hidup dan
mampu menurunkan indeks risiko bencana yang diakibatkan dari aktivitas
pembangunan tersebut. Hasil identifikasi tim penyu.sun RAD KSB Aceh Utara
menyimpulkan setidalnya ada 8 (delapan) permasalahan utama terkait Issue
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selrtor perkebunan kelapa sawit di Aceh
Utara, yaitu:

a. Para pelaku usa_ha perkebunan (perusahaan dan pekebun swadaya) belum
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;

b, Perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
c. Deforestasi akibat alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan;
d. Penanggulangan interaksi negatif manusia dengan satwa liar (gajah) di

kawasan perkebunan;
e. Pencemaralr air dan udara kareaa aktivitas usaha perkebunan dan pabrik

kelapa sawit;
f. Penanggulangan benca[a (banjA, longsor] sebagai dampa] kegiatan usaha

perkebunan kelapa sawit;
g. Perlindungan kawasan sepadan sungai dan daerah tangkapan air di kawasan

perkebunan kelapa sawit;
h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan.

F"gk"h startegis, program dan kegiatan yang aka-n dilakukan dalam pengelolaan
dan pemantauan lingkungan di sub sektor perkebunan kelapa sawit Aceh Utara
periode 2023-2026 adalah:

1.t.1. Pe'rl-gttatea upaya konren e.l keaaetaregenan hayefl daa lanrkap
Darlcbuna!

1.8.1,1. Menyusun Regulasi Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan
pSgT* teknis pemantauan pelalsanaan Areal Bemilai Konservasi Tinggi
(A8ln)

1.8.L.2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal
perkebunan secara berkelanjutan

1.8.1.3. Melakukan Sosialisasi Kawasan bernitai penting bagi konservasi
keanekaragaman hayati

1.8.1.4. Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan bemilaj penting bsgl konservasi keaneka ragaman hayati

1.8.1.5. Meningkatkan peran serta pelaku usaha pcrkebunan kelapa sawit dalam
rehabilitasi Daeratr Aliran Sungai (DAS)

Pelaksanaan al<si Peningkatan upaya konservasi kcanekaragaman hayati dan
lanskap perkebunan akan dilakukan melalui 9 sub kegiatan yang ada dalam 5
program ke{a OPD terkait, sebagai berikut:
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Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Pendidikan Melalui
Kemitraan dengan Dunia
Usaha di Kabupaten / Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pendidikan Melalui Kemitraan
dengan Dunia Usaha

No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
I Pcngelolaan

Keanekaragaman
Hayati (KEHATI)

Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
Kabupaten/ Kota

Peny:sunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati di areal
perkebunan kelapa sawit
Penilaian dan Evaluasi terhadap
Pen gelolaan Keanekaragaman
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Hayati di areal perkebunan kelapa
sawit tingkat kabupaten
Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM dalam
Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati
Sosialisasi dan penyebarluasan
informasi tentang Kawasan
bernilai penting bagi konservasi
ke4qqkaragaman hayati

2 Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

Koordinasi dan
kolaborasi upaya
rehabilitasi daerah
aliran sungai

Pengawasan Daerah Aliran
daiam kawasan usaha

Sungai

perkebunan

3 Penanggulangan
Bencana

Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Penguatan Kapasitas Kawasan
untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana

Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan
Bencana

Kerja Sama antar l.embaga dan
Kemitraan dalam Penanggulangan
Pelqana Kabupaten/ Kota

4 Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan Dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kab.upaten/Kota

Penyelenggaraan Penyuluhan dan
Kampanye Lingkungan Hidup

5 Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat Hukum
Adat (MHA),
Kearifan lokal dan
Hak MHA Yang
Terkait Dengan
PPLH

Peningkatan Kapasitas
MHA dan Kearifan
Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH

Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendampingan dan Penguatan
Kelembagaan MHA, Kearifan
Lokal, Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA terkait dengan
PPLH

1.8.2. Peletsanaan pcnccgehan kebataran lrebun dan lahan
1.8.2.1. Memberikan dukungan sarana prasararla untuk pekebun dalam

penerapErn Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
L.8.2.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewqiiban setiap

perusahaan perkebunan untuk pengendaliqn kebakaran lahan dan kebun
1.8.2.3. Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak

di sekitar perkebunan kelapa sa\uit untuk mencegah kebakaran lahan dan
kebun

Pelaksanaan aksi pencegahan kebakaran kebun dan lahan akan dilakukan
melalui 1O sub kegiatan yang ada dalam 4 program kerja OPD terkait, sebagai
berikut:
No. Program Kegiatan Sub Kegiatan

1 Program
Pengendalian dan
Penanggulangsn
Bencana Pertanian

Pengendalian dan
Penanggulangan
Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

Melaksanakan sosialisasi tentang
Kebakaran Lahan pada kegiatan
pembukaan lahan perkebunan
kelapa sarri4!

2 Program Penyediaan
dan Pengembangan
Prasarana Pertanian

Pembangunan
Prasarana Pertanian

Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
Pertanian untuk pekebun dalam
penerapan Pembukaan lahan
Tanp4 Bakar (PLTB)

3 Program Penyediaan
dan Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian untuk
pekebun dalam penerapan
Pembukaan lahan Tanpa Bakar
(PLTB
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Pendampingan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian

4 Program
Penccgahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyel,amatan Non
I(cbakaran

Pcncegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten / Kota

Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pcnccgahan,
Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri

Inspeksi Peralatan
Proteksi Kebakararr

Pendataan Sarana Prasarana
koteksi Kebakaran setiap Pelaku
Usaha perkcbunan untuk
pengendalian kebakar:an lahan
dan kebun
Penilaian Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran setiap Pelaku
Usaha pcrkebunan untuk
pcngendalian kebakaran lahan
dan kebun

Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan
Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan da.rr Penanggulangan
Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/ Relawan Pemadam
Kebakaran melalui Penyediaan
Sarana dan Prasarana

No Program Kegiatan Sub Keeiatan
I Percncanaan

Lingkungan Hidup
Rencana Pedindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLHI
Kabupeten/ Kota

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
Kebupatcn/ Kota
Pelaksenaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup
terhadap Media Tanah, Air, Udara
dan Laut
Pelaksanaan pemantauan kualitas
Lingkungan Hidup terhadap
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Penanggulangan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Kabupaten/ Kota

Pembcrian Informasi, Peringatan
Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat
Pengisolasian Pencemaran
dan/ atau Kerusakan Lingkungan
Hid
Penghcntian Pencemaran
dan/ atau Kerusakaa Lingkungan
Hidup

Pembentukan dan Pembinaan
Relawan Pemadam Kebakaran

1.8.3. Pclunuaa Enlrt oar Rumsh Kaca (aRg .ec.ra llntas rcktor dl kebua daa
lrhrtr

1.8.3. I . Melakukan lnventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perusahaan
Perkebunan Secara Periodik

1.8.3.2. Menyusun Rencana Aksi Mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di
perkebunan kelapa sawit

1.8.3.3. Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK
di perkebunan sawit

Pelaksanaan aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas selctor
di kebun dan lahan akan dilakukan melalui 14 sub kegiatan yarg ada dalam 6
program ke{a OPD terkait, sebagai berikut:
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2 Pengendalian Bahan
Berbahaya Dan
Beracun (El3) dan
Limbah Bahan
Berbahaya Dan
Beracun (Limbah
B3

Penyimpanan
Sementara Limbah 83

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Izin Penyimpanan Sementara
Limbah 83 Dilaksanakan melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi dan
Teknis Penyimpanan Sementara
Limbah 83

3 Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup

Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat
di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten lKota,

Pengelolaan Pengaduan
Permasalahan Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
tingkat Kabupaten/ Kota
Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup yang ditangani yang
menjadi kewenangan

kota
4 Pengendalian dan

Penanggulangan
Bencana Pertanian

Pengendalian dan
Penanggulangan
Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan.
Penanganan Dampak Perubahan
Iklim (DPI) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan

5 Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan Dan
PenSruluhan

Hidup
Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Pen5ruluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten /Kata

Penyelenggaraan Penyuluhan dan
Kampanye Lingkungan Hidup

6 Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat Hukum
Adat (MHA),
Kearifan tokal dan
Hak MHA Yang
Terkait Dengan
PPLH

Peningkatan Kapasitas
MHA dan Kearifan
Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH

Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendampingan dan Penguatan
Kelembagaan MHA, Kearifan
Lokal, Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA terkait dengan
PPLH



1.8.4. Pcnguturan, Pclaporan, dan Verifllasl l ea.sutcmenl Repordag, and.
Yer{FccltonlMRV} Potonsl Penuruaaa Eml:t cRI( dl perkebunan -Kelapa

Sawit

1.8.4.1. Melaksanaka-n MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa
sawit

1.8.4.2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penurunan emisi
GRK

Pelaksanaan aksi Pengukuran, Pelaporan, dan Verifika si (Measurement,
Reporting, and Verification/ MRV) Potensi penurunan Emisi GRK di perkebunan
Kelapa Sawit akalr dilakukan melalui 2 sub kegiatan yang ada dalam I program
kerja OPD terkait, sebagai berikut:

aa

No. Program Kegiatan Sub tan
1 Pengendalian

Pencematan
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan

Pencegahan Pencemaren
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten / Kota

Pelaksanaan sosialisasi,
pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan potensi penurunan
emisi GRK di perkebunan kelapa
sawit

Penanggulangan
Pcncemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidlrp Kabupaten/ Kota

Pemberian Informasi, Peringatan
Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

No. Program Kegiatan
1 Program

Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana
Pcrtanian

Pengembangan
Prasarana Pertanian

Penyusunan Action Plan
Pengembangan Prasarana, Sarana,
Kawasan Pertanian
Pengendalian dan Pemanfaatan
Prasalana Pascapanen Perkebunan
Peningkatan pascapanen dan
pengolahan hasil perkebunan
Penge ndalian dan Pemanfeatan
Prasarana Pengolahan Hasil
Perkebunan

Program
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Pengembangan Inovasi
dan Teknologi

Program
Penyuluhan
Pertanian

Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian

1.8.5. Pomrdertra urnbah Lelepe aerlt urtulr podngl.trn rutrl dlol ekoronl
1.8'5.1. Melaksanakan kajian studi kelaya-kan tentang pemanfaatan limbah padat

dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan
Pelaksanaa.n aksi Pengukuran, pelaporan, dan Verifika si (Measurcment,
Reporting, and verification/MRv) potensi penurunan Emisi GRK di perkebunan
Kelapa Sawit akan dilakukan melalui 7 sub kegiatan yang ada dalam 3
protram ke{a OPD terkait, sebagai berikut:

Sub Kesiatan

2 Penelitian dan Pengembangan
Pertaflian, Perkebunan dan pangan

Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang Telcrologi
dan Inovasi
Diseminasi Iniormasi Teknis, Sosial,
Ekonomi dan Inovasi Pertanian
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1.9. Tata Kelola Pertrebunan ,lan pgjangatran Sengketa

Pencapaian target pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
mensyaratkan adanya tata kelola perkebunan yang baik sekaligus mampu
menangani berbagai sengketa yang te{adi di lokasi usaha perkebunan kelapa
sawit. Setidaknya terdapat 6 permasalahan pentingyang perlu dicarikan langkah
penanganannya melalui RAD KSB ini, yaitu:
a. Legalitas kepemilikan lahan pekebun;
b. Peningkatan dukungan pekebun untuk mendapatkan STDB;
c. sengketa kepemilikan lahan petani dengan perusahaan pemegang HGU;
d. Banyaknya tumpang tindih lahan untuk perkebunan;
e. Sengketa batas latran kebun dengan kawasan hutan;
f. Persentase jumlah pekerja kebun lebih banyak dari pada pemilik kebun;
Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah:
a. Kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagr pekebun;
b. Pendampingan bagi pekebun untuk mendapatkan STDB;
c. Penanganan sengketa kepemilikan lahan pekebun swadaya dengan

perusahaan pemegang HGU;
d. Penanganan sengketa batas latran kebun dengan kawasan hutan;
e. Kesehatan dan Keselamatan Keda (K3) pekeda di sektor perkebunan kelapa

sawit.

Upaya strategis yang akan dilalmkan melalui RAD KSB Kabupaten Aceh Utara
untuk perbaikan tata kelola perkebunan dan penang.man sengketa akan
dilakukan melalui:

1.9.1. Percepatan reallsasi kewajiban penreahaan dalam memfasilitasi
pembangunaa kebun kelapa eawit berkelanJutan bagi masyarakat
Pelaksanaan aksi Percepatan realisasi kewqjiban perusahaan dalam
memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagl masyarakat
akan dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja OPD
terkait, sebagai berikut:

No. Prorram Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program Perizinan

Usaha Pertanian
Penerbitan Izin Usaha
Pertanian yang Kegiatan
Usahanya dalam Daerah
Kabupaten

Penilaian Kelayakan dan
Pemberian Pertimbangan
Teknis Izin Usaha Pertanian

Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Izin Usaha
Pertanian

2 Program
Pengendalian Izin
Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Industri
[UKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten /Kota
Berbasis Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINAS)

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)yang
Terintegrasi dengan Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik Berbasis Sistem
lnformasi Industri Nasional
{SIINAS)
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1.9.2. Mclatukan pcnanganan scngketa tahan perkcbuaan kelapa sawit di
I(asasan APL

L.9.2.1. Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan
pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di
kawasan area penggunaan lain

L-9.2.2. Melakukan penanganan sengketa lahan melarui mediasi
1.9.2.3. Melakukan pendampingan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Pelaksanaan aksi Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di
Kawasan APL akan dilakukan melalui 11 sub kegiatan yang ada dalam S
program keg'a OPD terkait, sebagai berikut:

No. Prosram Kegratan Sub Kegiatan
1 lPenanganan Konflik,

lsengketa dan
lPerkara Pertanatran

Fasilitasi
Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan

Bimbingan Teknis dan
Pelatihan Mediasi Konflik
Pertanahan
Melakukan Pelayanan
Bantuan Hukum Perkara
Pertanahan

Penyelesaian tanah
adat dalam kawasarr
hutan dan bekas
tanah hak pada 1

(satu) daerah
kabupaten /kota

Inventarisasi masalah tanatr
adat dalam kawasan hutan
dan bekas tanah hak dalam
1 (satu) daerah
kabupaten /kota
Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian masalah tanah
adat dalam kawasan hutan
dan bekas tanah hak dalam
1 (satu) daerah
kabupate4l]<ota

2 Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan

Penyelesaiarr
Sengketa Tanah
Garapan dalam
Daeratr
Kabupaten/Kota

Mediasi Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan
dalam I (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian sengketa
Subyek Hak Potensi TORA di
Kabupaten/Kota

3 Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat Hukum
Adat (MHA),
Kearifan tokal dan
Hak MHA yang
terkait dengan PPLH

Pengatrnran MHA,
Kearifan Lokal,
Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH

Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak
Kearifan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA terkait

4 Penyelesaian Ganti
Kerugian dan
Santunan Tanatr
Untuk
Pembangunan

Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Santunan Tanatr
untuk Pembangunan
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa dan
Konflik Pertanahan Potensi
TORA dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota

Inventarisasi Sengketa,
Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Lahan
Perkebunan Sawit di
Kawasan Area Penggunaan
Lain
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5 Penyediaan dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pertanian

Pendampingan Pengu.sulan
Penerbita-n Surat Tanda
Daftar Budidaya (STDB) di
23 Kecamatan Penghasil
Sawit
Pendampingan Penggunaan
Surat Tanda Daftar
Budidaya (STDB) sebagai
Sarana Pendukung dalam
proses mediasi penyelesaian
Sengketa Lahan
Perkebunan Kelapa Sa$.it di
Kawasan APL

1.9.3' Pcnyelc.al8r !t tur lahan kelapa saslt yant tcrluditart dahm Kawasan
hutea.

r.9.3.1. Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi
dalam kawasan hutan

1.9.3.2. Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin
pemanfaatan hutan tanaman

1.9.3.3. Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang
terindikasi dalam kawasan hutan

Pelaksanaan aksi Penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam
Kawasan hutan akan dilakukan melalui 1O sub kegiatan yang ada dalam 5
program ke{a OPD terkait, sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Sub tan
I Program Penyelesaian

Sengketa Tanah
Garapan

Penyele saian Sengketa
Tanah
Garapan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Inventarisasi Sengketa,
Konflik, dan Perkara
Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Mediasi Penyelesaian
Sengketa Tanah Garaparr
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2 Program Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat Hukum
Adat (MHA), Kearifan
tokal Dan Hak MHA
Yang Terkait Dengan
PPLH

Pengakuan MHA, Kearifan
Lokel, Pengetahuan
Tradisional dan Hak
MHA yang terkait dengan
PPLH

Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak
Kearifan Irkal atau
Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA terkait
d PPLH

3 Program Penanganan
Konflik, Sengketa Dan
Perkara Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian
Konflik- Konflik
Pertanahan

Inventarisasi dan
Penyelesaian Sengketa,
Konflik, dan Perkara
Pertanahan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Program Penetapan
Tanah Ulayat

Penyelesaian sengketa
tanah ulayat Masyarakat
Hukum Adat dalam I
(satu) daerah
kabupaten / kota

Inventarisasi sengketa tanah
ulayat Masyafakat Hukum
Adat dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota
Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian sengketa tanah
ulayat Masyarakat Hukum
Adat dalam l(satu) daerah
kabupaten/kota

Penetapan Tanah Ulayat
yang Lokasinya dalam
Daerah I(abupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Survei dan Pemetaan Batas
Taaah Ulayat dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota

4



1.9.4. Logaffrarl lrhea herll penyelelai,an atetut perkebuanl yaas todldflroal
delen l(ewerea hutaa dan penyeleaalan eengketr lahaa.

1.9.4.1. Melakukan legalisasi kebun dalam ralgka reformasi agraria sebagai tindak
lanjut penyelesaian status perkebunal yang terindikesi dalam kawasan
hutan

Pelaksanaan aksi Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang
terindikasi dalam Kawasarr hutan dan penyelesaian sengketa lahan akan
dilakukan melalui 6 sub kegiatan pada 3 program keq'a OpD terkait, sebagai
berikut:
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan
1 Program

Pemerintahan dan
Kcscjahteraan
Rakyat

Fasilitasi dan
Koordinasi Hukum

Fasilitasi dan Koordinasi
Penyusunan Produk Hukum
Daerah sebagai upaya legalisasi
status lahan hasil penyelesaian
sengketa lahan dalam rangka
reformasi agraria

2 Program
Penanganan
Konflik, Sengketa
dan Perkara
Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian
KonIIik- Konllik
Pertanahan

Penyelesaian sengketa Subyek
Hak Potensi TORA dalam 1 (satu)
Daerah l(abupaten/ Kota
Penyelesaian Sengketa dan Konflik
Pertanahan dalam I (satu) daerah
Kabupaten/ Kota

Program Penetapan
Tanah Ulayat

Penetapan Tanah
Ulayat yang lokasinya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

No. Program Kegiatan Sub Kegiatan
I Penempatan

Tenaga Keda
Pelayanan antar Kerja di
Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberian penghargaan kepada
perusahaan yang mempekerj akan
tenaga keda penyandang disabilitas

) Hubungan
Industrial

Pencegahan dan
penyelesaian pcrselisihan
hubungan industrial,
mogok kerja dan
penutupan Pelaku Usaha
di daerah
kabupaten / kota

Penyclesaian perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja dan
penutupan Pelaku Usaha Perkebunan
kelapa sawit dan atau pabrik kelapa
sawit yang berakibat / berdampak
pada kepentingan di I (satu) daerah
kabupaten
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Keda, dan
Penutupan Pelaku Usaha yang
berakibat /berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

1.9.5. Pelelraaaa[ revlaw rogulast ketenagaterJaaa dan dlsemlnasl tertait
pengavasatr atas pelatsanaan slatem KS dan Jamsostek

1.9.5.1. Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada
perkebunan kelapa sawit

1.9.5.2. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regurasi kepada perusahaan dan
pekebun kelapa sawit, melputi: penyampaian dan penanganan
permasalahakn K3 serta jaminan sosial ketenagakerjaan

1.9.5.3. Pengawasan pelaksanan regulasi, meliputi: K3 darr jaminarr sosial
ketenagalerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diserninasi terkait
pengawasan atas pela-ksana€rn sistem K3 dan Jamsostek akal dilakukan melalui
8 sub kegiatan yang ada dalam 3 program ke{a OpD terkait, sebagai berikut:

Penyusunan tata cara
pengembalian status tanah ulayat
atau tanah Masyarakat Hukum
Adat apabila jangka waktu hak
guna usaha atau hak guna
bangunan telah beralhir

Pengembangan Pelaksanaan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas
Kesej ahteraan Pekerja
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Dukungan Percepatan Peleksanaan Sertlfltast ISPO dna Peningkatan Akses
ksar Produk Kelapa Sawit

Kebijakan perundang-undangan untuk membantu pelaku usaha kelapa sawit
d"l?A meningkatkan produktivitas secara legal, bertanggung jawlb, dan
berkelanjutan salah satunya adalah dengan pemberlakuan kewqjiban bagi para
pelaku usaha untuk memiliki Sertifikasi Indonesia Sertifteation Palm CIl (ISPO).
Sertilikasi ISPO merupakan sertifikasi wajib yang ditetapkan Pemerintah melalui
Permentan Nomor 1 l/PermentanloT. L4O /3 12015 tentang Sistem Sertilikasi
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia {Indonesian fiistainable Palm An
Certificatian System/ ISPO) . Saat ini, dasar hukum terbaru sertifikasi ini telah
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2O2A tentang Sistem
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Permentan Nbmor 38
Tahun 2O2A tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit.
Implementasi perpres dan pefinentan tersebut di Aceh Utara sampai dengan
akhir tahun 2023, baru 2 (dua) perusahaan perkebunan i*s telatr
mendapatkan Sertilikasi ISPO, yaitu PI. Ika Bina Agro Wisesa dan PT. Seramo
Agro Persada. Sementara di level perkebunan sawit ralqrat, saat ini di beberapa
lokasi perkebunan rakyat sedang berproses untuk menadapatkan Sertifikasi
ISPO. Petani sawit swadaya di Aceh Utara baru persiapan ISPO. Gp. Seureke dan
Lgbuk Rrsaka (Kec. Langkahan). Gp cot Girek (Kec. cot Girek) dan Hagu (Kec.
Lhok Sukon) tengatr mempersiapkan proses mendapatkan sertifikasi IS-PO dan
RSPO di 1000 Ha. Gp Sido Muliyo Kecamatan Kuta Makrnur, Aceh Utara,
membentuk Tim ICS (Sistem Kendali Internal) untuk mendukung percepatan
sertifikasi ISPO.

Beberapa permasalahan dan issue strategis pelaksanaan sertifikasi ISPO dan
peningkatan akses pasar bagi produk kelapa sawit di Aceh utara adalah:
1. Dukungan persiapan dan pembiayaan $ertifikasi, meliputi:

a. Belum ada program khusus yarrg lingkupnya penguatan atau
pengorganisasian kelembagaan kelompok;

b. Belum ada alokasi pembiayaan sertifikasi
c. Sarana dan prasarana pendukung di dalam sosialisasi dan persiapan

sertifikasi belum tersedia;
d. Prakondisi untuk keberterimaan program serlifikasi keberlanjutan kepada

pemerintah gampon g/ kecamatan ;
e. Akses kepada lokasi-lokasi kelompok pekebun.

2. Peningkatan SDM Petani dalam Sertifikasi, meliputi:
a. Memperkuat dan harmonisasi data kelompok yang sudah mempunyai

instrumen kelembagaan ;

b. Bidang perkebunan tidak mempunyai sumberdaya pen5ruluh, adanya di
pertanian;

c. Mantri tani pekebun di bidang perkebunan, belum mempunyai basik
pengetahuan tentang ISPO I sertifikasi keberlanjutan ;

d. Mantri tani pekebun di bidang perkebunan, belum mempunyai basik
pengetahuan dalam pendampingari kelompok;

e. Tingkat kemampuan/keswadayaan/kemandirian kelompok dalam
mengorganisasi kelompoknya belum optimal;

f. Kualitas TBS yang belum maksimal sehingga harga kurang kompetitif .

Pengesahan Peraturan
Pelaku Usaha dan
Pendaftaran Perj anjian
Kerja Bersama untuk
Pelaku Usaha yang Hanya
Beroperasi dalam I (Satu)
Daerah Kabupaten lKota

Pengesahan Peraturan Pelaku Usaha
bagi Pelaku Usaha
Penyelenggaraan Pendataan dan
Informasi $arana Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan

3 Pengawasan
Ketenagakerj
aan

Penyelenggaraan
Pengawasan

Ketenagakerjaan

Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja
di Pelaku Usaha
Pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Pelaku Usaha
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3. Penguatan unit usaha kelompok
a. Tingkat kemampuan/keswadayaan/kemandirian

pembiayaan / pengelolaan keuangan belum optimal;
b. Pengetatruan dan perencanaan bisnis belum maksimal.

kelompok dalam

Integrasi program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui RAD KSB Kab. Aceh
Utara 2023-2026 adalah:

1.10.1. Pelakeansar Soclsllstst ISPO uatuk Pemanglu Kepcntlngaa Daerah
1. 10.1. l.Menyusun Peta Jalan Strategi Komunikasi di Tingkat Kabupaten
I . 1 0. 1. 2. Meningkatkan frelnrensi sosialisasi sistem sertitikasi ISPO

Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk Pemangku Kepentingan Daerah akan
dilakukan melalui 3 sub kegiatan yang ada dalam 2 program kerja OPD terkait,
sebagai berikut:

No. Program Kesiatan Sub Kegiatan
i Penelitian dan

Pengembangan
Daerah

Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

Menyusun dokumen strategi
komunikasi di tingkat
kabupaten

2 Penyuluhan
Pertanian

Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian

Sosialisasi dokumen strategi
komunikasi dan sistem
sertifikasi ISPO untuk Mantri
Kebun
Diseminasi Informasi mengenai
standarisasi ISPO dan
kebijakan kelapa sawit
berkelanjutan kepada OPD
Iintas sektor, penyuluh
/pendamping kelompok dan
kelompok pekebun kelapa sawit

1.10.2. Perccpatan Pelahanaan Sertifikast ISFO untuk Perusahaan dan Pekebun
1.10.2.1.Me1akukan pendampingan/penyuluhan bag pekebun untuk pemenuhan

sertifikasi ISPO

1.10.2.2.Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (pup)
dan Dana Pemerintah Daeratr untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat
mendapatkan setifikat ISPO

1.10.2.3.Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk
memperoleh sertifrkasi ISPO

1.10.2.4.Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan
kabupaten/kota

1.10.2.5.Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISpO

Aksi Percepatan Pelaksanaan Sertilikasi ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun
akan dilakukan melalui 21 sub kegiatan yang ada dalam 9 program kerja OPD
terkait, sebagai berikut:
No Proqram Kegiatan Sub Kegiatan

1 Penyuluhan
Pertanian

Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian

Pendampingan penguatan kapasitas
kelompok untuk siap menerapkan
sertifikasi ISPO

Pendampingan bagi pekebun untuk
mendapatkan sertifikasi I SPO

Pelatihan Auditor ISPO

Pembentukan Tim Internal Control
Sistem (ICS)

Fasilitasi Proses Pembiayaan
sertifikasi ISPO bagi pekebun

T?aining of trairrcr (ToT) untuk
pendampingan ISPO bagi
pendamping swadaya, ASN, mantri
tani kebun dan PPPK di 27
kecamatan di Aceh Utara
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Pelatihan Auditor ISPO

Pelatihan dan sertilikasi Petugas
Penilai Usaha Perkebunan (PUP)
untuk mempercepat proses penilaian
kebun sebagai prasyarat
mendapatkan setilikat ISPO

Pembentukan Pusat Konsultasi
Usaha Perkebunan Sawit dan
sertifikasi ISPO

2 Penyediaan dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian untuk
percepatan pelaksanaan sertifikasi
ISPO

Melakukan penilaian Pelaku Usaha
perkebunan untuk mendapatkan
sertilikasi ISPO

3 Pemberdayaan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
(UMKM)

Pemberdayaan Usaha
Mikro yang dilakukan
melalui Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan

Pendataan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro
Pemberdayaan melalui Kemitraan
Usaha Milao
Fasilitasi Kemudahan
Usaha Mikro

Perizinan

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
dan Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
Para Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Usaha Mikro serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Usaha Mikro dan Kewirausahaan

Fasilitasi kemitraan
usaha melalui rantai
pasok antara usaha
besar, usaha
menengah, dengan
usaha kecil dan usaha
mikro untuk
mempercepat
transformasi UMKM
dalam meningkatkan
skala usaha

Kurasi, Peningkatan mutu produk,
dan Kemitraan Usaha Mikro dengan
Usaha Kecil dan Menengah melalui
rantai pasok

4 Pengembangan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
(UMKM)

Pengembangan Usaha
Mikro dengan
Orientasi Peningkatan
Skala Usaha meqjadi
Usaha Kecil

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi (DOKA)

5 Program
Pemberdayaan
dan Perlindungan
Koperasi

Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
yang Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten /Kota

Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restnrkturisasi
Usaha
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang
Keanggotaannya Daerah
Kabupaten lKota

6 Program Perizinan
Usaha Pertanian

Penerbitan lzin Usaha
Pertanian yang
Kegiatan Usahanya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Standar Pelayanan
Publik Pemberian Izin Usaha
Pertanian
Penyusunan Standar Pelayanan
Publik Pemberian Izin Usaha
Pertanian sebagai panduan
kemitraan antara Pelaku Usaha dan
pekebun untuk memperoleh
sertifikasi ISPO
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7 Program
Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif di
bidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

l.lO.S.Penyelenggaraan diplomaai, pronosi dan advokagi msnuju keberterimaan
ISPIO oleh pasar lnternaslonal

1.10.3.l.Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk Unggulan
1.10.3.2.Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten

Pelaksanaen aksi Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju
keberterimaan ISPO oleh pasar internasional akan dilakukan melalui O sut
kegiatan pada 3 program keda OPD terkait, sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Sub Kesiatan
1 Program

Pengembangan
Ekspor

Penyelenggaraan Promosi
Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor
Unggulan yang terdapat
pada 1 (safu) Daerah
Kabupaten lKota

Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
!erdagangan
Misi Dagang bagr Produk
Ekspor Unggulan
Peningkatan Citra Produk
Ekspor

2 Program
Penggunaan dan
Pemasaran
Produk Dalam
Negeri

Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran
dan Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Peningkatan
Penggunaan dan Pemanfaatan
Sandang Produksi Dalam
Negeri
Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten /Kota

3 Program Promosi
Penanaman Modal

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
paerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
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BAB III
PEITYELEN(X}ARAAIT RINCANA AKSI

3.1. Koordlansl Implemcutaat RAD KAB

Penyelenggaraan kegiatan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara sejak awal sudah
dilakukan dengan pendekatan multi pihak. Dimulai dari proses diskusi dan
pertemuan persiapan yang dilanjutkan dengan pembentukan Tim penyusun
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Merujuk Surat Keputusaa Bupati Aceh Utara Nomor 45/327 /2023 terrtarrg
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah perkebunan Kelapa Sawii
Berkelanjutan Kabupaten Aceh utara Tahun 2o23-2024 dapat dilihat bahwa
struLtur dan komposisi alggota Tim Penyusun RAD KSB Aceh utara merupakan
keterwakilan para pihak terkait, mulai dari Organisasi perangkat Daerah,
Lembaga Non Pemerintah (LSM/NGO), Organisasi Rakyat, Asosiasi perusahaan
sampai perwakilan Perusahaan Perkebunan.
Melalui kerja bersama sejak proses perencanaan tersebut tentu akan dapat
membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Dalam dokumen RAD KSB
telah di"qusun kegratan dan indikator capaian secara jelas sehingga upaya
memperkuat koordinasi para pihak terkait dapat lebih baik. pada tahip
implementasinya, maka akan dibentuk Tim pelaksana Daerah (TpD) sebagai tim
teknis yang diberi mandat untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disusun
dan ditetapkan oleh kepala daerah. Tim Penyusun RAD KSB Aceh Utara 2023-
2024 akar. diberdayakan untuk melaksanakan peran sebagai TpD dimaksud.
Mekanisme pembentukan TPD ditampilkan pada Gambar proses pembentukan
TPD sebagai berikut:

Sckrctari3
Drcrah XeteranganKcgi.tan

o P€ougaran untuk
mcmbentuk TPD

Panyusunan
kapanturuaan
drn keelrgglctarn lIrD

9J3t5.n tPO d.D.t
rErE€ftr(t}flnn rin

I

o

Q eenctapan teo
. Praiii : IOFGJb

. r.brrt6: l(.rAgp

. l.d. : r.d\llli

Sumber: PeDduen Pen]msunan dan Peaerapan RAD KsB-Kement€rier Delem Negeri, 2019

Gambar 5. Proses Pembentukan TpD

Selain memastikan berjalannya mekanisme koordinasi internal rpD melalui
diskusi dan rapat tim, juga perlu dilakukan upaya advokasi dan promosi guna
menggalang dukungan para pihak terkait darr masyarakat secara lebih kuat.
Menjadikan Sekretariat RAD KSB sebagai pusat konsultasi usaha perkebunan
sawit me'njadi aksi strategis yang perlu divmjudkan.
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3.2, Pemblayaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun datam RAD KSB ini akan
diselenggarakan dengan dulmngan pendanaan yang bersumber dari anggaran
negara maupun dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan
Perundang-Undangan. Dukungan sumber pembiayaan negara yang dimaksud
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr Provinsi (APBA), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten (APBK). Pendanaan dari Dana Bagi Hasi (DBH) Sawit
dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga akan
diintegrasikan pengelolaannua melalui RAD KSB tersebut.
Sumber pendanan sah lainnya juga akan didorong untuk mendukung
pelaksanaan RAD KSB ini melalui mekanisme hibah dari NGO, sectorsr.uasta dan
para pihak yang mendukung pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara ini.

3.3. Monttortng, Eveluasl dsn Pelaporen

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output
untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan
evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcomel dan dampak dari pelaksanaan
program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang
dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan
penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi
secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai.
Data yang dilnrmpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiaian yang
disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perenc€rnaan memuat
target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD, Data capaian output
atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi liegiatan yang
dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.-Monitorin[
menyqiikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut
digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses
yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap
memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendulnrng. Contoh
informasi minimumyarlg disampaikan dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB
tercantum padaTabel. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Aceh
Utara, sebagai berikut:

Tabel 8. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Aceh Utara

No Kegiatan
(RenstraOPD)

Sub Kegiatan lndikator
Keluaran

Laporan Pelaksanaan Rencana Selanjutny
Kegiatan yang
Dilaksanakan

Hasil

(1) (21 (3t (4) (s) (6)

I. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAIIINFRASTRUIOUR

A. Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk DukunganlTata Kelola perkebunan vanc ljbih Baik
Prosram Penyelenggaraan Statistik $ektoral

1.1 Penyeleng-garaan
Statistik Sektoral di
Lingktrp Daeratr
Proviasi

Koonlinasi dan
Sinkroni-sasi
Peng umpulan,
Pengolahan,
Analisis dan
Diseminasi
Data Statistik
Sektora1

Tersusunnya
Data Pekebun
di tingkat
Provinsi

Diisi dengan
informasi:

- kegiatan yang
dilakukan
dalarn6 bulen
terakhir

- pelakeana
kegiatan

- peran serta.
pihak terkait

Diisi dengan
irformasi:
- hasil yang

terse- dia etau
kondisi yang
te{adi

- beearan
berupa jumlah
unit, luas,
jumlah orang

Diisi dengan
informasi:

- kegiatan yang akan
dilskukan 6 bulan
ke depan

- pelaksana kegiatan

- waktu
pelaksa-
naan
keciatsn

Dapat
ditambahkan
informasi:

- p€ran sertapihak
terkait

t7l



Dapat
ditambah-
kan
inforrrasi:

- kesinambun
gan kegiatan
dengan
periode
sebelumnya

- faktor yang
mendukung
atau
mengharnbat
pelaksanaan
keeiatan

- peningkatan
yang tedadi
dengan
referensi
hasilpada
periode
sebelumnya,
target yang
direncanaka
n, atau
baseline
(kondisi awa$
yang tersedia.

-waktu
pelaksanaan
kegiatan

Dapat di-
tambahkan
informasi:

- target hasil atau
kondisi yang
ingin dicapai
berdasar baseline

Membangun
Metadata
Statistik
Sektoral

?ersedianya
database
Metadata
statistik
pekebun

t.2 ........dst

2. Program Penyuluhan Pertanian
t)D .......dst

B. KOMPONEN PENINGKATAN I{APASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

C, KOMPONEN PENGELOLAAN DAN LINGKUNGAN

P,, KAMP9NEI{ L DA!{ pEN4Nq4&{lr-SENcKETA

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PEI,AKSANAAN SERTIFIXASI INDONESIAN SUSTA]NABLE PALM
O/l, [SPO) DAN PENINGKATAN PASAR PRODUK KELAPA SAWIT
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Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing OPD melalui
komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada TPD. Para pihak terkait
menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada opD sesuai
kervenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang
dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang
dilakrkan, dan faktor-faktor pendulnrng maupun kendala dalam pencapaian
target keluaran.

TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari OPD maupun
parapihak sebagai batranlaporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada kepala
daeratr. l,aporan rea]isasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh
gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-walrtu jika diperlukan.
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BAB W
PEITUTI'P

Pembangunan yang baik bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata,
tapi harus mampu dilakukan secara berkesinambungan dengan mengedepankan
kelestarian lingkungan dan mampu mengatasi berbagai permasalahan social di
masyarakat. Keberadaan perkebunan kelapa sawit baik yang dilakukan oleh
Perusahaan maupun perkebunan rakyat sedianya harus dapat meningkatlan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RAD KSB merupakan kebijakan
strategis daerah yang dapat dijadikan panduan bersama dalam upaya pencapaian
salah satu tujuan Pembangunan Masyarakat Aceh tJtara 2023-2026, yaitu
menciptakan ekonomi masyarakat yang kokoh dan berdaya saing serta menjoga
kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Jika dilaksanakan secara baik
daIl mendapat dukungan penuh para pihak pasti akan mencapai hasil maksimal,
mengingat RAD KSB ini bukan hanya program salah satu opD semata, tapi merupakan
panduan bersama bagi para pihak untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Aceh
Utara. Partisipasi aktif dari mitra pemerintah, seperti LSM/NGo, assosiasi pengusaha
kelapa sawit, dan para pelaku usa-ha perkebunan kelapa sawit salgatlah menentukan
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun.

Dari aspek pembiayaan, selain APBK adanya pemberlakuan peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9l rahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil perkebunan
sewit diherapkal dapat menjadi stimulus bagi percepatan pelaksanaan program-
kegiatan RAD KsB. Peluang Kerjasama dan penggalangan dukungan pembiayaan dari
mitra pemerintah daerah seperti LSM/NGO, BUMN, dan sector su)asta sangatlah
diharapkan. Semoga dengan adanya RAD KSB ini, cita-cita menjadikan Aceh Utara
yang Mandiri dan Berdaya saing menuju masyarakat Islami yang Sejahtera dapat
terwujud.
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Ianplran l. tatrlks Sinkronlcasl Rencane Aksl Daerah Perkebunan Kelapa Ssxrlt BerkelanJutan Kahupaten Aceh Utara

lfo. lRAr{ KSBI Keluaraa (nAIt I{SBI [/aktu
Pclalsanaen
{nAI{ KSBI

Irtstitrrci/Lcmbega
Penanggurg Jeweb

IRAIT TSBI

Inetltusl/Lembage
Penduknng (RAI[ I{SBI

Program

lRenctra OPDI

trt t3t (4t lst (6t t7l
I. Irenguatan Data, Pcaguetan Koordlanet derr Infnetruttur
1. Peaguaten Data Desar Perkebunan Kelape Sawtt untuk Dukuacra Tata Kelola Perlcbuaan vanc Lcblh Batk
r.l Pen;rusunan pedoman

pendataan pekebun
Tersusunnya pedoman
pendataan pekebun di
tingkat nasional, provinsi
dan kabupaten/kota

20L9 Kementerian Fertanian 1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2.Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

3. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

4.Badan Informasi Geospasial
S.Badan Pusat Statistik
6.Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit
T.Pemerintah Provinsi
8. Pemerintah Kabupaten/ Kota
9.Pelaku Usaha

l. Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

t.2 Melakukan
pemutakhiran Informasi
Geoepasial Tematik
(IGT) tutupan kebun
kelapa sawit

Tersedianya IGT tutupan
kebun kelapa sawit yang
ternutakhir

20t9 - 2024 Kementerian Fertanian 1 .Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2.Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional

3. Badan Informasi Geospasial
4.Badan Pusat Statistik
S.Pernerintah Provinsi
6. Pemerintah Kabupaten/ Kota
T.Pelaku Usaha

l. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana

Pertanian
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungarr
4. Pengelolaan Aplikasi Informatika

r..3 Melakukan pendataan
pekebun dan pemetaan
lokasi kebunnya, yang
diperbaharui secara
berkala

- Tersedianyadata
pekebun dan peta lokasi
kebunnya yang
diperbaharui secara
berkala di 26 provinsi
penghasil kelapa sawit

- Tersedianyapeta
indikatif dari kebun-
kebun yang sudah perlu

20t9 -2024 Kementerian Fertanian l.Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

2.Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/ Badan hencanaan
Nasional

3.Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan
nasional

4.Badan Informasi Geospasial

1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

2. Survein Pengukuran dan Pemetaan

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Prograrrr Pengendalian Pencemaran

dan/atau Kerusakan Lingkungan
5. Prograrn Pengelol,aan Aplikasi

Informatika

t2t
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dirernaj akan di 21
provinsi

S.Badan Pusat Statistik
6.Badan Fengelola Dana

P€rkebunan Kelapa Sawit
7. Pemerintah Provinsi
8. PeEerintah Kabupaten/ Kota
9.Pelaku Usaha

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Fenanaman Modal

2. PcEbltt .r Pcaycle-oter.aa ldorEr.l GcolpuJ.l TcErtfk (IGT-I Tutupca Kebur KGhP. Srstt
2.1. Xompilasi dan

pengintegrasian IGT
tutupan kebun Eawit
dsri berbegai instansi
t€r'kait perkebunafl
kelapa sawit

Tersedianya IGT
tutupankebunsawit yang
terintegrasi

2019 - 2024 Badan lnformasi
Geospasial

l.Kementerian Pertanian
2. Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional

3.Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

4. Kementefian Dalam Negeri
S. Pemernitah Provinsi
6. Pemerinteh Kabupaten/ Kota
T.Pelaku Usaha

l.Peryelengsaraan Statistik Seldoral

2. Pengembangan lklim Penanaman Modal

Melakukan pelatihen
pemetaan partisipatif
bagi OPD terkait,
Pcrusahaan dan
masyarakat di lokasi
trcrkebunan

Tersedianya faEilitator
pemetaan partieipatif
Terlaksananya
pemetaan participatif di
dacrah percontohan

2020 - 2024 Badan Informasi
Geospasial

l.Kementerian Pertanian
2. Ke@enterian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan P€rtanahan
Nasional

3,Kementeria! Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

4. Pemernitah Provinsi
5. Pemerfuitah Kabupaten,/ Kota
6.Pelaku Usaha

3. P!4tnlbtln So.lrtl!.d Rcgulert &a XGb{l*r! T"rlstt Uraha Pcrtebua..! Kchg. Sawlt Bcrl.le4luts! bagl Petcbun d.a Pcm.ngh Kcpeatln.t! Lduya.
Melaksanalan
sosialisasi regulasi dan
kebijakan sesuai
strategi komunikasi dan
tencana sosialisaai

Terselenggaranya
sosialisasi regulasi dan
kebijakan sesuai strategi
komunikasi darr retrcana
sosialisasi secara b€rkala

20t9 - 2024 Kementerian Pertanian l.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional

4. Kementerial Komunikaai dan
Informatika

5. KerDenterian Ketenagakerj aan
6.Badal Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit
7. Pemerintah Provinsi
S.Pemerintah Kabupaten/ Kota
9.Pelaku Usaha

Pearlruluhan Pertalian

4. Pcrtn8trtra Slacrgl aater Pcmgtat Draet'sh drl.n Hubulgauya dc!rg.! Ulaha Portcbuana Xclepr Srelt
4.1. Sinlcronisasi kebilakal

usaha pcrkebunan
Kebilakan yang sudah
disinlrronisasikan

2019 - 2024 Kementeriarf, Koordinator
Bidang Perekonomian

l.Kementerian Pertanian

Pen5mluhan Pertanian

1. Koordinasi dan Sinkronisasi
Percncanaan Pembangunan Daerah
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kelaF,a sawit yang
dilakukan secara
berkala

2.Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

3.Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

4,Kementerian Perdagangan
S.Kementerian Dalam Negeri
6.Badan Pengeloa Dana

Pcrkebunan felapa Sawit

2. Peugendalian Pencemaran darr/atau
Kcrusakan Lingkungan

3. P€ny€diaai dan Fengembangan
Prasarana Pertarrian

4. Pengaru8utamaan Gender Dan
Pernbetdayaan Per"mpu an

5, Peng€ndalian lzia Ueaha Industri
6. Fqmbinaan darr Pengawasan terhadap

kin lingkungan dan izin pcrlindungan
dan pengelol.aan lingkungan hidup
(PPLH)

7. Perekonomian dan Pembangunan
8. Pengendalian Pelaksanaal Penanaman

Modal
9. Pcngcmbangan Iklim Penananan

Modaf

4,2. Sinkronisasi data dan
informasi pada masing-
masing
kementerian/lembaga

Tersedianya &ta
daninformasi yang telah
disinkronisasi pada
masing-masing
kementerian/lernbaga

20L9 - 2024 Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

l. Kemearterian Perenc€naan
Pembangunan
Nasional/ Badan
Perencanaar Pembangunan
Nasional

2. Karrenterian Kcuan8an
3. Kemearterian Pertaniaa
4. Keqrenterian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
5. Kementerian ABraria dan

Teta Ruan&/Badan
karrahan Nasional

6. KetBenterian Perdagangan
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Badan Pengeloa Dana

M<ebunan Kelapa Sawit
9. Eladan lnforEasi Gcospasial
lo.Badan Pusat Statistik
I l.Pemerintah Provinsi
I 2. Feoerintah l(abupaten

1, Perekonomian dan Pembangunan
2. Koordinasi darr Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau

Kcrusakan Lingkungan
4. Pengendalian lzin Usaha Industri
5. knataSunaan Talah

5. FcmbaEtutar TIE lloLr..na Daereh drhm Bcntu.& Fortrrn fdtl-Pthrl Xchpr Ardt Bcrtcladutea dl KatlrDrtr!
5.1. Membentuk tim

pelaksana daerah
dalarn bentuk forum

Terbcntuknya tiln
pelaksana daerah dalaJtl
bentuk forum multi-pihak

2V20 LPemerintsh Provinsi
2.Pemerintah

Kabupaten/ Kota

l.Kementerian Pertanian
2,Kementerian Dalam Negeri
3.Pelaku Usaha

Peryadiaan dan Peargcrrbangan Sarana
Pertenian
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multi-pihak kelapa
sawit berkelenjutan di
Kabupaten Aceh Utara

kelapa eawit berkelanjutan
ditiaekat provinsi dan
kabupaten/ kota p€nghssil
kel,apa sawit

6. PeDbrtl8ulrD dra Pcdagtrtrn .raLn, lcrtr lafrrrtruttur LalnDF utrtut XGndutuog PenlngLrt n Ku.Iltr. Ulrhr Pcrkcb[lra Kcl,rDr Earlt
6.1. Membangun dan

meningkatkan kualitas
jalan, serta
infrastrulrttrr lainnya
yang dipedukan di
wilayah p€rkebunan
kelapa sawit

- Terbangunnya jalan yang
memenuhi standar di
wilayah perkebunan
kelapa sawit

- Tereedianya infrastruktur
lainnya yang mendukuag
kegiatan kelapa sau'it
berkelanjutan

2019 -2C24 Kementerian Pek€rjaan
Umum dan Perumahan
Ralryat

l.Kemcnterisn Dalam Negeri
2.Kementerisn Pef,€ncaneen

Fembangunan
nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunar Nasiona.l

3.Kementerian Pertanian
4. Kemcnterian Desa,

Pcanbangunan Da€rah
Tertinggal dan Tlansmigrasi

S.Badan Feflgelola Dana
Perkebunan l(elapa Sawit

6. Pemerintah provinsi
7. Pemerintah KabuDaten/ Kota

l. Penyel€nggaraan Jalan

2. Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanlan

3. Penyediaan dan Pengernbangan
Sarana P€rtanian

7. Pcnlngt rr.i Kepatuhea ErrLrIE Brgl Polaku Urahe dahu. Urehe PcrLeDEra! IlcLpa s.rlt &catr Koordln tlf
7.1. Membentuk kelompok

kelja antar instansi
dalam upaya
peningkatan kepatuhan
hukum

Terbentuknya kelompok
kerja antar in8tansi dalam
upaya peningkatsn
kepatuian hukum.

2020 Kementerian Pertanian I. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Kem€nterian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertarahan
Nasional

3. KerDerterian KeteaEgakerjaan
4. Pemerintah Prcvinsi
5. Pemerintah KabuDaten/ Kota

f. Feningkatan Ketentetaman darr
l(etertibqn UmuE

2. Felayanan Penanaman Modal
3. Fembinaan dan Pengawasal terhadap

izin lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
(PPLH)

7.2. McninSkatkan jumlah
dan kompetensi
Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)

Meningkatnya jur all dan
kompetensi Fenyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dari 28 orang
metdadi 1OO orang PPNS
untuk 2l provinsi

2020 - 2024 Kementerian Pertanian l.Kcmeatterian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2,Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanaha)
Nasional

3.Kementerian Pcmberdayaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

4. Kemcnterian Hukum dan Hak
AEaBi Manusia

s.Kepolisian Republik Indonesia
6.Kcjakoaan Republik lndonesia
7. Pemerintah Provinsi
8.Pemerintsh Kabupaten/ Kota I

l. Ferlirrgkatarr Ketentcraman Dan
Ketertiban Umum

2. Fenanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup

IL Fonlngr.trtr Krp$tta! Dr! Xsprblutr3 Pc&Gbun

8. Pcrlnglsta[ Krpmttrt dea Krpebl[tr. Pclcbul tlelea Pcngaulau Benli Bcf,.crttilrt
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a.1. Melakukan Sosialisasi
t!(rtang Pcnggunaan
B€rdh Bcrs€rtifkat bagi
Pekebun

Terselengaranya
sosialisaci tentang
penggunaan b€rdh
bersertifkat di 21 provinsi

2019 - 2024 Kementerian Pertanian l.Badan Pengelol,a Dana
Perkebunan Kelapa Sawit

2.Pemcdntah Provinsi
3. Petnerirtah Kabupaten/ Kota
4.Pelaku Usaha

Penyuluhan Perta.nian

8.5. McningkBrkan
pengavasan dalaEr
penyediaan dan
peredaran benih
bersertifikat sampai
lokasi tenam

Terlaksananya penyediaan
dan peredaran beoih
bersertif kat sanpai lokasi
tanam di 21 provinsi
sccara bcrkala

20t9 - 2024 Kementerian Pertanian l.Pemerintah Provinsi
2. Pemerintah Kabupaten/ Ibta

Penyediaan dan Pengcmbangal
Sarana Pertaniarr

9. P.dDitrt r K.t.3lta. dar lhprblUt r PGtGbu! Dahm f,cacreplea Prehlt Budtdryr Yrna Bdt lcood Aftlcrftusd Plr€tlcGr/GAD
9.1 Melaksanakan

pelatihan GAP di
tingkat provinsi dan
kabupater/ kota baik
otreh pemerintah
maupun kemitraan
para pihak secara
periodik

Terlaksananya pclatihan
OAP di tingkat nasional,
provinsi dan
kabupaten/ kota baik oleh
pemerintah maupun
kemitraan para pihak
s€cara periodik

2020 - 2024 Kementsrian Pertanian l.Badan Pengelol,a Dana
H<ebunan Kelapa. Sawit

2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupatcn/ Kota
4.Peleku Usaha

Penlruluhan Pedanian

10. Flnrngratrn rbGr lrcndr!.r! pGrGErrrE t Esar! begl petcbur
ro.l Meningkatlan

aosialisasi akses
pardanaan dari
perbenkan/lembaga
keualcan lainnya ,

Terlaksananya sosialisasi
tertang akses pendanaan
dari perbankan/ lernbaga
keuangan lainnya di 21
provinsi .

20L9 * 2024 Kementefian Pertanian 1. Kemerrterian Kcuangan
2. Kementerian BUMN
3. Pcraerintah Provfur$i
4. Pemerintah lhbupaten/ Kota
S.Pelaku Ussha

Penyuluhan Peatar an

10.2 Mcningka*an
kemampuan pekebun
dal."rr m€mefruhi
Pcrsyaratan untuk
mendapatkan
rd(omendasi teknis
p€lemajan kelapa sswit
ratyat

M€rfngkatnya jumlah
pekebun yang maopu
memenuhi persyaratan
untuk me[dapatl(an
rekornendasi teknis
peremajan kelapa sawit
ralryat di 2l provinsi

2019 - 2024 Kementerian Pertanian l.KqDenterian BUMN
2.Badan Pengelol,a Dana

Perkebunan Kelapa Satrit
3.Pemerintah Provinsi
4. Pemeriotah Kabupaten/ Kota
S.Pclaku Usaha

Penyuluhan Pertaniart

11. Farccrrrta[ pctrbontlkan drr pcngnrtrn tclcmtaaran pclobur.
r 1.1 SosialiBasi dan

bimbingan datam
pelnbentukan
kclembagaan pekebun

l,Terlak8ananya Bosialisasi
dan bimbingan dalarn
pembentukan
k€lembagaafl pekebun di
26 provin*i penghasil
kelapa sawit secara
bertala,

2.Terbcntuknya lcmbaga
pekebun yang berbadan
bukum dalan b€ntuk

2019 - 2023 Kementeiian Pertanian l.Kementerian Koperasi &
Ugaha Kecil dan M€nengah

2.Kcmenterian Dalam Negeri
3. Kcrncnterian Desa,

P€mbangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

4. Pemcrintah Provinsi
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota
6.Pelaku Usaha

l. Fenyuluhan Pertanian
2. Fenguatan Badan Hukum Koperasi
3. Fendidiker daD Latr-han Perkoperasian
4. Femberdayaan Usaha Menengeh, Us$a

Kecil, Dan U8aha Milco (UMKM)
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Kop€rasi dan/atau Badan
usaha Milik Desa
(BUMDes) di 26 provinsi
penghaBil kelapa sawit

tt.2 Memp€rkuat
kclcrnbagaan pekebun

MeninAkatnya
kemampuan manajerial
pcngurue lembaga
pckebun dalam mengelola
usaha di 26 provinsi
Pcnghaail kelal'e. sawit
secara berkala

2019 - 2024 Kementeiisn Pertanian l. Kementerian Xoperasi &
Usaha Kecil dan Mcnengah

2. Kemcnterian Dalam Negeri
3. Kcrtrenterian Desa,

Pembangunan Daerah
Tertinagal dan Transmigrasi

4. Pemerint€h Provinsi
5. Pemerinteh Kabupatcn/ Kota
6.Pelaku Usaha

l. Penyuluhan Fe,rtanian
2. Pendiiikan dan L,atihan Perkopcraeian
3. Fembcrdayaan dan Perlindungan

Koperasi
4. FengawaBa! dan Pemeriksaan Koperasi
5. Femberdayaan Usaha Menengah, Usaha

Kecil, Dan Usaha MikrD (UMKM)

12. Pclfrl8&rtr4 Pcnyuluhra PcrtrEtu dI Nas...tr r.!tr. Drodrrtrt Kchpe trrtt
12.1 Mel,Bkukan

pcmutsldtan jumlah
t€rraga penyuluh
Pertanian bid.hg
perlcbunan, meliputi
Aparatur Sipil Negsra
(ASN), swadaya
tnasyarakqt, dan
perusahaan secara
berkala

Ter8edianlra data tEbaru
jumlah tenaga penyuluh
pertanian bidang
perkebunan meliputi
Aparatur Sipil Negara
(ASN), swadaya
masyarakat, dan
perusahaan di 26 provinsi
sccara berkala

2019 - 2024 Kementerian Pertanian l.Pemerintah provinsi
2.Pemerintah Kabupaten/ Kota
3,Pelaku usaha

Fenyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian

12.2 Meningkatkan jur ah
pelatihan untuk
meningkatkan
kompet€nsi pcaluluh
pertanian bidang
perkebunan, meliputi:
Aparatur Sipil Negaa
(ASN), swadaya
nasyarakat, dan
pelrsahaan

MedEgkatnya jur ah
pelatihan bagi penyuluh
pertanian bidang
perkebunan di 26 provinsi
pengttasil kelapa sawit
aecara berkda.

20t9 - 2U24 Kementerian Pertanian l.Kementeria, Dalam Negeri
2.P€merintah provlnsi
3.Pemerintah Kabupaten/ Kota
4.Pelaku ueaha

Penl.uluhan Pertanian

12.3 Mednclatkan peran
scrta penyrluh ewadaya
masYarakat dan
PeruEahaan dalam
peflyuluhan b€gi
pekebun kelapa sawit

Terlakeananl,a pcnSnrluhan
kepada pekebun kelapa
sawit oleh p€n)ruluh
swadaya masyarakat dan
perusahaan di 26 p,rovinoi
kelapa Eawit s€cara
berkala.

20L9 - 2U24 Kementerian Pertanian l.Pemerintah provinsi
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota
3.Pelaku Usaha

Penyuluhan Pertanian

12.4 Metakukan penguatan
peran Balai Penyuluh
htrrlan (BPfl sebagai
salah Batu pusat

Tercedianya BPP yang
mernilki kernampuan
dalam mendukung
kesiatan penyuluhan

2020 - 2024 Kementerian Pert rrian l.Pemerintah provinsi
2. Peracrhtah Ihbupatcn,/ Kota
3.Pelaku Usaha

l.P€nyuluhan Fertanian
2.hnyediaan dan Pengembangan Sarana

Pe,rtarfarr



kegiatan penSruluhan
perkebunan kelapa
sawit

perkebunan kelapa sawit di
26 provin8i penghasil
kelapa san it

13. Pcahgtrtar Upryr Kon! rvr.l KGh.tt rt r Lradrlrp Perlcbuann
13.I Menyuaun regulaai

perlindungan Kawasan
Eko8iatem Eaensid
(KEE) dan pedoman
teknis p€maltauan
pelaksanaan Areal
Bernilai Koae€avasi
Tinssi {ABr(T)

Terbitnya regulasi
perlindungan KEE dan
pedoman teknis ABKT

2019 - 2020 Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutenarr

l.Kementerian Pertenian
2, Kementerian Agraria daJr Tata

Ruang/Badan Pcrtenahan
Nasional

3.Badan Restorasi Gambut
4. Pemerintah Provinsi
5. Pemerintah Kabupaten / Kota
6.Pelaku Usaha

Pengelola.sn Keanekaragarnan Hayati
(Kehati)

t3.2 Pernenteuen dan
evaluasi pengelol"aan
keanekaragaman hayati
di areal perkebunan
secara berkelanjutan

l.Tersedianya laporan hasil
pemantauan daIr
evaluasi secara
berkelanjutan
pengelolanaan
keanekaragaman hayati
di 26 P,rovinsi Penglrasil
kelapa sawit

2.Tersedianya data jumlah
perugahaaD yang
mengelola
keanekaragaman hayati
yang berada di dalam
areal usaha perkebunan l

2019 - 2024 Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanerr

l.Kemelterian Pertanian
2.Kement6ian Agraria dan Tata

Ruang/Badan ertanahan
Nasional

3. Pemerintah Provinsi
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan Keanekar:agana:r Hayati
(Kehatil

13.3 Melakukan soeia.lisasi
KEE dan kawasan
lindung untuk
p€merintahan provinsi
dan kabupaten/ kota

Terselenggaranya
sosialisasi tentang
sosialisaei KEE dan
kawasan tindung untuk
pemerintahan provinsi
dan kabupaten,/kota
penghasil kelapa sawit di
26 provinsi penghasil
keLapa sawit

20t9 2024 Kemeateria!
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

l.Kementerian Pertanian
2.Kernenteian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Manaharr
Nasional

3. Pemerintah Provinsi
4. Pemerintah Kabupaten /Kota
S.Felaku Usaha

Pengelolaan Keanekaragamaa Hayati
(Kehati)

13.4 Meningkatkan jumlah
Forum Kolaborasi
yanS
bertanggungiapa'b
dalorn pengelolaan
KEE dan
keanekaragamaa
havati di ting.kat

Meningkatnya jumlah
Forum Xolaborasi
Pengelotra KEE dan
keanekaragaman hayati
di tingkat provinsi dan
kabupaten penghasil
kelapa sawit yang
memiliki peran secara

2019 - 2024 Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

l.Kementerian Pertanian
2.Kementeian Agraria dan Tata

Ruang /Badan Pcrtanahan
Nasional

S.Badan Restorasi Gambut
4.Pemerintah Provinsi
S.Pemerintah lGbupaten / Kota
6.Pelaku Ueaha

l.Pengelolaan Keanekaragarnan Halrati
(Kehati)

2.Pengakuan Keberadaarr Ma8yarakat
Hukum Adst (MHA), Kearifan Lokal dan
Hak MHA Yang Terkait D€ngan PPLH
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provinsi dart
kabupaten/kota

efektif dari 48 menjadi 83
forum

13.5 Mcningkatkan peran
s€rta pclaku uBaha
perkcbunan kelapa
sawit dalam
rehabilitasi Daerah
Aliran Sungsi (DAS)

Terlaksananya peran
serta p€laku usaha
pcrkcbunar kelapa sawit
delah rehabilitasi Daerah
A1iran Sungai (DAS)

2019 - 2024 Kemertterian
Lingkungan Hidup dal]
Kehutarxan

l.Kementerian Pertanian
2.Kcmdrteian Agraria dan Tata

Ruang /Badan Pcrtanahan
Nasional

3. Pemcrintah Provinsi
4. Pemerintah Kabupaten /Kota
S.Pelal(u Usaha

1. Pcngendalian Pencemaral Dan/Atau
Kerusakan LinBkungan Hidup

2. Penanggulangan Bencsna
3. Penggkuan Kebcradaan Masjrarakat

HukuE Adat (MHAI, Kearifan l,okrl dan
Hak MHA YanB T€rkait D€ngan PPLH

14. Poleturara Pcnccgahaa Kobtlrnl KGbun d.! Ixhrtt
14.1 Membcrikan

dukungan sarana
prasafana untuk
pekebun dalam
p€nerapan Pembukaan
Lahan Talpa Bakan
(PLTB}

Tersedianya aarana
praaarana untuk pekebun
dalam peaerapan
Pembukaan Lahan Tanpa
Bakar (PLTB) di provinsi
dan kabuaten / kota
penghasil kelapa sawit
yang rawan kebakaran
Bccara berketraniutan

2020 - 2024 Kementerian Pertanial

l.Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2.Kementerian Dalam Negeri
3.Badan Nagional

Penanggulangan Beatcana
4.Badan Restorasi Ganbut
s.Pemerifltah Provinsi
6.Pemerintah Kabupaten / Kota
T.Pelaku Usaha

l.Pengendalian dan Penanggulangan
Elencana Featanian

2. Penyediaan dan Peflgembargan
Prass.rsla Pertanian

3. Penyediasn dan Pengembangan Sararra
Pertanian

t4.2 Terscdianya laporan
pemantauan dan eyaluasi
pelaksanaan kewajiban
setiap
perusahaan perkebunan
untuk
pengendalian kebelaran
lehan
dan kebun

2079 - 2s24 Kementerian Pertanian

1 . Kcmenterian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2,Badan Nasional
PenerggulanSan flencana

3.Badm Restorasi Gaabut
4. Pemerintah Provinsi
S.Pemerintah Kabupaten / Kota
6.Felaku Usaha

1. Pence8ahatr, Penalggulangan,
Penyelamatan Kebakamn d.fl
Penyelamatan Non Xebakarar

2. Pengendalian &n Penanggutangan
B€ncana kanian

Meningkatkan
kerjasama Kelompok
Tani Pcduli Api (KTPA)
yang terletak di sekitar
perkebunan kelapa
sawit untuk mcncegah
kebakaran lahan dan
kebun

l.Terbentutrmya KTPA di
sekitar perkebunan
kelapa. sawit

2,Terlaksqnanya kerjasama
perusahaan perkebunan
kelapa sawit dengan
KTPA yang terletak di
sekitar p€rkebunan
kelapa sawit untuk
mencegah kebakaran
lahan dan kebun.

20t9 - 2024 Kementerian Pertanial

l.Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. KeDenterian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan lYansmigrasi

3.Badan Nasional
Penstggulangan Ele[cana

4.Badan Restorasi Gambut
S.Peacrintah Provinsi
6.Fem6intah Kabupaten / Kota
T.Pelaku Usaha

l.Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaian dan
Penyelamatan Non Kebakaran

2.Pengendalian dan Fenanggulangan
ElErlcana Fertanian

Melskukan
pemartauan dan
eYaluasi pelaksanarn
k€wqjiban setiap
Perusahaan
perkebunan untuk
pengendalian
kebakaraa lahan dan
kebun

14.3
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16. Peaurunaa Enlrt Gra &rErh Kaca Sccrra Lttttas Scltor dl Ketua ttan lrtal
15.3 Melakukan

Inventarisasi
8impanan karbon dan
emisi GRK pada
Perusahagn
Perkebunan Sccara
Periodik

Tersedianya laporan
inventarisasi emisi GRK,
baseline, dan target
penurunan emiai secara
periodik

2o2t - 2024

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2.Badan Restorasi Gambut
3. Femerintah kovinsi
4.Peaerintah Kabupaten

/Kota
5.Pelaku Usaha

Pengealdalian Pencemaran dan atau
Kerusakan Lingkungen Hidup

15.5 Menyrsun Reacana
Aksi Mitigasi
penurunan emisi GRK
secara terintegrasi di
perkebunar kel,apa
sawit

TeBedianya r€ncana aksi
mitigaai penurunan emisi
CRK secara terintegrasi
dari perkebunan sawit 202t - 2024 Kementerian Pertanian

1. KerEearterian Lingungan
Hidup dan Kehutanan

2.Badan Re8torasi Gambut
3.Pcmcrintah Pror"inei
4.Pemerintah Kabupatcn/ Kot
S.Pelaku Usaha

Perencanaan Lingkungan Hidup

i5.6 Pelakaanaan aksi
mitigasi, pcmantauan
dan veriEkasi
penurunan emisi GRK
di p€rkebunan sawit

Laporan potensi
perurunan emisi GRK di
perkebunan kelapa sawit

2021 - 2024 Kementerian Pertanian

l.Kementerian Lingungan
Hidup dan Kehutanan

2.Badan RestoraEi Gambut
3. Pemerintah Provinsi
4. Pemerintah Kabupatcn/ Kot
S.Pelaku Usaha

1, Perencanarn lingkungan Hidup
2. Pengendalian Penceoarar dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan

Bcracun (83) dan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (Limbah 83)

4. Penanganan Fengaduan Iingkuagan
Hidup

5. Pengealdalian dan Penanggulalgan
Bencana Pertanian

6. Peningkatsn Pendidikan, Pelatihaa Dan
Penyuluhan Lingkungsn Hidup Untuk
MaEyarakat.

7. Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan
Hak MHA Y Terkait PPLH

16. FoESulIun!, Prtrrpona, d.r VGdAtr.t lUG.3ur.DGrt, Repo fry, end Vedicrtto!/ fRVl Potcart Petruru!.! Eat t GRI( .U FGrtcb[na! Xclspr S.rtt
16.1 Melaksanal€n MRV

potensi penurunan
emisi GRK di
perkebunan kelapa
sax.it

l.Tersedianya l,aporan hasil
MRV potensi penurunan
emisi GRK di perkebunan
kclapa sawit di 26
provinsi

2.Terverifikasinya
penunrnan emisi di
perkebunan kelapa sawit

2o2t - 2024 Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

l.Kemcnterian Pertanian
2.Badan Restoragi Gambut
3.Pemerntah Provinsi
4.Pemerinroh Kabuoaten / Kota
S.Pelaku Usaha

1. Pengendalian PenceEraran dar/atau
Kerusakan Lingkungan

2. Pengendalian Ba}ran Berbahaya Dan
Beracun (83) dan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracrrn (Limbah El3)

76.2 Merlirrgkatkan
kapaeitas sumber daya
manusia (SDM) dalam
penurunan emisi GRK

Tersedianya SDM yang
melailiki kompetensi
melakukan pengukuran
emisi GRK

2o2t - 2024 Kement6ian
I -ingl$'agan Hidup dan
Kehutanan

l.Kementerian Pertanian
2.Badari Restorasi Oambut
3.Pemcrntah kovinsi
4, Pemerintah Kabuoatcn,/ Kota
S.Pelaku Usaha

Peningkatafl Pendidikan, Pelatihen Da,l
Perrgrluhan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

Kementerian Pertanian
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17, Pcnan&rtra LtEbsh KcLD. s.wlt uatu} PcdDgt t![ R![tal lItht Eloronl
r8.1 Melaksanakan kqjian

studi kelayakan
t€ntang p€dEanfaatarl
limbah padat dan
limbah cair kelapa
sawit untuk berbagai
kepentingan

Teraedianya hasil kajian
dar berbagai
pengetahuan tentang
tata care pemanfaatan
limbah untuk berbagei
kcpentingan

2019 - 2022 Kementerian PertErriarr 1 -Kernenterien Koordinator
Bidang Perekonomian

2. Kcm€nterian Energi dan
Sumber Daya Mineral

3.Kementerian Ungkungan
Hidup dan Kehutanan

4.Badal Pengelol,a Dana
Perkebuan Kelapa Sawit

l. Rnelitian dan Pengembeagan Daerah

2. Fenyuluhan Pel'taldaD

IV, BoDpoactr Trtr Kclole FcrlcEua.! .le! Itrrn.'gratu &ngLGt
18. Fercctntra rctllarl Lcsqllbaa pcrurehern drhrn nemhrlllt lle4liaffsrl tcburr tcllpl rertt bcrtohqlutea trd mr$nnlrt
20.1 Mels-l(ukan revicw

terhadap regulasi
faailita.si p€mbangunan
kebun kelapa sawit
masJrarakat

Tersedianya rekqnendaai
perbailen atau
per, yempumaan rcgulasi
fasilitasi pembangunan
kebun kelapa sawit
masyaiakat;

20t9 - 2o2L Kementerian Pertanian l.Kemerterian Agraria dan Tata
Ruang/Badan FertanahaD
Nasional

2,Kemcnterian Ltrgkuugan
Hidup dan Kehutanan

3.I(emcnterian Dalam Negeri
4.Pcmerntah hoeinsi
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota
6.Pdaku Usaha

l. Perizinan Usaha Pcrtanian
2. Feagendalian lzin Usaha Induetri

19. foLtut n Pe!rtr9.!.r.G!Jt t8 Lhrrt pcrtobE[rr tohpr ravlt dl EtEr..n APt
21.1 Membentuk tim

mediaai penangana:n
sengketa lahan dan
melakukan pelatihan
mediaei dalam
penangana.tl sengketa
lahan perkebunan
sat it di kawasan srca
penSgunasn lain

l.TerbentuJoya tim
mediasi pnanganan
sengkcta lahan
perkebunan sawit di
kawasan area
penggunaan lain.

2.Tcrsedianya tim mediasi
yang memiliki
kernampuan dalam
pearanga.lan seagketa
lahen

2020 - 2024 l. Kementerian Pertanian
2.Kemcnterian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Pemcrintah Provinsi
5. Pcmerintah Kabupaten/ Kota

l. Penalganan KonIlik, Sengkcta darr
Perkara Pertanahan;

2.Pengakuan Kebcradaan Maayarakat
Hukum Adat (MtlA), Kearifan Lokal darl
Hak MHA yang tertait dergafl PPLH

2t.2 Melakuksrr
penanganan s€ngkcta
lahan melalui mediasi

hasil
sengkela

perkebunan keLapa
t

2020 - 2024 Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Bad{r

l.Kemcnterian Pertanian
2.Itumenterian Lingkungaa

Hidup dan Kehutanan
3. Kemearterian DaLam Negeri
4.Pcrneriotah Provinsi
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota

1. Penanganan Konflik, Sengketa dan
furkara Pertanahan;

2, Pen5relesaian S€ngketa Tanah Garapan;
3. Pengakuan Keberadaan Masyarakat

Hukum Adat IMHA), Kearifan Lokal dan
Ha& MHA yang terkait dcngan PPLH;

4. hnyelesaian Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah Untuk Pembangunan;

5, Fenyuluhan Fertanian;

Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan
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. Penyediaan dan Peng€mbangan Sarana
Pertanian

20. Pc[lrelcrrla! stetur Lhr! tcLDa trrtt tcrlndlla3l ddrn Karalrn hutr!
22.1 Menyelesalkan status

lahan usaha
perkebunan kelapa
sawit yang terindikasi
dalam kawasaa hutan

f ersele8aikarmya status
lahan usaha p€rkebunan
kelapa sawit yang
terindikaei dalam
kawaaan hutan

2019 - 2024 Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

1. Penyelesaian Sengketa Tarah Garapan;
2. Pengakuar Keberadaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), Kearifan l,okal Dan
Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

3. Penanganan Konllik, Sengketa Dan
Pcrkara Pertanahan

4. Pcnetapan Tansh Lnayatnon Menyelesaikan
keterlanjuran kebun
kclapa sawit
masyarakat di dalarD
izin pernanfaatan
hutan tana.Earr

Terselesaikannya
keted.anjuran kebun
kelalra sawit masyarakat
di dalam izin
peEanfaatan hutatr
tarraman

2019 - 2024 Kementerian
Lingkungar Hidup dan
Kehutanan

I .Kemerterian Pertadan
2, Kcme[terian Agraria drn Tata

Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional

3.Pernerintah Provinsi
4,Pcmcrilrtah KabuDaten / Kota

1. Penyeleeaian Scngkcta Tanah Garapan
2. Program Pe'nanganan Konflik, Sengketa

Dan Perkara Pertanahan

22.3 Melaksanakan
pendataan lahan
perkebunan kelapa
sawit masyarakat ya'rg
terindikasi dalam
kawassn hutan

l.Tascdianya data lahan
kebun kelapa sawit
masyarakat yang
trindikasi dalam
kawasan hutan

2.Tersedianya peta
indikatif dan
lrrmaealahan lahan
kcbun kelapa sawit
rnasyarakat yaDg
terindikasi dalam
kawasan hutan

3.Teraedianya database
dan hasil verifikasi data
lcebun kelapa sawit
masyarakat yang
terindikesi dalam
kawasan hutan

2019 - 2024 Kementeria-rr
Ungkungan Hidup dan
Kehutanan

l.Kementerian Pertanian
2. Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional

3, PcEerintah Provin8i
4. Pemerintah Kabupaten / Kota

l.Penyelesaiarr Sengketa Tanah Carapan;
2.Pengakuan Keberadaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Da-n
Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;

3.Penanganan Kon lik, S€ngketa Dan
Perkara Pertanahan;

4.Penetapan Tanah Ulayat

lehrahhu tgell strtua tost!.lltd delan Keraren Hnta! d.n21.
23.1 Melakukan legalisasi

kebun dalam rangka
reformasi agraria
sebagai tindak lanjut
penyelesaian status
perkebunan yang
terindikaei dalam
kawasan hutan

Terbitnya s€rtifikat hasil
legalisasi lahan dalam
rangft a refonnasi agraria
sebagai tindak laqjut
pcnyeleaaian statuB
perkebunan yang
terindikasi dalam kawasan
hutan

2020 - 2024 Kementerian Agraria
dan tata Ruang/Badan
Fertanahan Nasional

l.Kementerian Pertanian
2.Kementerian Lin gkungarr

Hidup dan Kehutanan
3 -Kementerian Dalam llegeri
4. Pemerintah Provinsi
5. Pemerintah Kabupatea/ Kota

1. Pemerintahan dan KesEahteraan Rakyat
2. Penanganan Konflik, Sengketa dan

Perkara Pertanahan

l,Kementerian Pertanian
2. Kcrnenterian Agraria dan Tata

Ruang/Bsdan Pertanahan
Naeion€l

3,Pemerintah hovinsi
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota
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Melakukan legalisaai
lahan dalam ralgka
rcforma agraria sebagEi
tindak lanjut
penyelesaian sengketa
lahan perkebunan
kelapa sawit

Terbutnya 8ertifikat hasil
legaliEa.si lahan dala.m
rangka refonDa agraria
sebagai tindsk lanjut
penyelesaian sengketa
lahan perkebunan kelapa
sawit

2020 - 2024 Kementerian Agraria
dan tata Ruan&/Badan
Pertanahan Naaional

l.Kement€ri€n Pertanis-n
2. Kemearterian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
3,Kementerian Dalam Negeri
4. Pemerintah kovinsi
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota

1| Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

2. Penanganan Konllik, Sengketa dan
Perkara Pertanahan

3. Penetapan Tanah Ulayat

Zir. Fctet!.nun R.vlcs Rcgultl dsE DlrcDltraal tGrlalt PanErwats! rtra PcLb.lra! SLtca K3 alr[' Janro*tcl
2s.2 Mcningkatkan kualJtac

kader norma
ketenagakerjaan dan
ahli K3 pada
perkebunan kelapa
sewit

Terselenggaranya
pendidikan .lFn pelatihan
kader norma
ketenagakerj aen dan ahli
K3 pada pcrkebunan
kelapa eawit secana berkala
d 26 provinsi penghasil
kelapa sawit

2020 - 2024 Kementerian
Ketenagakcrjaarr

1 . KeEearterian Pertsnian
2. Pemerint€h ProvinEi
3. Pemerintah Kabupaten/ Kota
4.Pelaku Usaha Penempatan TenaSa Kcrj a

25.3 Meningkatkan
sosialisasi dan
dircminasi regulasi
kepada peruaahaan
dan lrckebun kelapa.
sawit, melputi;
p€nyampaiafl dan
penangafran
permasalahan K3 serta
jaminan aosial
ketenagakeriaan

Terlakeananya sosialisaei
dan diseminasi regulasi
kepada perusatraan dan
pekebufl kel,apa sawit,
melputi: pcnyampaian dan
penangansn
pcrmasalahakn K:I s€rta
jaminan aosial
ketenagakerjaan s€cara
berkala di 26 provinsi
pendrasil kel,apa 8ax'it

20L9 - 2024 Kementerian
Ketenagakcrjaan

1 . KeBenterian Perterrirr!
2.Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial
Ketelagakerjaan

3. Pcmerintah hovinsi
4. Pemerintah Kabupaterr/ Kota
S.Pclaku Usaha

Hubungan Industrial

25.4 Pengawasan
pelaksanan regulasi,
meliputi: K3 dan
jaminan eosial
ketenagakedaan untuk
usaha perkebunerr
kelapa sarrit

Terlaksanan;ra pengawasan
petaksanan regulasi,
meliputi: K3 d'n jaminan
sosial ketenagakerjaan
untuk usaha p€rkebunan
kelapa sawit pada 26
provinsi penghasil kelapa
aawit secara berkala

2019 - 2024 Kementerian
Ketenagakerjaan

l.Kementeria.n kanian
2. Badan Perr.yelenggara

Jaminan Sosial
Keteaugakerjaan

3.PerEerintsh Provinsi
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota
S.Pelaku Usaha

l- Hubungan Industrial
2. PengawaBan Ketenagakerjaan

etrategi komunikasi di
tingkat n{sional,
provinsi,dan
kabupaten/kota

Tercedianya p€ta jalan
8tr-ategi komunikasi di
tingkat narional, provinei,
dan kabupaten /kota

2020 - 2023

V. Dutqryrn PrrcGpatJr PcLb.lrrn Ae tat$l ISPO drtl pctrlngF.t t AbG3 h.tr ho.lEt Eorrlr. grrtt
23. Pelel aaen rorlalbed ISPO untut tc nrslond
26.1 Menyusun peta jalan l. Kementerian

Perdagangan
2.Badan

Stendardisesi
Nasional

3-Pcmerintah
Prpvinsi

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kementerian Pertanian
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4,Pemerintah
Xabupaten/Kota

S.Pelaku Usaha
26.2 Meningkatkan frekuensi l.Meningkatnya jumlah

para pihak yang
memahami pentingnya
sertifikasi ISPO

2. Meningkatnya juElah
pemsahaan dan pekebun
yang mendapat sertifrkat
ISPO

2019 - 2024 Kementerian Pertanian !.Pemcrirtah
kovinel

2.Pemerintah
Kabupatcat/Kota

3.Pelaku Usaha

sosialisasi sistem
sertifftasi ISPO

Penlruluhan Pertanian

24. Pcrco rcruntrtl IEPiO ultut dan
27.1 Meningkatnya juElah

pekeburo yang memenuhi
syarat untuk Bendapatkan
sertifikasi ISPO

2019 - 2024 Kementerian Pertanian l.Petnerintah
Provinei

2.Pemcrintah
Kabupaten/ Kota

3.Pe1aku U8aha

l. Fenyuluhan Pertanian
2. Pcnyediaan dan Pengembangan Sarana

Pertanian
3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan

Us$a Mtkro (UMKM)

4, Program Perrgembangan Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dal Usaha Milro (UMKM)

5. Pemberdayaan dan Perlindungan Kolrerasi.
Pro gram Fenyuluhan Pertaniatr
kogram Pearyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian
Progra,rt Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
dan Usaha Milro (UMKMI
Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kccil,
dan Usaha Milso (UMKM|
Program Femberdayaan dan Pedindungan Koperaai
Program Ferizinan Usaha Pertaniarr
kogram P€ngehbangan Iklim Penanaman Modal

27.2 Meningfutkan jumlah
dan kapasitas Petugaa
P€dlai Usaha
Perkebunan (PUP) dan
dana Pemerintah
Daerah untuk proses
penilaian kebun sebagai
pra8yarat mendapatlan
setilikat ISFO

1 . Meningkatnya jumlah
dan kapastas PUP dan
dana di daerah untuk
pelaksanaan penilaian
ueaha perkebunan

2. Meningkatnya jumlah
kebun yang sudah
mendapatkan pcnilaian
kelas kebun

2019 - 2024 Kementerian Pertanian l Peherintah
Provinsi

2. Fen€rintah
Kabupaten/Kota

3. Pel,aku Usaha

1, Penlmluhan Pertanian
2. Penyediaan darl Pengembangan Sarana

Pertanian

27.3 Merryueun panduan
kemitraan aDtara
P€russhaatl dan
pekebur untuk

Tersusunnya panduan
kemitraan antara
pefusahaan dan pekebun

2020 - 2022 Kementerian Pertanian l.Pemerintah
&ovinsi

2.Femcrint h
Kabupaten/ Kota

1. Perizinal Usaha Pertanian
2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3. kngembangan lklim Penanasran Modal

Melakukan
pendampingan
/peoyuluhan bagi
p€kebun ultuk
pcmerruhan sertilikasi
ISPO
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memperoleh sertilikasi
lsPo

untuk mendapatkan
sertilikasi ISPO

27.4 Menyelenggarakan
pelatihan ISPO untuk
petugas di provinsi dar:r
kabupaten/kota

Meningkatnya jumlah
petugas pendamping
untuk sertifikasi ISPO

20t9 - 2024 Kementerian Pertanian LBadan Pengelola
Dana Perkebunan
K€lapa Sewit

2.Pemcrintah
Provinsi

3.Pemerhtah
Kabupaten/ Kota

4.Pclaku Usaha

Penlruluhan Pertanian

27 .5 Membentuk kelompok
kerja scbagai wadah
informasi dan
konsultasi ISPO

Terbentuknya kelompok
kerja sebagai wadah
inforgrasi dan konsultasi
ISPO

2019 - 2022 Kementerian Pertanian l'Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

2,Xementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

3.Badan
Stahdardisasi
Nasional

4.Badao PenSelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit

Penyuluhan Pertddan

26. Ponyelcagraraaa dtplonuL pmuocl dra rdvotarl nrcrrqlu tcbcrterlmera ISFO olch D.xr lntcrlerlorrst
28.1 Menyelenggaral(an

promosi darr advokasi
menuju kebersamaan
ISPO di tinskat
intemaBional

Terselenggaranya promosi
dan advokasi menuju
kcbersams€n ISPO di
tingkat internasional

2020 - 2024 Kementerian
Ferdagangan

l. Kementerien Luar
Negcri

2. Kementerian
Pertanian

3. Kementerian
LinSkungan
Hidup darr
KehutEnerr

4. Badan
Standardisa.si
Nasional

5. Badan Pengelola
Dana Perkebunaa
Kelapa Sawit

6. Felaku Usaha

l.Pengeoebangan Ekopor

2.Pcnggunaan dan Pemasaran koduk Dalam Negeri

S.Promosi Penanaman Modal
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I:mplran 2. tatrtle Rencana Atsl Daorah PetLcbunan Kelrpr Sarlt BerlcllnJutea Kabupaten Acoh Utara
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OPD PlhllEar OPD/Xttra KcrJl

Fcatutqrg Pcabtryrraxfit4 2U2S xxr6
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I
@anEan Sarana Pertanian

1.1 Pengawaaan Penggunaan
Sarana Pertanisn

Pengawassn Fenggunaan
Ssrana Fendukung Pertanian
Sesuai Dengan Komoditas.
Teknologi dan Spesitrk Lokari
- Pemutakhiran data base

perkebunan keLapa sawit
dengan melakukan pendataan
pekebun di 23 kecamatan
lokasi perkcbunan kel,apa
sawit

Identifikasi dan pendataan
kelompok yang diciapkan
untuk pend,ampingan
gertifikaei ISPO

Temedisnya data bas€ pekebun di
23 kecamatafl lokasi perkebunan
kelapa sawit dan album peta
berbasis geospatial di Aceh Utara

Dinae Perkebunan,
Petemakan dart
Keaehatan He$,an
(Disbunnakkeswan)

Disbunnakkeswan

l.Dinas Pertanian
dan Pangan
(Dietaopan)

2.Dinas Komunikasi,
lnfofllatika dan
Persandian
(Diskomidosan)

3.Bada.o
Pereacanas.rr
Pembangunan
Daerah (Bappeda|

4.Badan hrsat
Statistik (BPS)

s.Badan Pertanahan
Nasional (BPN)

6.Dinas Pertenahan
T.lcmbaga Swadaya

Masyarakat (LSM)
l.Di8tanpan
2. Diskominfogan
3.Bappcd,a
4.BPS
5.BPN
6.Dinas Pert{rnahan
7.LSM

l. APBK
r APBA
. Mitra ketja

pendukung

. APB(

. APBA

. Mitra keda
pendukung

Pengawaaan Penggunaan
Juklak dan Juknis
Pendataan Ferkebunan
Kelapa sawit di 23

Tersedianya Laporan
Peargawas€n Penggunaan Juklak
dan Juknis Fefldataan
Perkebunan Kelapa Sawlt di 23

Disbunnakkeswan l.Dinas Pekerjaan
Umum d€r}
Pcnataafl Ruang
(DinaE PUPRI

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

PoatErt I D.tr lht.t Fcrlctufltt llchpl 8t'lt untul Dutungaa Trta Kllolr PcrtcDu!.a Flg lrblL BalL

Tersedienya data dasar kelompok
yang akan didampingi untuk
merrerapkan sertifikasi I SPO
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kecamatan lokaai
perkebunan keLapa sawit.

kecamatan lokasi perkebunan
kelapa sawit.

2.BPN
3.Dinas Pertanahan
4.Dinas Perdagangan

lndustri, Kop€rasi
dan Usaha Kecil
Mcnengah
(Disperdaginkop
UKM)

S.Dinae Lingkungan
Hidup dan
Keb€rsihan (DLHK)

6.BPS
7.LSM

Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
,l , Survei, Pengukuran dan

Pernetaan Tanah Instansi
Penerintah, Swasta, dan
Masyarakat GaEpong

Survei dan Pengukuian Tanah
Hak Milik Masyarakat dan
Pembuatafl Peta t kasi Tanah
Hak Mitik masyarakat gampong

- Survei dan Pengukuran
Tanah Hak Milik Masyarakat
dan Pembuatan Peta Lokasi
Tanah Hak MiUk masyarakat
gampong di. kawasan
pengembangan perkebunan
kelapa Eawit

l) Tersedianya dokumen laporan
hasil survei dan pengukuran
tanah hak milik masyarakat

2) Tersedianya Peta Lokasi Tanah
Hak Milik Masyarakat di
kawasan pengembangan
perkebunan kelapa sawit

Dinas Pertanahan 1 . Disbunnakkeswan
2.Dinas Pertanahan
3.Bappeda
4.DLHK
5.BPN
6.BPS
7. Diskominfosan

. APBK
o APBA
o Mitra kerja

pendukung

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Peayelenggaraan Statietik
Sektora.l di Lhgkup Daerah
Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinlconisasi
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisig dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data
Statistik S€ktoral untuk
komoditas kelapa sawit

JurEl.ah Dokumen Koordinasi da]l
Sinkronieasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analieis dan
DiseGinasi Data Statistik
Sektoral untuk komoditas k€lapa
Bawit

BPS l.Bappeda
2. Disbunnakkeswan
3.Distanpan
4. Disperdaginkop

UKM
S.Diskominfossn
6.Dinas PUPR
7.BPN
S,Dinas Pertarahar
9.DLHK
lo. LsM

. APtsK
O APBA
o Mitra keda

pendukung

Membangun Metadata Statistik
Seldoral

Diebunnakkeswan 1. Diskominfosan
2.BPN

. APBX

. APBA

1.3.
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- Membangun metadata p€rsil
keburr

Tersedianya database kebun per
p€rsil

3.Dinas Pertanahan
4.LSM
S.Pelaku Us$a

. Mitra keda
pendukung

Progrsm Pengeardalian Pencemaran dan/atau Kerlsal(an Lingkungan
1.4. P€ncegahan Pencerzur:ac

dan/atau Keruaakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Pelaksanaaninventarieasi GRK
dan penyusunan prolil emisi
GRK pada Pelaku Usaha
Perkebunan

Tersedianya dokumen data
inventarisasi GRK dan prolil
emiei GRK pada Pelaku Usaha
Perkebunan

l'Bappeda
2.Dinas PUPR
3 . Disbunnakkeswan
4.Bedan

Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD}

s.Bagian Kesatuan
Pema[gkuan Huta!
(BKPH}

6.Univesitas
7.LSM

. APBK

. Mitra kerja
pendukung

o Sumber
l,ainnya

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaaan Moda.l
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinal dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
pada tingkat
Kabupetear,/ Kota

Pengol,ahan, Penyqiian dan
Pemanfaatan Data dan
Informaei Perizinan dan Non
Perizinan berbasis Sistem
Pelayanan Ferizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

- Pengolahan, Penyqiian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dart
Non Perizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
B€rusaha Teriategrasi
secara Elektronik untuk
perkebunan kelapa sawit.

Tersedlanya Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
untuk perkebunan kelapa sawit
Elerbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berussha Terintegrasi
secara elektronik yang diolah,
dikAii dan dlmanfaatkan sesuai
dengan Juklak dan Juknis yang
bcrlaku.

lDinas Penanarnarl
lMoaat,rraosm'igrasi
ldan Tenaga Keda
l(DPMTransnaker)

1 . Disbunnalkeswan
Dinas PUPR

3.BPN
4.Dinag Pertanahan
5. Disdaginkop UKM
6.DLHK
7.BPS
8.LSM

. APBK

. APBA

. Mitra keda
pendukung

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
t,6 Pengelolaan E - gouemnenl d\

Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah

- Pengelolaan Pusat Data
Pemerintahan Daerah untuk Ad€nya Pusat Data Pemerintahan

Diskominfosan l.Disbunnakkeswan
2.Anggota Tim

Pembina
Pembangunan

. APBK

. APBA

. Mika kerja
pendukung

DLHK

1.5.
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p€rkebunan kela!,a sawit
b€rkelarjutan

Daerah untuk p€mbangunsn dan
pentenbangan kelapa sawit
bcrkelanjutan

Perkebunar Daerah
(TPBD}

3.Bapped.a
- Pembuatan Aplikasi E-STDB Tersedianya platform aplikasi e-

STDB yang dapat diakseg
pekebun, Pelaku Usaha, para
pihak terkait dan publik.

Diskominfosan 1. Disbunnakkeswan
2.Anggota TP3D
3.Bappeda

. APBK

. APBA
o Mitra kerja

pendukung

2, PGE iclondlrrrn Infornr.l ccolpr.t l TGDatlL IIOTI TEtutrtr! Kcbur KGhF Arrtt
Progam Penyuluhan Perta[ian

2.1 Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian

Penyediaan dan Peningkatan
Kapasitas Penyrluh P€rtanian
- Melakukan pelatihan

fasi[tator pemetaan
partisipatif bagi OPD terkait,
Pelaku Usaha, Bitra dan
masyarakat di lokasi
psrkebuna.n

Tersedialya fasilitator pemetaan
partisipatif sebaSai pelaksana
teknis kegiatan pemetaan
partisipatil di Aceh Utara

./ Disbunnakkeswan l.Distanp€n
2.DiskominfoBan
3.Bappeda
4.BPS
5.BPN
6.Dinas Pertanahan
7.LSM

. APBK

. APBA

. Mitra keda
pendukung

Pen gembangan Kapasita8
Kelembagaan Petani di
Kecamatan dan Desa
- Melakukan peEetaan

partisipatif di lokasi
perkebunan kelapa sawit
ralVat

Tersedianya Peta Spatial Lokasi
perkebulan kelapa sawit ralg/at
melalui pemetaan partisipatif

J Disbunnakkeswan l Distanpan
2.Diskominfosan
3.Bappeda
4.BPS
5.BPN
6.Dinas Pertsrahan
7.LSM

o APBK
o APBA
. Mitra kerja

pendukung

Progam Ee4lrelenggaraan Statistik Sektora.l
2.2 Penyelenggaraan Statistik

Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupatetr,/ Kota

Membangun Metadata Statistik
SeldoraI
- Membangun metadata pcrsil

kebun
Tersedianya database kebuD. per
per$il

J Disbunnakkeewan 1 . Diskominfossn
2.BPN
3.Dinas Pertanahan
4.LSM
S.Pelaku Usaha

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

Program Pengernbangan lklim Perranarnan Modal
2.3. Pernbuatsn Peta FotenBi

lnvestasi Kabupaten/ Kota
Pemutalhiran data poteosi
investasi daerah pada SisteE
PIR (Potensi Investasi Regional)

Jumlah kecamatan penghasil
kelapa sawit yang telah
melaksanakan pemutakhiran
data potensi invsstasi

DPMTransnaker 1. Disbunnakkeswan
2.Distanpan
3.Dina8 PUPR
4.BPN
s.Dina8 Pertanahan

o APBK
. APBA
. Mitra kerja

pendukung

3
Program Pen]'uluhan Pertaniar

Wsktu Pehbanaan

I!.nl'lglat ! So.l.$lr.t Rcguted iha K.bUaL.! lGrbtt Urah. Fcrlr.buru LelaF 8.wlt Bcrl.trdutra b.gt Pckcbua dan Pemugh fcpGrtlsgu L.lruy.
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3.1 Pelalsgnaan Penyuluhan
Pertanian

Diseminasi Informasi Teknis,
Sosial, Ekonomi dan Inovaei
Pertqnian
- Sosialisasi Regulasi dan

Kebijakan Terkait Usaha
Perkebuna.n Kelapa Sawit
B€rkelanjutan bsAi Pekebur
dan Pemangku Kepentingan
Lainnya

Adanya dokumen laporan
pelaksanaan sosialisasi
peraturan dan kebijalan yang
terkait dengan usaha
perkebunan keLapa. sawit
berkelanjutan kepada OPD,
mitra p€meintah dan pelaku
usaha perkebunan di 23
kecamatan loka8i perkebunan
kelapa sawit

.l Disbunnakkeswan 1. BaAian
Ferekonomian
Sctdakab

2. Bagian Hukum
Setdalab

3. Bappeda
4. DiBtanpan
5. Disppdindagkop

UKM
6, DinaE Pertanahan
7. DPMkansnaker
8. BPN
9. BKPII
10.LSM
1 l.Uoiversitas
12.Pelaku Usaha
l3.Asosiasi Pegusaha

Sawit

L APBK

l. anee
l. Mitra kerja

pendukung

4. Ilcnr.glatr! Slacrgl aEtat Pcrragtrt D.cnh ttelea HuDungraayr deagen Ueehe Pettebur.! I(GLF Sarlt
Program Koordinasi dan Sirlqonisasi

4.1. Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Perearcanaan Pembangunan
Daera-h Bidang SDA
- Koordinasi fim Pelaksaaa

Daerah (IPD) Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutaro
B€bagai Pusat Koordinasi
Perkebunan Ketrapa Sawit
Aceh Utara

Tersedianya dokumen hasil
Koordinasi Tim Pelaksana Daeralt
(IPD) Perlrcbunan Kelapa Sawit
B€rkel,anjutan srbagai Pu8at
Koordinasi Perkebunan Kelapa
Sawit Aceh Utara

Disbunnakkeswan l.Anggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4,BKPH
s.OPD terkait
6.LSM
7. Universitag
S.Pelaku Usaha

. APBK
o APtsA
. Mitra kerja

pendukung

Koordinasi Perencanaan
Bidang Infra$truktur da,r
Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaart
Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembai8unao
Daerah Bidang Infrastrukhf

Tersedianya dokumen hasil
koordinasi dan sinkronisasi
lrcrenca[aan Bidang
Infrastmktur dan Kewilayahan
dalam RKPD, khueusnya pada
wilayah pusat produksi kelapa
sawit.

Bappeda 1-ADggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

Progam Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Linelsungar
4.3. Pencegahan Pencernaran Koordilasi, Sinlconisasi dan

WalEt[ Pel8trararn
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dan/atau Kerusakaa
Linglungan
Hidup Kabupaten/Kota

Pelaksanaaa Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan lklim
- Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Peagendalian
Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan lklirn pada Pelaku
Usaha Perkebunan Secara
Periodik

Adanya Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Inventarisasi Gas Rumah Kaca
dari Sektor Ungfiungan Hidup
yang dilaksanakan pada Pelaku
Usaha perkebunan per tahun.

{ ./ { DLHK l.Bappeda
2.Anggota TP3D
3.Disbunnakkeswan
4.BPBD
5.BKPH
6.Univesitas
7.LSM

o APBK
r Sumber

Lainnya

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pencegahan
Pencerrraran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap media
Tanah, Air, l-trdara dan taut

Tersedianya Dokumen Uji
Kualitas Lingkungan Hidup
Terhadap MediaTanah, Air, dan
Udara di kawasan perkebunan
kelapa sawit

{ .J { DLHK l. Bappeda
2. Dinas PUPR
3. Disbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas
7. tsM

o APBK
o Sumber

Lainnya

4.4. Pemulihan Pencesraran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Ifuta

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penghentian Sumber
Pencemaran

Jumlah Dokumen Hasil
Kordinaei dan Sinkronisasi
Penghentian Sumber Pencemaran

{ .J ./ DLHK L Bappeda
2. Dinas PUPR
3. Disbunnakkeswan
4. BPtsD
5. BKPH
6. Univesitas
7.I"SM

' APBK
o Sumber

lainnya

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Rehabilitasi

Jumlah Dolorrnen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaon Rehabilitasi

{ ./ { DLHK l. Bappeda
2. Dinas PUPR
3. Disbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas
7. I,SM

r APBK
o Sumber

Lainnya

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Restorasi

Jumlah Dokurnen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Restorasi

{ { .J DLHK l.Bappeda
2.Dinas PUPR
3.Disbunnakkeswan
4.BPBD
5.BKPH
6.Univesitas
7.LSM

r APBK
r Sumber

L,ainnya

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perernpuan

Ifo
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4.5. Pemberdayaan Peretnpu an
Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perernpuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi

Jumlah pengelola organisasi
kemasyarakatan / profesi/ dunia
usaha /media yg mengikuti
peningkatan kapasitas dalam
rangka peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik,
hukum, sosial dan ekonomi

{ "/
./ Dinas Sosial Pernbe

rdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

l.Anggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH

I APBK
o Mitra Kerja

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dan
Politik, llukum, Sosial dan
Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat
yang Mendapat Advokasi dan
Pendampingan Kebij akan
Peningkatan Partisipasi
Peretnpuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/ Kota

./ { "/
Dinas Sosial Pembe
rdayaan
Perempuan dan
Pedindungan Anak

l.Anggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH

r APBK
o Mitra Kerl'a

Profam Pengendalian lzin Usaha Industri
4.6. Penerbitan lzin Usaha

Industri [UI), Izin Perluasan
Usaha lndustri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan Berusaha seldor
perindustrian yang menjadi
kewenangan Kabupaten,/ Kota

Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan terhadap Perizinan
Benrsaha industri dengan skala
usaha Industri Kecil dan
Industri Menengah sepanjang
merupakan Penanaman Modal
Dalam Negeri dan selain bidang
usaha tertentu yang menjadi
kewenan gan pernerintah pu sat

./ { ./ Disperdaginkop
UKM

l.Disbunnakkeswan
2.DLHK
3.Dinas Pertanahan
4.BPN
S.Dinas PUPR
6.DPMTransnaker
T.BagSart Hukum

Setdakab

I APtsK
o Mitra Kerja
o Sumber lain

yang tidak
mengikat

Program Pembinaan dan Pengawasan telhadap I{4ling&qlrSq4jC4 i44 perlinr4ungqqr dan pengelolaan lingkungan hidqp (PPLHI

4.7. Pengelolaan, Pernbinaan dan
pengawasan terhadap usaha
daa /atau yang kegiatan izin
ligfuungan dan izin PPLH
diterbitkan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota

Koordinasi dan singlrronisasi
pengawasan

Junrlah koordinasi dan
singkronisasi pengawasan
sebanyak 4 kegiatan
usaha/Pelaku Usaha
perkebunan kelapa sawit

{ ./ .J DLHK l.Disbunnakkeswan
2.DPMTransnaker
3.Dinas PUPR
4.BKPH

r APBK
o APBA
r Mitra kerja

pendukung

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanagran Mqd4
4.8. Pengendalian pelaksanaan

p€nanaman modal yang
menjadi kewenanganan
kabupaten/kota

Koordinasi dan sinkronisasi
pemantau an pelaksanaan
penanaman modal

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi dan Sinlrronisasi
pemantauarx pelaksanaan
penanaman modal

{ { ./ DPMTransnaker l.Anggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH

o APBK
r APBA
o Mitra kerja

pendukung
Pronram Pengembansan Iklim Penanaman Modal
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4.9 Fasilitasi Rencana Hilirisasi
Investasi Strategis di Wilayah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pen5rusunan Rencana
Hilirisasi Investasi Strategis di
Wilayah Kabupaten / Kota

Jumlah Dokurnen Rencana
Hilirisasi Badan Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit

./ DPMTransnaker l.Disbunnakkeswan
2.Anggota TP3D
3.LSM
4.Universitas
S.Pelaku Usaha

r APBK
o APBA
r Mitra kerja

pendukung

Progam Perekonomian dan Pembangunan
4.10. Femantauan Kebijakan

Sumber DayaAlam
Koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebif akan pertanian,
kehutanan, kelautan, perikanan
dan perkebunan

Jumlah dokumen hasil
koordinasi sinkronisasi, dan
evaluasi kebdakan guna
rnendukung pelaksanaan
program dan kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan di Aceh Utara yang
diselenggarakan oleh Tim
Pembina Pembangunan
Perkebunan Daerah (IP3D)

't/ { "/ Bagtan
Perekonornim
Setdakab

l.Disbunnakkeswan
2.Dinas PUPR
3.Dinas Pertanahan
4.DLHK
5.Bappeda
6.Bag Hukum
T.Universitas
8.LSM
9.Pelaku Usaha

o APBK
r Mitra keda

pendukung
r Sumber lain

yang tidak
mengikat

Program Penatagunaan Tanah
4.11 Penggunaan Tanah yang

Hamparannya dalam satu
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi Pemetaan Zona
Nilai Tanah Kewenangan
Kabupaten/Kota.

Jumlah dokumen koordinasi dan
sinkronisasi untuk menetapkan
zona nilai tanah sebagai dasar
pelayanan informasi nilai tanah
dan pelayanan pertanahan
lainnya.

{ { .J Dinas Pertanahan l.Disbunnakkes\ran
2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.DPMTransnaker

o APBK
o Mitra kerja

pendukung
r Sumber lain

yang tidak
rnengikat

5. F.[b.qhhn tlE FlLb.n D..nh drLD D.Dtlt fidr[ raultl-Pll.t &l.F 8.rlt lcrt lqrtrt ! dt Tbal.t xrbtrFt dxot lbogh..[ f.f.F t rn
Prograrn Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertnnian

5.1. Peagawasan Pengunaan
Sarana Pertanian

Pengawasan Fengunaan Sarana
Pendukung Fertanian sesuai
dengan komoditas, teknologi
dan spesifik lokasi

- Pembentukan Tim Pen5rusun
RAD KSB Kabupaten

Terbentuknya Tim Penyusun RAD
KSB Kabupaten yang ditetapkan
dengan SK Bupati

\,
Disbunnakkeslwan l.Anggota TP3D

2.BKPH
3.BPN
4.LSM
S.Universitas
6.Pelaku Usaha

o APBK
o APtsA
r Mitra kerja

pendukung
r Sumber lain

yang tidak
mengikat

- Pen5rusunan RAD KSB Aceh
Utara

Tersusunnya RAf) KSB Aceh
Utara yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

./ Disbunnakkeswan l.Anggota TP3D
2.BKPH
3.BPN
4.LSM

r APBK
r APBA
o Mitra kerja

pendukung
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S.Universitas
6.Pelaku Usaha

r Sumber lain
yang tidak
mencikat

- Pembsntukan Tim Pelaksarta
Daerah FPDI RAD KSB
Kabupatefl

Terbentuhxya Tim Pelakssna
Daerah (IPD) RAD KSB
Kabupaten yang ditetapkan
dengan SK Bupati

Disbunnakkeswan l.Anggota TP3D
2.BKPH
3.BPN
4.LSM
5,Universitas
6-Pelaku Usal.a

. APBK
E APE}A
. Mitra kerja

pendukung
o Sumber lain

yang tidak
mengikat

6. Porrbugulra dr.! Pcnlngt .rrn J.liD, Srnnr rlaa Pnranar lela.nya uatuL fcnduturg PcalngtrtE Kusllta! Uref,e Fertcbunaa KelaF Sarlt
Program Penyelengaaraan Jalan

6.1. Pcnyelenggaraan Jalan
Kabupate'l/Kota

Rehabilitasi Jalan Dinas PUPR l.Disbunnakkeswan
2.Bagian Ekonomi

Setdakab
3.Bappeda

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukune

Rekonstruksi
Jalan/ Peningkatan Struldur

Panjang Jalan yang
Direkonstmksi

Dinas PUPR l.Disbunnakkesws.n
2.Bagiaa Ekonomi

Setdakab
3.Bappeda

. APBN

. APtsA

. Mitra kerja
pendukunc

Pemeliharaafl Rutin Jaian Panjang Jalan yang Dipelihara
Secara Rutin

Dinas PUPR l,Disbunnakkeswa
2.Bagian Ekonomi

Setdakab
3.Bappeda

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

Progam Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6.2 Pembangunan Prasarana

Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Jalan Muksi Fekebuaan yang
Dibangun, Direhabilitasi dar
Dipelihara

n ./ Disbunnakkeswan l.Di8tanpan
2.Bappcda
3.Dinas PUPR
4.DLHK
S.Pelaku Usaha

r APtsK
. APBA
. APBN
. Mitra

Pembangunan, Rehabilitasi dan
Peme[haraan Embung
Manian

Jumlah Embung Perkebutran
yang Dibangun, Direhabilitasi
dan Dipelihara

./ .i Dinas PUPR 1-Diebumakkeswan
2. Distanpan
3.Bappeda
4.DLHK
s.Pelaku Ussha

. APBK
o APBA
. APtsN
. Mitra

Pembanguaan, Rehabilitasi dan
Peneliharaan Balai Pen;mluh di
lGcamatan

Tersedianya gedung Ehlai
Penyuluh Perkebunan beserta
prasarana pendukungnya di 3

Disbunnakkeswan l,Disbumakkeswan
2.Distanpan
3.DLHK

. APBK

. APBA
r Mitra keria

Panjang jalan yang dLehabilitasi
ke lokasi sentra produksi kelapa
Bawit
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wilayah (timur, tengah, barat)
yang operasional dan terp€lihara.

4.Pelaku Usaha pendukung

Penyediarn prasarana
pengolahan hasil perkebunan

Tersedianya prasarana
pengolahan hasil perkebunan

Disbunnakkeswan l.DiBbunnakkeswan
2.DistaDpsn
3.DLHK
4.Pelaku Usaha

O APBK
. APBA
. Mitra kerja

pendukuns
Program Pr1ryqdla! dan Pengem Sarana Pertanian

6.3. Pengawaaan Pengguna,an
Sarana Pertanian

Pengawasan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
Sesuai Dengan Komoditas.
Teknologi dan Spesifik Lokaai
- Pengawasan Penggunaan

Sarana Pendukung
Peningkatan Kualitas Usaha
Perkebungr KeLapa Sawit

Jumlah aporan Hasil Pengawasan
Penggunaan Sarana Pertanian
untuk meadukung Peningkatan
Kualitas Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit

Disbunnakkeswan l.Dietanpan
2.Disperindakkop
3.Bag Pekonomian

Setdakab

. APtsK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

7 Pcnlnglstra Kcpetuhea Hu&uo Bag, Pchtu Uerhr drlia U.ahr Perkebqlra Kelapa &rlt 8ec.ra Koordhrtlf
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.1 Perregakan Feraturan Daerah
Kabupaten/ Kota dan
Peratuian Bupati /Wati Kota

Soeialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaar Sosialisasi
Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

./ Asist€n
Pemaintahan,
Keietinewaan dan
Keo{ahteraan
Ralryat

LAnggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH
5,DPMO
6. Universitas
T.Pelaku Usaha

. APBX

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

Pengawasan Atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan
Pereturen Daerah dan
Peraturan Kepala Dae.ah

Jurnlah laporafl Hasil
Pelaksanaan Pengawaearn yang
Dilakukan Terhadap Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peratursn Kepala Daerah

Asisten
Pemerintahan,
Keistimewaan dan
KeBdahteraan
Ralcyat

l.Anggota TPtID
2.BPS
3.BPN
4.BKPH
5.DPMG
6.LSM
T.Univereitas
a.Pelaku Usaha

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

7.2. Pembinaan Penyidik Fegawai
Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/ Kota

Pengembangan Kapasitas dan
Karier PPNS

Jumlah l.aporan Haeil
Perrgembangan dan Peningkatan
Kapasitas Psjabat PPNS Penegak
Peda

Badan
Kepfgawaian dan
Sumber Daya
Manusia {BPSDM)

LAnggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH

. APBK

. APBA
o Mitra kerja

pendukung
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Kcrja Sama Antar kmbaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Penegakan Peraturan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Penegakan
P€raturan Daeralr

Badan
Kepegawaian dan
aumber Daya
Manusia-
IBPSDM)

l.Anggota TP3D
2. Univer8itas

o APBK
. APtsA
. Mitra kerja

pendukung

Program Pelayanan Penanaman Modal
7.3 Pelayanan perizinan dan non

perizinan secala terpadu
satu pintu dibidang
penanaman modal yang
metrjadi k€wenangan daerah
kabupat€n/kota

Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan dar Non
Perizirlan Penanaman Modal

Jur ah Kegiatan Usaha dari
Pelaku Us$a yang Mendapat
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan Penarlaman
Modal

DPMTransnaker l.Anggota TRID
2.BPS
3.BPN
4.Bi(PH
5.DPMG
6.LSM
7. Univ€rsitas
8.Pelaku Usaha

. APBK

. APBA

. Mitra kerja
pendukung

lr4sl.u4cqqtrdrp tPluxl
7,4. Pcngelolaan, Pembinaan dan

pengawaaan terhadap usaha
dan/atau yg kegiatan izir
ligkunaan dan izin PPLH
diterbif Lrrr oleh p€Eerintah
daerah kabupaten /kota

Pengawasan usaha dan atau
kegiatn yg izin lingkungan
hidup, izin PPLH yg diterbitkal
oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota

DLHK l.Disbunaakkeswan
2.DPMfransnaker
3.Dinas PUPR
4.BKPH

. APBK
o APBA
. Mitra kerja

pendukung

Pencrapan sangsi upaya dan
rencana PPLH

Minimal I kasus pelanggaran
izin yang diberi eangei

n l.Disbunnakkeswan
2.DPMTransnaker
S,Dinas PUPR
4.BKPH

. APBK

. APBA
r Mitra kerja

pendukung
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

7 .5. Penyel6aian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
PenSelolaan Lingkung,an
Hidup (PPLH)
Kabupateal,/Kota

Pemb€ntuka! dan Penin gkatan
Kspasitas Penyidik PNS LHK
Daerah

Tersedianya 2 orang PPNS LHK
Daerah yang memiliki
kompetensi dalem Penyelesaian
Pengaduan Maeyarakat di
Bidang Perlindungan dan
Pengelolaa:D Lingkungan Hidup
(PPLH).

DLHK l.Anggota TP3D
2.BPS
3.BPN
4.BKPH

I APBK
. APtsA
. Mitra kerja

p€ndukung

B. KO P!O}IEI{ PENIIIOKATAX I(A.PAEITAA DA.IT TAPABILITAA PEI(EBUII

t. PcrhgtrtE Ihpasltrs dal l(.t.blllt.3 Pclebun delea Pcngguaa.! Bcnlh B€rscrtlitat
Pen han Pertania-n

Pel,aksanaan penyuluhan
pertanian penggunaan

Discminasi lnformasi Telimiu,
Sosial, Ekonorri dan lnovasi
Pertanian

Jumlah kegiatan diseminasi
inforrrasi tentang peargunaan

Disbunnakkeewan l.Balai Benih
2.DiBtanpan
3.Distanbun Aceh

. APBN

. APBA

. APtsX

Jumlah usaha yg diawasi:
minimal 4 Pelaku Usaha per
tahun

8.1.
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Peryelenggaraan penyuluhan
tentang penguuaan benih
bersertifi kat basi pekebun.

benih b€reertiflkat bagi pekebun
terselenggara minimd 2 kali
8€tahun.

Mitra Keda
Pendukung

da.n Sarana Pertanian
a.2. Pengawasan Penggunaan

Sarana Pertanian
Peargawasan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
Scsuai Dengan Komoditas,
Teleologi dan Spesifik l-kasi
- Peogawasan penyediaan dan

peredaran benih bercertifikat
sampai ke lokaei tanam

Disbunnakkeswan I.UPTD BPSB TPHP
2,BPZIP

. APBN
r APtsA
o APBK
. Mitra Kerja

Pendukung

Perbanyal<an Benih
Berssrtifkat
Perkebunan Berb€ntuk Anakan

Disbunnakkeswan LBalai Berrifi
2.UPTD BPSB TPHP
3,BP2TP

. APBN

. APBA

. APBK

. Mitra Keta
Pendukung

9. Pclfnglrta! Kepedtu drn Krpab tt ! FGh3bun Ird.D Uetlcnptra Pratttt Euru.lryr Yu8 BdL lcood Atrlcultural k cttcer/GtPl
han Pertaniarr

9.1 Pelaksanaan Perryuluhan
Pertanian

Diseminasi lrformasi Teknis,
Sosia.l, Ekonomi dan Inova$i
Pertstriatr
- Penyelenggaraan penyuluhan

tentang kalrtik Budidaya
Yarlg Baik (Good Ag'icultural
Prac'tic€s/ GAP) bagi pekebun

Terselenggaralya kegiatan
penl^rluha! tentang GAP di 3
wilayah sentra produksi ketapa
sawit sebanyak 1 kali per tahun-

Disbunnakkesqran l.Distarrpan
2.Disperdaginkop

UKM

APBN
APBA
APBK
Mitra Keda
Pendukung

Penyediaan darr Peningkatan
Kapasitaa Penyuluh Pertaniarr
- Melakukan Pelatihan

tentang Praldik Budidaya
Yang Baik (Good Agricultural
Practicee /GAP) bsgi
Penyulub Perkebunan/ Matd
Kebun

Penyuluh perkebunan/ mcntri'
kebun di 17 kecamatan aentra
kelapa sawit memiliki
pengetahuan dan ketrampilan
untuk melakukan kegiatan
pcrpluhan kepada pekebun
tentang GAP.

Disbunnakkeswan l.Distanpau
2. Dispcrdaginkop

UKM
3.Pelaku Usaha PKS

b APBA
. APBK
. Mitra K€rja

Pendukung

TeBedianya laporan
pengarf,asan perryediaan dan
percdaran benih bersertifi kat
Bampai ke lokasi taram di 23
kecamatan lokasi kebun kel,apa
sawit.
Tersedianya benih kelapa sawit
bersertifikat yang dapat
memenuhi kebutuhan bibit
untuk kegiatan p€remajaao
eeluas 3.OOO ha.
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Pengembangan Ifupasitas
Kelembagaan Petani di
Kecamatan dan Desa
- Melakukan Pelatihan

tentang Praf<tik Budidaya
Yang Baik (Good Agricultural
Practices /cAP)begi
kmbapa Pekebun

Terlaksananya 2 {dua) kali
pelatihan unhrk t (satu) lembaga
pekebun di 17 kecamatan sentra
kelapa sarxrit

./ { "J
Disbtrnnald<eswart l.Distanpan

2.Disperdaginkop
UKM

3.Pelaku Usaha PKS

o,APBA
o APBK
o Mitra Kerja

Pendukung

1O. Pedngtatet Alseg Pendanaea PerereJaetl Tansnan Bagl Peteburr

10.1 Pelaksanaan Pen5ruluhan
Pertanian

Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Petani di
Kecamataa dan Desa

- Melakukan pen5ruluhan
kepada pekebun mengendi
akses pendanaan dari
perbankan/lernbaga
keuangan lainnya untuk
mendukung kegiatan
peremajaan tanaman kelapa
sawit

- Melakukan pelatihan bagi
pekebun dalarn mernenuhi
persyaratan untuk
mendapatkan rekomendasi
teknis peremajean kelapa
sawit ralgrat

- Pendampingan bagi
kelembagaan pekebun di
Kecamatan sentra produksi
kelapa sawit dalam
meraenuhi persyaratan
untuk mendapatkan
rekotrlendasi teknis
peremajaan kelapa sawit
rakyat

Terlaksananya 4 kali kegiatan
diseminasi informasi mengenai
akses pendaraaan dari perUankan
/lembaga keuangan bagi kegiatan
peremajaan kelapa sawit
minimal Jumlah diseminasi
informasi teknis, sosial, ekonomi
dan inovasi pertanian
Terlaksananya 2 kali setahun
kegiatarr pelatihan bagi pekebun
dalam memenuhi persyaratan
untuk mendapatJran rekomendasi
teknis peremqiaan kelapa sawit
rakyat dari LT kecamatan .

Terdapat 1O kelompok pekebun
)rang memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan rekomendasi
telqds peremqjaan kelapa sawit
ralryat dan 7 kelompok
dianteraya dinyatakan
mendapatkan rekomendasi
teknis.

"j

{

./

{

./

{

"l

{

Disbunnakkeswan

Disbunnald<eswan

Disbunnakkeswad I

l.Distanpan
2.Disperdagirrkop

UKM

l.Disperindakkop
2.Bagian Pekonorrian

S€tdakab

o APBA
o APBK
o Mitra Kerja

Pendukung

lr aPBA

l.**
o Mitra Kerl'a

Fendukung

T,APBA
o APBK
o Mitra Kerja

Fendukung

11. Feabentrlan dan Iletgurten llclenbrgean PekGbua

l.Distanpan
2.Disperdaginkop

UKM
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11.1. Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian

Pembentukan Kelembagaan
Ekonomi Petani
- Melaksartakan

pendampingan teknis
Pembentukan Kelembagaan
Ekonomi Petani

- Melakukan pendampingan
Pembentukan Badan Usaha
Milik Petani

Terdapat lO kelompok tani
pekebun Bawit yang tel,ah
membentuk unit usaha ekonomi

Tddapat I kelompok tani ysng
unit usaha ekonominya telah
berbadan hukum (Badan Usaha
Milik Petani)

Disbunnakkeswan

Disbunnakkeswan

l Disp€rindakkop
2.Bagian Pekonooian

Setdakab

I'Distanpan
2.Dispcrindagkop
3.UKM

. APBA

. APBK

. Mitra Kerja
Pendukung

. APBA
o APBK
. Mitra Keda

kndukung
Pengembangan Kapaeitas
Kelernbagaan Petani di
Kecamatan dan Dese
- Pelqtihan dan Pendampingan

untuk Penguatan Manajemen
Administrasi Organisasi bagi
Kelompok Pekebun

Disbunnekkeswan l.Disperindakkop
2,BaglaJ) Pekonomian

Setdakab

. APBA
o APBK
. Mitra Kerja

Pendukung

Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
11.2. Pembedan Peadampingan

dan Pen)ruluhan pendirian
kopemsi

Fasilitasi Pendampingan dan
Pen5ruluhan Pendirian Koperasi

Terdapat 3 (tiga) Kelompok Pra
Koperasi yang didampingi dan
diberikan penyuluhan untuk
merrdirikan koperasi,

Disperdaainkop
UKM

I . Disbunnakkeswan
2.Distanpan
3.Bagian Pekonomian

Setdakab
4.Bagian Hukum

Setdakab

APBA
APBK
Mitra Kerja
Fendukung

hogram Pendidikan dan Latiharl Perkoperasian
1 1.3. Pendidikan dan tatihan

Perkoperasian bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggots.an
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian
sertq Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi.
- Metakukan pelatihan tentang

perkoperasian bagi pengurue
kelompok tani.

Terdapat 2 orang pengurus di 5
kelompok tani yang paham
tentang perkopera8ian.

Disperdaginkop
UKM

l. Disbunnakkeswal
2. Distanpan
3.Bagian PekonoEia-n

Setdakab

. APBA

. APtsK
Mitra Kerja
Pendukung

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
11.4 Pemberdayaan dan

Perlindungal Koperasi yang
keanggota-annya dalam
daerah kabupaten / kota

Fasittasi Akses Permodalan
Koperasi yang Keanggotaannya
Daerah Kabupaten/ Kota

Minimal terdapat 1 kelompok
yang difasilitasi permodalannya

Dieper.leBinloop
UKM

1. Disbunnakkeswan
2.Distanpan

Bagian Fekonooian
Setdakab

APBA
APBK

. Mitra Kerja

Program Pengawasan dan Pemeriksaal Koperasi

Terdapat 10 kelompok pekebun
yang telah memiJiki keEs-mpuan
msnajeman admioistrasi
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11.5 Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/ Unit Simpan Pirrjaro
Koperasi yang Wilayah
Keangotaa-nnya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Proses
Pemeriksaan dtrn Pengawasan
Koperasi yang lfirilayah
Keanggotaarrnya Daerah
Kabupaten/Ituta

Terdapat 5 Koperasi pekebun
yang telah dilakukan
Pemeriksaan dan Fengawasan

"l
.l Dieperdaginkop

UKM
l.Disbunnafl<keswan
2.Distanpan

o,A,PBA
o APtsK
o Mitra Kerja

Pendukung

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
i 1.6 Pemberdayaan usaha mikro

yang dilakukan melalui
pendataan, kernitrean,
kemudahan perizinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi deogan para
pemangku kepentingen

Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Usaha Mikro serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Usaha Miil<ro dan
Kewiralrsahaarr

- Pelatihan pengembangan
usaha milrro dan
kewirausahaan bagi
pengums kelompok pekebun

Terdapat 3 kelompok pekebun
yang berlaomitmen untuk
mengernbangkan Usaha rnikro
deagan prinsip-prinsip
kewirausahaan.

"J "l "i Disperdaginkop
UKM

l,Disbunnakkeswan
2,Dinas Pertanian &

Fangan
S,Bagian Pekonomlan

Setdakab

o APBA
o AFtsK
o Mitra Keda

Pendukung

Pemberdayaan Kelembagaan
Potensi dan Pengerrrbangan
Usaha Mi[<ro
- Pembinaan darr

pendampingan terhadap
usaha rnikro kelompok
pekebun

Terdapat 1 unit usaha mikro
yang dilakukan oleh kelompok
pekebun menjadi kelompok
binaan andalan dari
Disperdaeinkop UKM

{ Disperdaginlop
UKM

l.Disbunnakkeswan
2.Distanpan

o APtsA
o AFBK
o Mitra Keda

Pendukung

12. Peatrrg&atal Peryrrluhrn Fertanlirr dl Kawasan Serrtra produhl l(ola1n Serrlt
Pronram Penyuluhan Pertanian

L2.l Pelaksanaan Penyuluhan
Fertaniarr

Penyediaan dan Peningfuatan
I(apasitas Penyuluh Pertanian
(Mantri Kebunl

Terdapat 27 orang manrti lcebun
yang menriliki kemampuan
dalam melakukan penyuluhan
dan pendampingan terhadap
pekebun.

"/
.l .l Disbunnakkeswan Distanpan . APtsA

o APBK
r Mitra Kerja

Pendukung

Peningkatan Kapaeitas
Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian di Kecamatan dan
Desa

Trrdapat BPP di 3 wilayah
[timur, tengah, barat] yang
operasional sebagai sebrgai
salah satu pusat kegiatan
penyuluhan perkebunan kelapa
sawit

t/ .l { Distxrnnakkeswarr Distanpan r APBA
o APBK
o Mitra Kerja

Pendukung
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Peayediaan dan p€slarrfaatan
sarana dan prasarana
penyrluhan pertanian

Tersedianya sarana dan
prasarana penyulu.han pertanian
yang memadai di 3 EPP

Disbunnalkeswan Distanpan . APBA
. APBK
. Mitra Ketja

Pendukung
Pembentukan dan
Penyelenggaraan Sekolah
Lapang kelotnpok tani tingkat
kabupaten,/kota

Terbentuk dan beroperasinya I
(satu) sekolah lepang kelompok
tani di tingkat kabupaten.

Distalpan Disbunnal<keswan . APtsA
. APBK
. Mitra Ke{a

Pendukung
Penguatan Kelemboga'rr
p€nlruluhan pertaniaD di
Tingkat Kabupaten/ Kota

Lembq ga penyrrluh pertsnian
kabupaten dapat menjalankan
fungsi dan perannya dengan
baik.

Disbunnakkeswan Distanpan

Progra.h Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Fengawaean Penggunaan
Sarana Pertanian

Pengawaaan Penggunaan
Sarana Pendukung Balai
Penjmluhan Pert€niar (BPP)

Adanya laporan hasil Pengawasan
terhadap Penggunasn Sarana
Perrdukung di 3 BPP

Distanpan 1 . Disbulnakkeswan
2.Disperindakkop
3.Bag. Pekonomian

Setdakab

o APBA
. APBK
. Mitra Keda

Pendukung
Pendampingan Pengguaaan
Sarana Pendukung Pertanian
BPP

Terselenggaranya ke giatan
pendampin gan penggu[aan
Sarana Pendukung Fertanian di 3
BPP

Ditanpan I . Disbunna.kkeswan
2. Disperindakkop
3.Bag. Pekonomian

Setdakab

. APBA

. APBK

. Mitra Ketja
Pendukung

13. Pcngurtan ltetcJ.hterra! dan Kurltt$ Bunbcr D.F arud. Kelu.rg. Pctant &rtt, Buruh Prrlcburatr KeLpr 8.stt d.n Buruh Pabrlt Nelspa SNlt.
dalr Jaminan Sosial

13.1. Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/ Kota

Faailitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga

Keluarga petani yang telah
memiliki STDB dan memenuhi
syarat sebagai penerima
bantuan sosial seauei ketentuan
perundang-undangan mendapat
pfioritas sebagai felualga
Penerima Manfaat (KPM) untuk
MendeFatkan Bafltuan Sosial
Icsejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota.

1 . Disbunnakkeswan
2.Distanpan
3.Bagian

Perekonomialr
Setdakab

. APBA

. APBK

. Mitra Kerja
Pendukung

t3.2. Perlindungan sosial bagi
pekeda perkebunfir sawit
yang belum terdaJtar sebagai
peserta program jalninan
sosial

Mendorong Pelaku Usaha
pelkebunan untuk memberilcan
BPJS Ketenagsk€rj ra"l bagi
pekerjanya yang belu-E

Pekerja perkebunan yg belum
terdaftar sebagai peserta
prograft jaminaD sosial
mendapat faBilita$ BPJS
Ketehagaakerja€n

Disbunnakkeswan l.Pelaku Usaha
2.Bagian hukum

Setdakab
3.Distanpan

. APBA

. APBK

. Mitra Kerja
Pendukung

Wahu Felataaaaal

o APBA
r APBK
. Mitra Keda

Pendukuns

12.2.

Dinas Sosial Pembe
rdayaan
Percmpua[ dan
Ferlindungan Anak
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terdaftar sebagai peserta
program j arninan sosial

4.Bagian
Perekonomian
Setdekab

Epelem P9rrS9lS1444 Perui4jkC4
13.3. Penyediaan Perdidikan

layanan khusus bagi keluarga
petani sawit, buruh
perkebunan kelapa satr'it dan
burtrh pabrik kelapa sawit

Peoyediaan beasiswa bagi
peserta didik dari keluarga
petani sawit, buruh perkebunan
kelapa rawit dan buruh pabrik
ketapa sawit pada Pendidikan
Sekolah Dasar, S€kolah
Menengah Fertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan

Ters€dianya beasiswa bagi
peserta didik dari keluarga
petari sawit, buruh perkebunan
kelapa sawit dan buruh pabrik
kelapa sawit pada Pendidikan
Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan

Dinas Pendidiken l.Disbuonakkeswan
2-Dinas Sosial,

Pemberdayaan
Perempuan dan
Pedindungan Anek

3,Distanparr
4. Bagian

Perekonorrrian
S€tdakab

S.Pelaku Usaha

. APBA
r APBK
. Mitra Keda

Pendukung

13.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pclaksanaan Penyelenggaraan
Pendidikan Melalui Keraitraan
dengan Dunia Usaha di
(abupatear/ Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaarr Penyelenggaraan
Pendidikan Melalui Kemitraan
dengan Dunia Usaha

Adaaya dukungan Peleku Usaha
perkebunan datr pabrik kelapa
sawit terhadap Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pendidikan
Melalui K€mitraan Program
K€mitraan

Dinas Pendidikan 1-Pelaku U$aha
2.Dinas Sosial,

Pembfrdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

3. Disbunnakkeswar
4.Distanpan
6.Bagian

Perekonomian
Setdekab

APBA
APtsK
Mitra Keia
Pendukung

C. KOIPOIfEI{ PEIIGEIPLAAT DAIT PWAI{TAUAT LIIiGKUXGITIf

14. Pcdogtatltr Upays Kotrcrvell KearGlrtaSrr.Ir Earrrtl d.!r Laartep Fertcbrrnaa
Program Pengelolaa! Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

L4.2 PenSmsunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

- PenJrusunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan
Keanekaragarnan Hayati di
areal perkebunan kelapa
sawit

Tersedianya Dokumen Rencala
Induk Pengelolaan l&hati di
areal perkebunan kelapa sawit

Tersedianya peraturan daerah
yang rlengatur tentang
Pelaksanaan Perlihdungan
Kawasan yang Elemilai Penting
Bagi Konservasi

DLHK l.Bappeda
2. Disbunnakkeswar
3.BKSDA
4.BPBD
5.BKPH
6.DLras PUPR
T.Distanpan
8. Univesitas
g.Pelaku Usaha
10.LSM
l l.Masyerakat

. APBA
r APBK
. Mitra Ketja

Pendukung

Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Kabupaten,/ Kota
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Keartekaragaman Hayati di areal
Irrkebunan kelapa sawit

Terbentulmya Tim Forum
Pengelolaan Kawasan bemilai
penting bagi konservasi
keanekaragaman havati

Penilqla! dan Evaluasi
terhadap Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati di
areal perkebunan kelapa sawit
tingkat kabupaten

T€Bedianya dokumen hasil
penilaian dan
evaluasi terhadap pear8elolaan
keanekaragaman hayati di areal
pokebunan ketapa sawit tingkat
kabupaten

DLHK l.Disbunnakkeswan
2.BKSDA
3.BPBD
4.BKPH
S.Dinas PUPR
6.Pelaku Usaha
7. Uuiveeitae
a. LsiM

o APBA
. APBK
o Mitra Kerja

Pendukung

Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM dalan
Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati

Jun ah orang yang meningkat
Kapasitasnya dalaD Pengelolaan
Keanekaragamarr Hayati:
m orang

DLHK l.Disbunnakkeswan
2.BKSDA
3.BPBD
4.BKPH
S.Dinas PUPR
6.Pelaku Usaha
7. Univesitas
8.LSM

. APBA

. APBK

. Mitra Kerja
Pendukung

Sosialisasi dan penyebarluasan
tformasi tentang Kawasan
bernilai penting bagi konservasi
keanekaragaman hayati

Juu ah masyarakat 5rang
merrdapatkan informasi tentang
Nawasa.n bernilai penting bagi
konservasi keanekaragarpan
hayati:
2.OO0 orang

DLHK l. Disbunnakkeswan
2.BKSDA
3.BPBD
4.BKPH
S.Dinas PUPR
6.Pelaku Usaha
7. Univesitas
8.LSM

APtsA
APBK
Mitra Keda
Pendukung

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerueakan ngan Hidup
14.3. Koordinasi dan kolaboraei

upaya rehabilitasi daerah
aliran sungai

Pengawasan daerah aliran
sungai dalam kawasan uEa-ha
Perkebunan

Minimal 20 Yo dari luas lahan
kritis DAS dalam kawasan
usaha perkebunan dapat
direhabilitasi oleh pel,aku usaha
Perkebunan

DLHK l.Disbunnakkeswan
2.BKSDA
3.BPBD
4.BKPH
s.Dinas PUPR
6.Pelaku Usaha
T.Univesitas
8.LSM

. APBA

. APBK

. Mitra Ketja
Pendukung

-76-
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am Bencana

t4.4 Pelayanen Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

Penguatan Kapasitas Kawasan
untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana

Kawasan HGU yang Bemflai
Konservasi Tinggi dijadikan
sebagai kawasan cadangan
konservasi sebagai upaya
pencegahan dan kesiapsi"ga"n
bencans

BPBD l.Disbunnakkegwan
2.BKSDA
3.DLHK
4.BKPH
s.Dinas PUPR
6.Felaku Usaha
7.Univ€Bitas
A.LSM

. APBA

. APBK

. Mitra Kerja
Pendukung

14.5. Penataarl Sistem Dasar'
Penanggulalgan Bencana

Kerja Sama antar Lembaga
dan
Kemitraan dal,am
Penanggulangan B€ncena
Kabupaten/ Kota

Tersedisnya sejumlah Dokumen
Kerja Sama antar Irmbage dan
Kemitraan dalam
Penanggulangan Bealcana

BPBD I.DLHK
2.Disbunnakkeswan
3.BKSDA
4.BKPH
S.Dinas PUPR
6.Pelaku Usaha
7. Univesitag
8.LSM

. APBA
o APBK
. Mitra Keda

Fendukung

Pendidika-n Pelatihan Dan Pen uha-n Untuk
t4.6 Penyelenggaraan Perrdidikan,

Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk
I,e mbaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pen) Juhan
dan Kampanye Lingkungan
Hidup

Jur ah Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku
Usaha/ Kegiatan yang terlibat

DLHK l.Disbunnakkeswal
2,Bappeda
3.Dinas P & K
4.LSM
S,Universitas

APBA
APBK

. Mitra Ke{a
Pendukung

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan l,okal dan Hak MHA Yang Terkait Densan PPLH
t4.7. Peningkatan Kapasitas MHA

dan Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional
dan Hak MtlA yang terkait
dengan PPLH

Pemberdayaan, Kemitraan,
Peldampingan dan Pengtratan
Kelembagaan MHA, Kearifan
Lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen Kelembagaan
MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional da.n
Hak MHA Terkait den8an PFLH
yalg Dilakukan Pemberdayaan,
Kemitraan, Pendampingan dan
Penguatan

DLHK l.Disbunnakkeswan
2.Dinas Kesehatan
3.Distanpa'l
4.DPMG
5.LSM
6.Universitas

APBA
APBK

. Mitra Ke{a
Pendukung

15. PGletlalaan Pcacclretrrr Kcbakrra! KGbu.D datt Lihrn
Pen dan Bencana Pertanian

15.1 Pengendalian dan
Penanggulangan Bercana
Pertanian Kabupaten/Kota

Pencegahan, Penanganan
Kebakaral La-han, dan
GanSguan Us$a Tanama-n
Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan

Disbunnakkeswan 1.BPBD
2.DLHK
3.BKPH
4.Distanpan
S.Pelaku Usaha

. APtsK

. Mitra
Pembargunan

WEhu Pel.lr
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Minimal 80 % luas lahan
pe, kebunan kelapa sawit audah
menerapkan prinsip Pembukaan
l,ahan Tanpa Bakar (PI,B)

Program Penyediaan dan Pengembangar Prasarana Pertanian
t5.2 Pembangunan Prasarana

Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Praaarana
Pertanian untuk pekebun
dalam penerapan Pembukaan
Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Tersedianya kasarana
Pertadan bagi pekebun untuk
mendukung penerapan
Pembukaan t ahan Tanpa Bakar
(PLTB) yang terpelihara di 17
kecamat€n penghasil sawit.

Disbunnalkeswan l.BPBD
2.DLHK
3.BKPH
4.Distanpan
S.Pelalru Usala

o APBK
. Mitra

Fembangunal

Program Penyediaarr dan Pengembangal Saran-a Pertarrian
15.3. Pengawasan Penggunaan

Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaa-n
Sara.l1a Pendukung Pertanian
untuk pekebun dalam
penerapan Pembukaan Lahan
Tarpa Baler (PLTBI

Tersedianya dokumen l,aporan
Hasil Pengawasan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
untuk pekebun dalam
penerapan Pembukaan t ahan
Tanpa BalGi (PLTB)

Disbunnekkeawan 1.BPBD
2.DLHK
3.BKPH
4.Distanpan
S.Pelaku Usaha

o APBK
. Mitra

Pembangunan

Pendampingaa Fenggunaan
Sarana Pendukung Pertanian

Terselenggaranya Pendampingafl
Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian untuk pekebun dalam
penerapan Pembukaan Lahan
Tanpa Bakar (PLTB) di 17
kecamatan penchasil Bawit.

Disbunnakkeswan l.BPBD
2.DLHK
3.BKPH
4.Distanpan
S.Pelaku Usaha

. APtsK
Mitra
Pembangunal

Pro€ram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kgbq\3!a4 dan Penyelamatan Non Kebal<aran
15.4 Pencegahan, Pengenda-lian,

Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Elahan
Berbahaya dan Eeracrrn
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Standa-risasi Saretra don
PraBa.rana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran
dan Alat Pelindung Diri

Tersedianya Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kegiataq
Standarisasi Serana dan
Pras€.rana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri Secara
Berkala (Setiap Ta}Iun), Sah,
dan l,egal

BPBD l,DLHK
2 . Disbunnakkeswan
3.BKPH
4.Pelaku Usaha

APtsK
. Mitra

Pembargunan

15.5 lnspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Perdataan Sarana Prasarana
ProteksiKebakaran setiap
Pelaku Usaha perkebunan
untuk pengendalian
kebakaran lahan darr kebun

Tersedianya Dokumen yang
Memuat Data
Bangunarl/ Gedung/ Lingkungan
yang Dipersyaratkan Harus

BPBD 1.DLHK
2.Bappeda
3.DPMTransnaker
4.Pelaku Usaha

o APBK
o Mitra

Fembanguna

-74-
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lahan perkebuaan kelapa
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Merniliki Sistem Proteksi
Kebakaran

Penilalan Sarana Ptasarana
Proteksi Kebakaran setiap
Pelaku Ueaha perkebunan
untuk pengendalian
kebakaran lahan dan kebun

Tersedianya Dokumen yang
Memuat Data Bangunan
/ Gedung/ Lingkungan yang
Memenuhi Kelaikan Standar
Safana Prasarana Proteksi
kebakaran

BPBD 1.DLHK
2.Bappeda
3, DPMTransnaker
4,Pelaku Usaha

o APBK
. MiEa

Pembanguna
o Pelaku Usaha

15.6 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penc.egahan dan
Penalggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

Jurdah Warga Maslcrakat yang
MendapatJ<an Sosialisasi
Edukasi Pencega-han dan
Perranggulangan Kebakararr
Setiap Tahunnya

BPBD 1.RRI
2.Forum PRB
3.Pelaku Usaha

. APtsK

. Sumber L.ain

Pembentukan dan Pembinaan
Relawan Pemadam Kebakaran

Jurnlah Desa/ Kelurahar yang
Terbentuk dan Terbina Rela$,an
Pemadam Kebakaran pada
Lingkup Sistem Ketahanan
Kebakaran Lingkungan (SKKL)
Setiap Tahunnya

BPBD l.Muspika
2.Aparatuf Desa
3.Pelaku Usaha

r APBK
. Sumber Lain

Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/ Relawan
Pemadam Kebakara! melalui
Penyediaan Sara.na dan
Praaalana

Juqiah Dokumen yang Memuat
JurDlah SKKL Desa/ Kelurahan
yang Telah Tersedia Dukungan
Sapras Damkar

BPBD l.Muspika
2,Aparatur Desa
3.Pelaku Usaha
4.LSM

. APBK
Sumber Lain

16. Penuruaan Enlsi Ou Rumah Kacr IGRX| aecen Llnt s Schor dl Kcbua dea Lshaa

16.1 Rencana Perlindungan dal
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)
Kabupaten/ Kota

Pengenda.lian Pelaksanaar
RPPLH Kabupaten/ Kota

DLHK 1. Bappeda
2. Dinas PUPR
3, Disbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas
7. LSM

o APBK
. sumber

Lainnya

Pelaksanas! Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup
terhadap Media Tanah, Air,
Udara dan Laut

Jumlah laporan pelaksarraan
pencegahan pencemaran
Lingkungan Hidup terhadap
Media Tanah, Air, dan Udara
yang disusun

DLHK 1. Bappeda
2. Dinas PUPR
3. Disbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas

. APBK

. Sumber
Leinnya

Pemberdayaaa Masyarakat
dalam Pencegahan
Kebakaran

Program PerencanaEn Lingkungan Hidup
Tersedianya Dokumen Hasil
Telaahan Kebijakan Perkebunan
KeLapa Sawit yang Telah
Mengakomodir RPPLH
Kabupaten/ Kota
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7. LSM
Pelaksanaan pemantauan
kualitas Lin8kungan Hidup
terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Lsut

Data dan informasi indeks
kualitas lingkungan hidup
(lndeks Kualitas Air, lndeks
Kualitas Udara, dan lndeks
Kualitas Lahan)

DLHK 1. Bappeda
2. Dinas PUPR
3. Disbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas
7. I,SM

o APBK
o Sumber

Lainnya

Perranggulangan Pencemsrdn
dan/atau l(erusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten / Kota

Pemberign lnformasi,
Peringaten Pencemaran
dan/atau l{erasakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

Jur ah Laporan Sosialigasi
lnformasi P€,ringatan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan LhgkunSan Hidup
pada Masyarakat di
Kabupaten/ Kota yarg
Dilaksanekan

DLHK 1. Bappeda
2. Dinas PIJPR
3. Disbunnakkesvran
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas
7. LSM

lo APtsK
r Sumber

Lainnya

Pengisolasian Pencemaran
dan/atau Kemsakan
Lingkungan Hidup

Jusiah Lokasi Penc€maran
dan/atau Kerusakan
Lihgkungan Hidup yang
diisolasi

DLHK l. Bapp€da
2. Dinas PIJPR
3. Digbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Udvesitas
7. I,sM

. APBK
r Sumber

l,ainnya

Penghentian Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Jumlah Sumber Pencernar
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup yang
Dihentikan

DLHK 1. Bappeda
2. Dinae PUPR
3. Disbunnakkeswan
4. BPBD
5. BKPH
6. Univesitas
7. I^SM

. APtsK

. Sumber
Lainnya

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahal Berbahaya Dan Beracun (Limbah 83)
16.4. PenyimpanaB SeEeattara

Limbah 83
Fasilitasi Pernenuhan
Komitmen Izin Penyimpanan
Sernenta-ra Lirnbah E}3
Dilaksanakan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegasi secara Elektronik

Junlah Fasilitasi
Persetujuan/ kin Penyimpanan
aementara Limbah 83 yang
Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Beru saha
Terintegrasi Secara Elektnrnik

DLHK Dinas Kesehata-n
Diebunnakeswan

r APBK
. Stmber

Laimya

Verllikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Ad&inietrasi dan

Jumlah Laporan Kegiatan
Verifikaei Lapangan Pemenuhan
Komitmen Persetuj uan / lzin

DLHK Dinas Kesehatan
Disbunnaftess,an

. APBK

. Sumber
Lainnya

16.3.
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Teknis Penyimpanan
Sementara Limbah El3

Penyimpanatr sementafa dan
Pengumpulan Umbah B3

16.6 Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Ferlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLHI
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pengaduan
Permasalahan Fencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
tingkat Kabupaten/ Kota

Jumlah pengaduan
perrnasalahan Pencemaran dan
Pemsakan Lingkungan Hidup
Tingkat Kabupaten,/ Kota yang
ditindaklanjuti/ dttangani

"i .i
"/

DLHK l.Dinas Kesehatan
2.BKPH
3.Disbunnakkeswan

r APBK
o Surnbet

[.ainnya

Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang
ditangani yang mer{adi
kewenangan kabupaten / kota

Jumlah sengketa lin gkungan
hidup yang ditangani yang
menjadi kewenangan
kabupaten/kota

"/
./ ./ DLHK l.Dinas Kesehatan

2.BKPH
4.Disbunnakkeswan

r APBK
. Srtmber

Lainnya

Bencana
16.?. Pengendalian dan

Fenanggrlangan Bencatra
Pertanian Kabupaten,/ Kota

Pengendaliarr Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan.

Luas serangan OPTyang
dikendalikan

./
"/ "J

Disbunnakkeswarr 1.BPBD
2.DLHK
3.BKPH
4.Dlstanpan

r APBK
r Surnber

Lainnya

Penanganan Dampak
Perubahan lldim (DPt) Tanaman
Panga:t, Hortikultura, dan
Perkebunan

Jumlntr Area Terdampak
Perubahan Iklim (DPI) Tanaman
Pangan, Horttrkultura, dan
Perkebunan yang ditansani

{ ./ Disbunnakkeswart 1.BPBD
2.DLIII(
3.BKPH
4.Distanpan

r APBK
o Srlmber

l"ainnya

Dan
17.5 Penyeleaggaraan

Pendidikan, Pelatihan, dan
Pen5mluhan Lingk'rngan
Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Penyuluhan
dan Kampanye Lingfuungan
Hidup

Jumlah Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat/Pelaku
Usaha/ Kegiatan yang terlibat

"/ { { DLHK l.Disbunnakkeswa
2.Bappeda
S.Dinas P & K
4.LSM
S.Universitas

r APBK
r Srlrnber

Lainnya

Adat
t7.6. Feningkatan Kapasitas MHA

dan Kearifan Lokal,
Fengetahuan Tradisional
dan Hak MHA yang terkait
dengan PPLH

Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendarnpingan da:r
Penguatan Kelembagaarr MHA,
Kearifan lokal, Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen Kelembegaan
MHA, Keariian lpkal,
Pengetahuan Ttadisional dan
Hak MHA Terkait dengan PF[,H
yang Dilakukan Pemberdayaan,
Kernitraarr, Fendampingan dan
Penguatan

"J "J I APBK
r Surnber

Lainnya

lVakt

Proeram Peninekatsn Pendidil

Propram Peneakuan Keberan

DLHK tr.. Disbunnakkes\ran
2. Dinas Kesehatan

(Dinkes)
3. Distanpan
4. Dinas

Pemberdayaarr
Masyarakat dan
Gaarpong (DPMG)

5. LSM
6. Universitas
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17. Penggluran' dan Ycrtilatl {ff cecu,rehert, and vrrlficedol/ilR\rl potenel peanrnuan Emtel GRr dt Farlebuma Sertt

Pencegahan Pencemaran
dan/atau l(erusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

LI.l Pelaksanaan sosialisasi,
pemblnaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan.
- Pelaksanaan sosialisasi,

pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
potensi penurunan emisi GRK
di perkebunan kelapa sawit

Jutnlah kegiatan sosialisasi,
pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan
upaya inventarisasi GRK,
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim

.l DLHK 1. Disbunnlrklceswan
2. Dinas Kesehatan
3. Distanpan
4.DPMG

o APBK
r Surnber

Lainnya

Penanggulangan Pencemaren
dan/atau I(erusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

17.2. Pembenian Informasi,
Peringatan P€ncernaran
dan/atau !(erusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

Jumlah Laporan Soeialisasi
Informasi Peringatan
Pencernaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
pada Masyarakat di
Kabupateny'Kota yang
Dilakeanakan

.l
"/ { DLHK l.Bappeda

2.Dinas PUPR
3.Disbunnakkeswan
4.BPBD
5.BKPH
6.Univesitas
7.LSM

r APBK
o Surnber

Lainnya

18. Pemcnfratsn linbqh srwlt untuk p6nrtglhtan rsntri allal ehonoml

18.1 Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan
Perkebunarr melalui studi
kelayakan tentang
pemanfaatan limbah padat
dan limbah cair kelapa sawit
untuk berbaeai kepentinsair

Tersedianya Dokumen Hasil
etudi kelayakan tent€ng
pemanfaatan limbah padat dan
limbah cair kelapa sawit untuk
berbagal kepentingan

./ { Bappeda 1.Disbunflakkeswan
2.Distanpan
3.Disperdaginkop

UI(M

APtsA
APEK
Mitra Kerja
Pendukung

Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian

L4.2. Diseminasi Informasi Telmie,
Sosial, Ekonomi dan Inovasi
Pertanian

- Diseminasi Informasi hasil
studi kelayakan tentang
pemanfaatan limbah padat
dan lirnbah cair kelapa sawit
untuk berbagai kepentingan

Tersampaikan informasi hasil
studi kelayakan tentang
pemanfaatan limbah padat dan
limbah cair kelapa sawit untuk
berbagai kepentingan kepada
kelompok pekebun Dotensial

"/ "l Disbunnald<eBwari l.Distanpan
2.Disperdaginkop

UKM

APEA
APEIK
Mitra Kerja
Pendukung

D. I(OTPIOIYEIT fATA TDLOLA PERIITBUITAf, DAIT PEITAITGAITAIT SEIIGI{Df,A

Kcbun19. Petcelntaa Rodlsasl KewaJtban PGlitE Usahs delera llonfisllttasl Sawit
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19.1 Penerbitan lzin Usaha
Pertanian yang Kegiatan
Usahanya dalam Daerah
Kabupaten

Fenilaian Kelayakan dan
Pemberian Pertimbangan
Telmis Izin Usaha Pertanian

Jumlah pertimbangan teknis
izin usaha pertanian yang
dikeluarkan

./
"/ "i Disbunnakkeswan l.Dinas Pertanahan

2.Dinas PUPR
3.BPN
4.DLHK
S.DPMTrarrsnaker.

APBK dan
sumber lain
yang tidak
rnengikat

Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Standar dan lzin
Ueaha Pertanian

Jumlah Izin Usaha Pertanian ([UP
dan STDB) yang dibina dan
diawasi

./ Disbunnakkeswalr l.Dinas Pertanahan
2.Dinas PUPR
3.BPN
4.DLHK
S.DPMTransnaker.

APtsK dan
sumber lain
yang tidak
mengiltat

Pro$arn Pengendalian lzin Usa
19.2. Penerbitan lzin Usaha

Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUD, Izin
Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan lzin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/ Kota

Fasittasi verifrkasi pemenuhan
persyaratan/ standar kegiatan
usaha sektor perindustrian
dalam rangka penerbitan
perizinan berusaha berbasis
risiko melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas) yang
terintegrasi dengan Sistern
Online Single Submission Risk
Base Approach (OSS RBA)

I Jumlah dokumen Laporan
I Verifftasi pemenuhan

I pe.yar"trn/ standar kegiatan
I usaha sektor perindustrian
I aUam rangka penerbitan
i perizinan berusaha ber'basis
I risiko untuk bidang usaha
, sektor perindustrian dengan
tingkat risiko usaha Menengah-
Tinggi darr Tinggi, melalui
SIINas yang terintegrasi dengan
Sistem OSS RBA, bagi
Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dengan skala usaha
Industri Kecil dan Industri
Menengah, selain bidang usaha
tertentu yang menjadi
kcwenangan pemerintah pusat

{ Disperdaginkop
UKM

I

Pertanahan

PUPR
DPMTransnaker

.Bagian Hukurn
Setdakab

.Bagian Perekonoian
Setdakab

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

2O. felakuknn Pcnaaganen Scagteta lahan Porkebunen l(clape Sarrlt dt Krweran APL

20.L. Fa.silitasi Penyelesaian
Itonflik- Konllik Pertanahan

lrventarisasi Sengketa, Konflik
dan Perkara Fertanahan pada
Lahan Per{<ebunan Sawit di
Kawasan Area Penggunaan
Lain

Tersedianya data sengketa,
konflik dan perkara pertanahan
pada Lahan Perkebunan Saurit
di Kawasan Area Fenggunaan
Lain dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

ti
"J

.J Dinas Pertanahan

Progarrr Perizirran Usaha Fertert

"J ^/

lrodarrr Penansanan Konflik-
l.Disbunnakkeswan
2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.DFMTransnaker

APtsK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat
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Bimbingan Teknis dan
Pelatihan Mediasi Konflik
Pertanahan

o Feserta Bimtek dan Pelatihan
memiliki kemampuan untuk
melakukarr mediasi konflik
pertanahan

o Terbentuknya tim mediasi
penanganan sengketa lahan
Ferkebunan kelaoa sawit

"/ { Dinas Fertanahan l.Disbunnakkeswan
2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.DPMTrarrsnaker

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

Melakukan Pelayanan
Bantuan Hukum Perkara
Pertanahan

Jumlah Layanan Bantuan
Hukum Perkara Pertanahan

./ ./ Dinas Fertanahan l.Disbunnakkeswan
2.DLTIK
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.Eag.Pemerintahan

Setdakab

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

2A.2 Fenyelesaian tanah adat
dalam kawasan hutan dan
bekas tanah hak pada 1

(satu) daerah
kabupaten/kota

Inventarisasi masalah tanah
adat dalam kawasan hutan
dan bekas tanah hak dalam 1

(satu) daerah kabupaten/kota

l.aporan inventarisasi data
rnasalah tanah adat dalam
kawasan hutan dan bekas hak
dalam 1 (satul daerah
kabupaten/kota.

{ ./
"/ Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan

2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.Bag.Pemerintahan

Setdakab

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian masalah tanah
adat dalam kawasan hutan
dan bekas tanah hak dalam I
(satu) daerah kabupaten / kota

Jumlah Berita Acara Mediasi
rnasalah tanah adat dalnm
kawasan hutan dan bekas hak
dalam I (satu) daerah
kabupaten/kota

"i .J Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan
2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.Bag.Pernerintahan

Setdakab

dan
sumber lain

tidak

N.3 Fenyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Mediasi Perryelesaian Sengketa
Tanah Garapan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Elerita Acara Hasil
Mediasi Penyelesaian Kasus
Sengketa dan Konllik Tanah
Garapan dalam I {satuf Daerah
Kabupaten/Kota

.i { Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan
.DLHK
.BPN

PUPR

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

Fenyrelesaian sengketa Subyek
Hak Fotensi TORA di
Kabupaten/Kota

Jumlah Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Subyek
Hak Potensi TORA dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

./ ./ Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan
2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
5.DPMTrarrsnaker

lain
tidak

20.4. Pengakuan MHA, Kearifan
Lokal, Pengetahuan

Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan
Informasi Peneakuan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyedlaan Data dan Informasi

"l { DLHK 1

DLHK lain
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tradisional dan Hak MHA
yang terkait dengan PPLH

Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dencan PPLH

Pengakuan Keberadaan MHA
Kearifan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional dan
Hak Kearifan [okal atau
Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA Terkait densan PPLH

4.Dinas PUPR
S.DPMTransnaker

yang tidak
mengikat

Prograln Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
20.5 Penyelesaian Masalah Ganti

Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan
oleh Femerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa dan
Konllik Pertanahtan Potensi
TORA dalam I (satuf Daerah
Kabupaten/Kota

Teredianya taporan lfuordinasi
dan Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa dan KonIUk
Pertanahan Potensi TORA dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

{ "j Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan
2.DLT{K
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.DPMTransnaker

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

20.7 Pengawasan Fenggunaan
Sarana Pertanian

Pendampingan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
- PendampinganFengusulan

Perrerbitan Surat Tanda
Daftar Budidaya (STDB) di
23 Kecarnatan Penghasil
Sawit

- PendarnpinganPenggunaan
Surat Tanda Daftar
Budidaya (STDB) sebagai
Sarana Pendukung dalam
proses mediasi perryelesaian
Senglceta t ahart
Perkebunan lGlapa Sawit
di Kanrasan APL

Terbitnya Surat Tanda Daftar
Budidaya (STDBI basi 15OO
pekebun/petani swadaya dari
23 kecamatan penghasil kelapa
sawit
Pekebun yang berkonllik
/bereengleta dapat
menggunakan STDB sebagai
salah satu bukti legal dalam
proses mediasi penyelesaian
Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
di Kawasan APL.

{

./

"/

./

./

"i

Disbunnakkeswan

Disbunnakkeswan

LDinas Pertanahan
2.DLHK
3.BPN
4.Dinas PUPR
5.DPMTrarrsnaker
l.Dinas Pertanahan
2.DLT{K
3.BPN
4.Dinas PUPR
S.DPMTrarrsnaker

lepel( aan

lsumber lain
yang tidak
mengikat

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

21. Peayeleseian Status Lahen Kclapa $.rtt yang Tertndilarl Dalan l(rwaeart Hutan
tanah'Garapan

21.1. Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapnn dalsfi Daerah
Kabupaten/Kota

Inventarieasi Sengketa, Konllik,
dan Perkara status lahan
usaha perkebunan kelapa sawit
yang teriadikaei dalam kawasan
hutan

Tersedianya Data Sengfteta,
Konllik dan Perkara terkait
Btatus lahan usaha perkebunan
kelapa sawit yang terindikasi
dalam kawasan hutan di
Kabupaten Aceh Utara

./ ./ Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan
2.BKPH
3.Bagian

Pemerintaihan
Setdakab

4.Bagian Hukum
Setdakab

APBI( dan
strmber lain
fang tidak
mengikat

Mediasi Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan yang

Jumlarh Berita Acara Hasil
Mediasi Penvelesaian Kasus

{ ./ Dinas Pertanahan l.Disbunnaldceswan
2.BKPH lain

Prosi'afr Penvelesaian Sensketa'
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terindikasi dalam kawasan
hutan

Sengketa dan Konllik Tarah
Garapan yang terindikasi dalam
kawasan hutan di Kabupaten
Aceh l.ltara

S,Bagian
Pemerintahart
Setdakab

4,Bagian Hukum
Setdakab

tidak

Keberadaan Hukum Adat M Kearifan Lokai Dan Hak MHA Y Terkait D PPLH
2t.2 Pengakuan MHA, Kearifan

Irkal, Peargetahu an
Tradisional darr Hek M]FIA
yanS ter*ait dengan PPLH

Koordinaei, Sinlfonisasi,
Pen5rediaan Data dan
Infomasi Fenggkuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH

Tersedianya Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinlsonisasi,
Penyedia,an Data dan Informqsi
Pengakuan Keberadaan MHA.
Kearifan Lokal atau
Pengetshuan Tradisional dan
Hak Kearifan lrkal atau
Pengetahuan Tradisiona.l dan
Hak MIIA Terkait dengan PPLH

DLHK 1 Disbunnakkeswan
2.Dina8 Pertanahan
3,BPKH
4.DPMG
S,Bagian

Pemerintahan
Setdakab

6,Bagian Hukum
Setdakab

dan
sumber lain

tidak

Sen Dan Perkara Pertenahan
21.3. Fasilitasi Penyelesaian

KonIIik- Konllik PertanalEn
Inventarieasi dan Penyelesaian
Sengketa, Konf,ik, dan Perkara
Pertanahan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupate{/ Kota

Data Sengketa, Konflik dan
Perkara dalam I (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Dinas Pertanahan l,Disbunnakkeswan
BKPH
Bagisn
Pemerintahan
Setdakeb
Bagian Hukum
Setdakab
DPMG

4.

dan
sumber lain

tidak

Program Penetapan Tanah Lllayat
21.4. Pen5relesaian sengketa tanah

ulayat Masyarakat Hukum
Adat dalam I (satu) daerah
kabupateu/kota

Inventarisaai sengketa tanah
ulayat Masyarakat HukuD Adat
(kebun rakyat) yang Teriodikasi
Dalam Kawasan Hutan

LAporan inventarisasi data
Bengketa tanah ulayat
Masyarakat Hukum Adat dalam
l(satu) daerah kabupaten/ kota

Dinas Pertanahan l.Disbunnal<keswan
.BKPH
.Bagran
Pemerintehan
Setdakab

4.Bagian Hukum
Setdakab
DPMG

BPN

lAPtsk darr
sumber lain
!a:rg tidak
mengikat

Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian sengketa tanah
ulayat Masyarakat Hukum Adat
dalam l(satu) daers}
kabupaten/kota

Jun a}r Berita Acara Mediasl
Bengketa tanah ulayat
Masyarakat Hukum Adat dalam
l(satu) daerah kabupaten /kota

Dinas Pertanahan l.Disbunnal<keswan
.BKPH
.Bagian
Pemerint€han
Setda*ab

dan
sumber lain

tidak
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4.Bagian
$etdakab
DPMG

21.5. Penetapan Tanah Ulayat
yang Lokasinya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Survei dan Pemetaan Batas
Tanah Ulayat dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah l.aporarr Survei dan
Pemetaan Batas Tanah Ulayat
dalam I (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

{ "i { Dinas Pertanahan l.Disbunnakkeswan
2.BKPH
3.Bagian

Femerintaf,ran
Setdakab

4.Bagian Hukum
Setdakab

5.DPMG
6.ATR/BPN

dan
sumber lain

tidak

22. Lcgaltrast leheu hactl pcnyelcsalen ltatur perkcbuaen yraag tetlndllart delae ltrawasan Hutan daa peaSrelecaian lahan
dan

dan dan Koordinasi sunnya Rancangan Produk Bagran Hukurn
Setdakab

dan
Hukum Pen5rursunan Produk Hukum

Daerah sebagai upaya legalisasi
status lahan hasil penyelesaian
sengketa lahan dalam rangka
reformasi agraria

Hukum Daerah terkait
legalisasi status lahan hasil
pe-nyelesalan sengketa lahan
dalam rangka reformasi agraria
yang altan ditetapkan/disahkan

Dinas Pertanahan
BPN
DLHK Acetr

sumber lain
tidak

22.1.

dan
22.2 Fasilitasi Penyelesalan

Konflik- Konflik Pertaaahan
Penyelesaian sengketa Subyek
HaIt Potensi TORA dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berita Acara Pen5relesaian
Sengketa Subyek Hak Potensi
TORA dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

{ ''/ Dinas l.Bagian
Pemerintahan
Setdakab

2.Disbunnakkeswan

lain
tidak

.BPN

.Bagian Hukum

Penyelesaian Sengketa dan
Konflik Pertanahan dalarn 1

(satu) daerah Kabupaten/Kota

B€ri0a Acara Hasil Penyelesaian
seng[eta dan konflik
pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

.i { I
Pemerintaharn
Setdakab
Disbunnakkeswan
BPN
Bagian Hukum

lain
tidak

3.

Progfa:n Penetapan Tanah Ula

{
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22.3 Penetapan Tanah Ulayat

yang lnkasinya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan tata cara
pengembalian status tanah
ulayat atau tanah Masyarakat
Hukum Adat apabila jangka
waktu hak guna usaha atau
hak guna bangunan telah
b€rakhir

Jumlah Kebijakan tata cara
pengernbalian status tanah
ulayat atau tanah Masyarakat
Hukum Adat apabila jangka
waktu hak guna usaha atau hak
guna bangunan tel,ah berakhir
yang disusun

{ Dinas Pertanahan l.Bagian
Pemerintatran
Setdakab

2.Disbunnakkeswan
3.BPN
4.Bagian Hukum

Setdakab DPMG

dan
lain

tidak

23. Pclaksrnran Regulasi KetenegakerJaaa dan Dls€minarl terLalt Pongawlsan ates PeleLsaaaaa Elsten K3 der Jamsostok

Pelayanan antar Keia penghargaan Usahayang DPMTransnaker 1 dan
Daerah Kabupaten/Kota kepada Pelaku Usaha yang

mempekerjakan tenaga kerja
penyandang disabilitas

mendapatkan penghargaan
karena mempekerjakan tenaga
kerj a penyandang disabilitas

.Bagran
Perekonomian
Setdakab

lain
tidak

Hukurn

23.1.

23.2" Pencegahan dan
penyelesaian perselisihan
hubungan indu strial, mogok
kerja dan penutupan Pelaku
Usaha di daerah
kabupaten/kota

Penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, mogok
ke{a dan penutupan Pelaku
Usaha Perkebunan kelapa
sawit dan atau pabrik kelapa
sawit yang berakibat
/berdampak pada kepentingan
di I (satul daerah kabupaten

Jumlah Perkara Perselisihan
yang Terselesaikan

"/ { "/ DPMTransnaker ll.Disbunnakkeswan
2.tsagian

Perekonomian
Setdakab

3.Bagian Hukurn
Setdakab

lerer aan

lsumber lain
yang tidak
mengikat

Fencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutuplan Pelaku
Usaha yang berakibat
/ berdarnpak pada Kepentingan
di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jurnlah Perselisihan yang
Dicegah

./ ./ { DPMTransnaker 1

2 Bagran

Setdakab
Hukum

Setdakab
U

IAPBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

Pengembangan Pelaksanaan
Jarninan Sosial Tenaga Kerja
dan Fasilitas Kes{ahteraan
Pekerja

Terlaksananya Prograrn
Jarninan Sosial Tenaga Kerja
dan Fasilitas Kesejahteraan
Peke{a

{ { DPMTransnaker i
2.BagSart

Perekonomian
Setdakab

.Bagian Hukum
Setdakab

"j

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat
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23.3 Pengesahan P€raturan

Pelaku Usaha dan
Pendaftararr Perjanj ian Kerja
Bersama untuk Pelaku
Usaha yang Hanya
Beraperasi dalam I (Satu)
Daerah Kabupaten/ Kota

Pengesahan Peraturan Pelaku
Usaha bagi Pelaku Us$a

Jumlah PeLaku Usaha yang
Melaksanakan Pengesahan
Peraturan Pelaku Usaha yang
Terkait dengan Hubungan
tndustria.l dan TerdaJtar di
WLKP Online

DPMTransnaker 1 . Disbunnalkeswal
2.Bagian Hukum

Setdakab
3.Bagian

Perekonomian
Setdakab

APBK darl
sumber lain
yang tidak
mengikat

Penyelenggaraan Pendataan
dan Informa8i Sarana
Hubunga[ Indurtrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
serta Pengupahan

Julrllah Data dan Informasi
Sarana HI (PP/PIG, Strukhrr
Ska.la Upah, dan LKS Bipartitl
dan Peke{a yang Terdaftar
Bebagai Peserta Jamaostek serta
Pengupahan

DPMTransnaker 1. Disbunnakkeswaa
2.Bagian

Perekonomian
Setdakab

3.Bagian Hukum
Setdakab

APBK dan
sumber lain
yang tidak
merudkat

Progra.or Pengawasan Ketenagakerjaan
23.4 Penyelenggaraan

Pengawasan
Ketenagakerjaan

Pengawasan Pelaksanaan
Norma Kerja di Pelaku Usaha

Jurr ah Petaku Usaha yang
menerapkan Norma
Ketenagakeiaar di Pelaku
Usaha (Termasuk Pelaku Usaha
yang Mempekerjakan TKA)

frPMTransnaker 1 . Disbunnakkeswan
2.Bagian Hukum

Setdakab
3.Pela-ku Usaha

APBK dan
sumber lain
yang tidak
mengikat

Pelayanan Keselanatan darr
Kesehatan Ke{a di Felaku
Usaha

Jurnlah Pelaku U6aha yanB
Menerapkan K3

DPMTransna-ker 1 Disbunnakkeswarr
2.Bagian Hukum

Setdakab
3.Pelaku Usaha

APBK darr
sumber lain
yang tidak
mengikat

E. KOUPIOIET DUI('I{OAII PERCEDATAIT PE!.INSTIIAAIf ABRTINKASI ISPiO DAT PE!'IITGKATAT AI6EA PAEAR PR,ODUK TELAPA AAWTT

24. Peht r!.alD Sollaltsrll IEP|O Entuk Pcrl.trgtu Kcpeatlngea Daorah
Pr9gq4!&4elitjS4 dan Pengembangan Daerah

24.1 Penelitian da.rt
Pengembarrgan
Bidang Ekonomi dan
Pemba.ngunan

Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Perkebunan dan
Pangan.
- Menyueun dokumen st 'ategi

komunikasi di tingkat
kabupaten

Tersedianya dokumen Strategi
Komurikasi dan Soeialisasi
ISPO

Bappeda l,Disbunnalkeswan
2. DisperdaSirrkop

UKM
3.Distalp8n,
4,DPMTransnaker
S.Bagian

Perekonomian
Setdakab

APBA
o APBK
. Mitra Keda

Pendukung

Program Penlmluhan Pertanian
24.2. Pelaksanaan Penyuluhan

Pertanian
Sosialisasi dokumen strategi
komunikasi dan sistem
sertilikasi ISPO untuk
Penlrrluh Perkebunan,/ Mantri
Kebun

Dokumen Strategi kornunikaei
dan sistem s€rtifikasi ISPC)
tersosialisasi kepada semua
pen5mluh perkebunan di 23
kecaratan penghasil kelapa
sawit.

Disbunnakkeswan 1. Disperdaginkop
UKM

2. Distanpan
3. DPMTtananaker

. APtsA
r APtsK
. Mitra Keda

Pendukung
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Diseminasi Informasi
mengenai $tandarisasi ISPO
dan kebijakan kelapa sawit
berkelanj utan kepada OPD
lintas sektor, penyuluh
/pendamping kelompok dan
kelompok pekebun kelapa
sawit

Terselenggaranya Diseminasi
Informasi mengenai standarisasi
ISPO dan kebijakan kelapa sawit
berkelar{utan kepada OPD lintas
sektor, penyuluh/ pendamping
kelompok dan kelompok pekebun
kelapa sawit minimal 1 ke[i per
semester di 23 kecarnatan sentra
kelapa sawit.

"/
.J { Disbtrnnald<eawarl l.Disperdaginkop

UKM
2.Distanpan
3.DPMTransnaker

o APtsA
I APBK
r Mitra Kerja

Pendukung

Z5,. Percepeten pelakmnaan scrtlflkasl I$PIO uatul Feleku Usaha dan pelebun

25.r Pelaksanaan Penyuluhan
Fertanian

I 
Pengembangan Kapasitas

lKelembagaan Petani di

lKecamatan dan Desa

i- Pendampingan kepada
' kelompok untuk manqjemen

keuangan kelompok

- Pendampingan penguatan
kapasitas kelompok untuk
siap menerapkan sertifikasi
ISPO

- Pendampingan bagi pekebun
untuk mendapatkan
sertifftasi ISPO

- Pelatihan Auditor ISPO

Itvtirrimat 3 kelompok (barat,
tengah,timur) yang meningkat
kapasitasnya dalam penerapan
martajemen keuangan yang
akuntabel
Minirnal 3 kelompok (barat,
tengah,timur) yang meningkat
kapasitasnya dalam menerapkan
serlifikasi ISPO

Milaimal 3 kelompok (barat,
tengah, timur) telah melakukan
proEes audit internal ISPO

Mitrimal 3 petani swadayayang
memiliki sertifikat internal audit

"/

"/

.i

.i

"/

./

"/

{

./

./

\,

"J

Disbunnakkeswarr

Disbunnaldcesu/an

Disbunnakkeswan

Disbunnakkeswan

l.Disperdaginkop
UKM

2,Distanpan
3.DPMTransnaker

o APBA
r APEK
r Mitra Kerja

Pendukung

l.Disperdaginkop
UKM

2.Distanpan
3.DPMTransnaker

o,APBA
o APBK
o Mitra Keda

Pendukung
l.Disperdaginkop

UKM
2.Distanpan
3.DPMTransnaker

o APtsA
r APEK
c Mitra Ke{a

Pendg!q14g
l.Disperdaginkop

UKM
2.Distanpan
S.DPMTransnaker

r APBA
o APtsK
o Mitra Kerja

Pendukung
- Pembentukan Tim Internal

Control Sistern (ICS)

- Fasilltasi Froses Pembiayaarr
sertifikasi ISPO bagi pekebun

Minimal3 Tim ICS yang
terbentuk

Minrimal 3 kelompok (barat,
tengah, timur) menrperoleh
sertillkat ISPO

^i

./

"i

"/

./

{

Disbunnaklreswan

Disbunnakkeswan

APtsK
Mitra Kerja

I A.PtsA
APtsK
Mitra Keda

UKM
Distanpan
DPMTransnaker

l.Disperdaginkop
UKM

2.Distanpan
3.DPMTransnaker
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Penyediaan dan
Kapasitas Penyuluh Pertanian
- Training of trainer (ToT) untuk - Minimal ada 3 orang trainer

terlatih dan siap melaksanakan
pendampingan sertifikasi ISPO

- Minimal I kali pelatihan
pertahun dllaksanakan seczrra
periodik

Minimaf ada 3 orang
pendampirrg yang memiliki
sertifikat internal audit

{ .l \i Disbunnakkeswarr l.Disperdaginkop
UKM

APtsA

"q,PBK
Mitra Ke{a
Pendukung

pendampingan ISFO bagi
pendamping swadaya, ASN,
mantri tani kebun dan PPPK
di 27 kecamatan di Aceh
Utara

- Pelatihan Auditor ISPO
"/ "/

.l Disbunnakkeswan l.Disperdaginkop
UKM

APtsA
APtsK
Mitra Keda
Fendukung
APBA
APtsK
Mitra Kerja
Pendukung

- Pelatihan dan serttilikasi
Petugas Penilai Usaha
Perkebunan (PUP) untuk
mempercepat proses penilaian
kebun sebagai prasyarat
mendapatkan setifikat ISPO

- Pembentukan Pusat
Konsultasi Usaha Ferkebunan
Sawit dan serlifrkasi ISPO

Jumlah Petugas Penilai Usaha
Perkebunan (PUP) yang telah
bersertifikat sebanyak 3 orang

./ { ./ Disbtrnnakkeswan l.Disperdaginkop
UKM
Distanpan
DPMTransnaker

Terbentuknya Pusat Konsultasi
Usaha Perkebunarr Sawit dan
sertilikasi ISFO terbentuk dan
beroperasi

./ ./ { Disbunnakkeswarl l.Distanpan
2.Disperdaginkop

UKM

APtsA
APEK
Mitra Kerja
Pendukung3.Disinfokom

4,LSM

Pengawasan Penggunaan
Sarana Pertanian

Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
Sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik L,okasi
- Pengawasan Penggunaan

Sarana Pendukung Pertanian
untuk percepatan

laporan hasil { ./ { Disbunnakkeswarl Disperdaginkop UKM APBA
APtsK
Mitra Kerja

sertifikasi ISPO

pengawas{rn pengunaan saraha
pertanian minimal I kali per
tahun.

25.2

- Melakukan penilaian Pelaku
Usaha perkebunan untuk
mendapatkan sertifikasi ISPO

lJumlah Pelaku Usaha yang
dinilai kelas kebunnya sebanyak
5 Pelaku Usaha

"/ "J
.J Disbunnakkeswan l.Distanpan

2.Disperdaginkop
UKM

3.Disinfokom
4.LSM
S.Pelaku Usaha

I. aPga
l. APBK

l. ft4itr" f.4"
Pendukung

Usaha

IlIat ru Pelaln
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25.3. Pemberdayaan Usaha Mitr<ro

yang dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan,
I(emudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

Pendataan Potensi dalx
Pengembangan Usaha Milso

JurElah Data UMKM yang
mempunyai Potensi Usaha

Disperdaginkop
UKM

Disbunnalkeswan o APBA
o APBK
. Mitra K€rja

Pendukung
Pemberdayaan melalui
Kemitraan Usaha Mikro

Jurnlah Usaha Mikro yang
B€rmitra

Disperdaginkop
UKM

I . Disbunnakkeswan
2 , DPMTraIsnaker
3.Pelaku Usaha

o APBA
r APBK
. Mitra Kerja

Pendukung
Fasilitasi Kemudahan
Periainan Us$a Mikro

Jurnlah Usaha Mikro yang
Terfasiliatsi Perizinan Usaha, P-
IRf dan t.zin Halal

Disperdaginkop
UKM

l.Disbunnakkeswa
2.Bacian Hukum
3-Setdakab

r APBA
e APBK
. Mitra Keda

Pendukung
Femberdayaaa Kelemb.gaFrr
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikrc yang
mendapat pembinaan dan
Pendampingan

Disperdaginkop
UKM

l.Disbunnakkeswa
2.Distarpan

r APtsA
o APBK
. Mitra Keia

Pendukung
Koordinasi dan Sinkronisasi
dengan Para Pemangku
Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Milro

Jumlah Pemangku Usaha yang
memberikan Pembinaan dan
Pemberdayaan kepada Pelaku
UMKM

i Disperdagintop
UKM

I . Disbunnakkeswaa
2.DPMTransnaker

o APBA
o APBK
. Mitra Kelja

Pendukung
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Usaha Mikro
serta Kapasitas daIr
Kompetensi SDM Usaha Milso
dan Kewirausahaan

Jumlah SDM yang mernahami
Pengetahuan dalam Bidang
Kewirausahaan

Disperdaginkop
UKM

Disbunnakkeswan o APBA
o APBK
. Mitra Ketja

Pendukung

Fasilitasi kemitraan usaha
Eelalui rantai pasok antara
usaha bessr, usaha
menengah, dengan usaha
kecil dan usaha mikro untuk
mempercepat transformaai
UMKM dalam meningkatlan
skala usaha

Kurasi, Peningkatan mutu
produk, dan Kemitraan Usaha
Miloo dengan Usaha Kecil dan
Menengah melalui rantai
pasok

Jumlah Usaha Mikro yang
terfasilitasi Kurasi, Peningkatan
mutu produk, dan Kem-itraan
dengan Usaha Kecil dan
Menengah melalui rantai pasok

Disperdaginkop
UKM

1-Disbunnakkeswan
2.Distanpan
3.Bagian Pekonomian

Setdakab

o APBA
o APBK
. Mitra Kelja

Pendukung

Prottram Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
25.5 Pengembangan Usaha Mikro

dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
meqiadi Usaha Kecil

Fasi[tasi Usaha Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan
Pengolahafl, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
tDoKAl

Jumt€h UMKM yang Mendapat
Pelatihan Digital dan Pemasaran
melalui Parneran

Disperdaginkop
UKM

l.Disbunnakkeswan
2.Distanpan
3.Bagian Pekonomia.n

Setdakab
4. D PMTmnsnaker

r APBA
o APtsK
. Mitra Ke{a

Pendukung

25.4.
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Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

25.6. Pemberdayaan dan
Perlindungar Koperasi yang
Keangotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Peningkatsn Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, PenataEn
Manajemen, Standarisasi, dan
Restruldurisasi Usaha

Jumlah Unit Useha yang
Produktif, Bernilai Tambah,
Memiliki Akses Pasar, Akses
Fembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, darl
R$trukurisasi Usaha

Disperdaginkop
UKM

I . Disbunnakkeswan
2. Distanpan
3,Bagian Fekonoml€ul

Setdakab

o APBA
r APBK
. Mitla Keda

Pendukung

FasilitaEi Kemitraan Koperasi
yang Kealggotaannya Daerah
Kabupaten/Kota

Jum[ah Koperasi yang difasilitasi
k€mitraennya untuk mempcroleh
sertifkasi ISPO

Disperdaginkop
UKM

1 . Disbunnakkeswar
2. Distanpan
3,Bagian Pekonomian

Setdakab

r APBA
o APtsK
. Mitra Keda

Pendukung
Prograin Perizinan Us$a Pertarian

25.7 Penerbitan lzin Usaha
Pertadan yang Kegiatan
U8ahanya dala-m Daerah
Kabupaten/ Kota

Pen5.usunan Standar Pelayanan
Publik Pemberian tzin Usaha
Pertarrian
- Penl.usunan Standar

Pelayanan Publik Pemberian
Izin Usaha Pertaniar sebagai
panduan kemitxaan antara
Pelaku Usaha dan pekebun
untuk memperoleh sertifrkasi
ISPO

Tersedianya dokumen pedoman
teknis panduan kemitraan
antara pelaku usaha dan
pekebun untuk memperoleh
serdfrkasi ISPO

Disbunnakkeswan l.Disperdaginkop
UKM

2. Distanpan

o APBA
. APtsK

Mitra Keia
Pendukung

Program Pengembangan lklim Penanaman Modal
25.8 Penetapan Pemberian

Fasilitas / Insentil di bidang
Penanaman Moda.l yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Fasilitasi Kemitraan yang
dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/ Kota

Jumlah Kesepakatan Kemitrasn
antara U8aha Besar
(PMA/PMDN) dengan UMrM di
daerah

DPMTransnaker Disbunnakkeswan o APBA
r APBK
. Mitra Keia

Pendukung

26. PonycleaggaruE dtploma3t, ploEorl den advolasl moaqfrr Leberterlmran IEIrO oleh parar tntornrslonel
Program Pengembangan Ekspor

26.1. Penyelenggaraan Promosi
Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor
Uaggulan yang terdapat pada
I (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan

Jurnlah Data dan loformasi
Sistem dan Jaringan

Disperdaghkop
UKM

l. Disbunoakkeswaa,
2,Distaflpan,
3.Diskominfoean
4.Pelaku Usaha
S.Kelompok Tani

o APBA
e APtsK
r Mitra Kef a

Pendukung
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Misi Dagang baAi hoduk
Ekspor UnSgulan

Jumtsh Felsku Usaha yang
difalilitasi dql.'n MiEi DaSang
Produk Ekspor Unggulan

Dirperdaginkop
UKM

I . Diabunna.kteawan.
2. Distanpan,
3.Diskonirrfosen
4.Pclaku Usaha
S,Kelompok Tani

. APBA

. APBK

. Mitra Kcrja
Pcndukung

P"aingkatan Citra Itoduk
Ekspor

Juml,ah hoduk UnSguLEn Eklpor
De6ah yang Disulun Mcaljadi
Matcri Promosi

Dispcrdaginkop
UKM

I . Diebunna&tcswan .

2. Di.tanpsn.
3 . Diakornrrfoan
4.Fclaku Usaha
S.Kelmrpok Tani

. APAA
o APBK
. Mitra Kcrja

Fcndukung

Prog:qrq FenEgJqa4n dan Pemaaaran Produk Dalam Negen
26.2 Fcl,aklanaan Promosi,

Pcdrararan
da'r PenillAkata'l
Pctrggunaan
Produk Dalam Ncgcri

Pambcrdayaan Masyarakat
dalam FqninAkata.
Pen8gunaa! dan P€roatrfaata.n
Sendang Produksi Ddam
Neerri

Junleh Orang yang Mengikuti
Fembcrdayaan Maayarakqt dalam
Fcoingkatqn Pcagunaan dan
FcrDarfaatan Sandang kodukai
Ddam Neg.ri-

Dirpcrdaginkop
UKM

I . Dilbunnald(eswan ,

2. Di3tanpan,
3.Diskominfosar.

r APAA
. APBX
. Mitra Kcrja

Pcndukung

Pcraaearan dan Feningkatan
Pcnggunaan hoduk Dalarr
NeScri di Tinakat
Kabupatc!/Kota

Jumlah UMKM yang memprcrolch
farilita8i pcmaEarsn produk
dalern negcri mclslui kemitraatr
dcngan rctail, markctplacc,
perhotelan dar iasa akomodasi.

Disperdaginkop
UKM

I .Diebunnakkcswan,
2.Distanpan,
3.Diskotrlinfo6an.

o APBA
. APBK
. Mitra K6ja

Pcndukung

Promosi Penanarnan Modal
26.3. Pcnyclarggaraan Promori

PenanarnaD Modal yant
Mcojadi Kcreaaogan Daerab
Kabupalcrr,/ Kota

Pclaksanaan Kcgiatan PromoEi
Pcrunaman Modal Dacrah
Kabupatc!,/ Kota

Juml,ah Kcgiatan Promoci
tnanem.an Modal
Kabupaten/ Kota )Bng
dirdeaggarakan s.tiap tahun

DPMTrensn:rker I . Disbunnakkeswan

3
Dirr83 PUPR
8PN
Ding.a Peasrehan
Dildagrnkop UKM
DLHK
BPS

5

o APBA
o APBX
. Mitra Kerja

Fendukung
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